DISERTASI "GOOD GOVERNANCE" (KEPEMERINTAHAN ... I. GUSTI NGURAH WAIROCANA

BAR 4

IMPLEMENTASI “GOOD GOVERNANCE™ DALADM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Di datam bab im dikap tentang implementasi good gevernurce dalam
penvelenggaraan pemenintzhan daerah yang ierdiri atas 3 sub bab vaitu: Implementasi
good  govercnce dalam Legislast dan Repulasi Dacrah . Implementasi  gred
goverpance  datamn Pengpakan Hokum di Daerzh; dan Implementasi Undang —
undang No. 28 Tahun 1999 dalam Legislasi dan Regulasi Daerah. Argumentasi vang
dapat dikemukzkan di dalam pembagian sub-bab tersebut adalah bahwa
penvelenggaraan pemerintahan  dacrah pada  hakekatnya terdini atas Kegatan
pembentukan kebijakan (paficy makmg) dalam bentuk legislas: dan reguiasi daerah;
penegakan hukum produk hukum daerah (few enforcement), serta kontrol
{(controlfimg) terhadap penepakan hukum tersebut. Dalam rangka mengt apakah
Undang — undang No 28 Tahun 1999 dipakai schagai dasar pembentukan kebijakan
daerah, maka diadakan sub bab tmplementasi Undang — undang Mo. 28 Tahun 1999
dalam Lemslasi dan Regulasi Daearah,

Prnsip - prinsip geod povernance vang dipakai sebzpai batu wi adalah
prinsip — prinsip good goverrnance dan perspekuf hukum admimistrasi yaitu ; prinsip
demokrasi dan pegara hukum. Perspektit demokrasi meliputi asas keterbukaan
yang terdinn atas presedur (persiapan yang terbuka, badan pertimbangan; lembaga

keberatan, pengumuman keputusan yang sudzh final}, peran serta masyarakat :
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asas kecermatan {(principle of carefuiness} vang terdin atas kecermatan dalam
persiapan (carcfilness preparation), investipasi (carefidfness investigation), dengar
pendapat {carefulness hearing) dan pablikasi (carefulness publicarion); asas alasan
vang rasionsl { carefilness of reasoning). Dan perspektif negara hukum adalah
asas legahitas ( the principle of legaf certamy).

Dengan substansi kajian tersebut diharapkan perfom: dapat memberikan
diskripsi secara faktual tentanp implementass prinsip — prinsip demokrasi dan negara
hukum dalam pembentukan legisiasi dan repulasi daerah, serta penegakannya. ke
membenkan gambaran secara faktual implementasi Undang — Undang No. 28 tahun
1999 dalam legislasi dan regulasi daerah, yang akhimya dapat menjawab sub isu
pertamia dan kedua yang disjukan di dalam disertasi ini yaito: prinsip - prinsip good

governance dalam tataran legislasi dan regulasi daerah.
4.1. Implementasi Good Governance Dalam Legislasi dan Regutasi Daerah

Pengertian legislasi pada prinsipnya dapat diartikan sebegai aturan hukum
yang pembentukannya melibatkan badan legislatf, untuk tingkat daerah adalah
DPRD (Dewatt Perwakilan Rakyat Daerah) dalam bentuk Perdz (Peraturan Dasrah).
Regutasi adalah produk hukum yang dibentik oleh Kepala Dacrah yang mengatur hal
— hal yang bersifat umum (peraturan kepala daerah), sedangkan yang mengatur hal —
hal yang bersifat kongkrit individual disebut dengan keputusan kepala daerah (order
atau beschikking). Regulasi merupakan delegasi perondang — undangan (delegated
legislation) yang merupakan perintah peraturan hukum vang lebih tinggi. Pengertian

reguiation dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai peraturan atau perintah
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vang mempunyai kekuatan hukum, dikeluarkan olch badan cksckulil “regdotion i
rufe o avdor funviny ferce of fuw ssied B erecrinve aathoray of goverarnenr” dan
selaniutova dinvatakan regrfaton are non the work of fegestanve. Menarut PLP.Craig,
dalam bukunva yang berudul Admensstrative Lo, repulasi merupakan sdlab saw
bentuk darn delepas: perundang  undangan di sampeag apa vang dischut  (heefers
Conne, putes, regrdations, Bvlaws dan dircction sepertl dinvatakan: “fere wow
Prevperfelopiny varrony of fermmedoey dhraucel whncde o express delegated Tegislation,
Orders ar Comwneil, rudes, regalatinn, dviuwes dredton™ . Kebingunpan karcra
bervariasinya istilah yang diperpunakan dalam pendeiepasian perundang - undanpan
adalah wajar, karcna menurut Sic William Wade, badan pembentuk undang

undang mengikuti kehijakan umum artinya tidak ada suatu kebijakan khusus di dalam
memilih hemuk dan pendelegasian perundang  wmdanpan, dan oleh karenanya ada
tenitangan vang lebar wntang  jemis dan stilah, seperti vang  dinyatakannya:
“Farfuiment foflows re particular podicy, and there §s a wide ronge of varteties amnd
nomencioiure™. Telapi  Sir William Wade dan P.P.Craig tidak memberikan
pengerhan atau difinisi tentang apa vang dimaksud denpan repadacons itu, dikatakan
oleh PP Craig bahwa regulas dan peraturan dipergunakan dalam sitwasi yang
satigat beragam untuk menunjukkan kekuasaan subordinasi pembentukan hokum,”

H{f;:m’uf.rmm chined Plfes wre used oo WIL."V Vf.!rl'f_'llr_ll-" r}f SHLCM iern s to dferafe .\'uf}rjr.;f:na;i_f

fw  makonr power " Sedangkan Wade menvatakan bahwa regulasy, peraturan
dan petintah lidak dapat dipergunakan secara serla mena (tidak pandang bulu) sepenit

vang dinyatakan 7 reptlatron,  rule, wmd order showld ner e used

tdeicriminately. 7 Pelumuk yang diberikan oleh PP Crarg adalah. untuk
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pembentukan regulast biasanya kekuasaan berada di tanpgan menteri, tetapi untuk
regulasi dan peraturan atau permtah dapal juga dikeluarkan oleh perwakilan
pemerintgh dan badan yang berwenang di daerah™ The power will be normally be
conferred up on o minster of the crawn, but regulations, rules or orders may also be
passed by agencies and local authory.”

Dari kapan beberapa sumber (ersebut dapat disimpulkan hahwa repulas:
merupakan salab satu bentuk pendefegasian perundang — undangan yang dibenkan
oleh badan pembentuk undang - undang kepada badan eksekutif ataun badan lain,
termasuk kepada pemerintah daerah dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah. Hal ini
kiranya sesuai dengan pengertian r¢gulasi yang diatur di dafam Undang — undang
No.10 Tashon 2004 tentang Pembentukan Peratwan Perundang — undangan,
ditentukan bahwa regulasi pada prinsipnya dibuat atas perintah peraturan perundang —
undangan yang lebih tinggi, Dengan demikian, jelas bahwa regulasi bukan
merupakan prodvk badan pembentuk undang - undang secara langsung seperti apa

yvang ditegaskan dalam Slack s Law Dictionary.
4.1.1. Asas Keterbuksan dalam legislasi dan regulasi daerah

Dalam kaitannya dengan asas ketetbukaan dalam legislast dan regulasi daerah
masalah yang dikaji adalah keterbukaan dalam prosedur dan peran serta dalam
legislasi dan regulasi dacrah.
4.1.1.1 Prosedur

Asas keterbukaan prosedur menurut Philipus M Hadjon, meliputi -persiapan

yang terbuka; badan pertimbangan; lembaga keberatan; pengumuman keputusan™',
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Bahan hokum yang dikaji adalah Peraturan Daerah dan peraturan kepala
dacrah Provinsi Bali, Perda Pemerintah Kabupaten Badung dan Perda Pemerintah
Kota Denpasar, mulai tahun 1999 dengan perimbangan undang — undang tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotismy
(ULl No. 28 Tahusn 1999) diundangkan pada tahun 1999, Dh samping 1ty Undang
undang 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah dan aturan hukum lainnya yang
berkaitan dengan pokok kapan. Bahan hukum dalam bentuk perda tersebur diambil
dani lembaran daerah vang diperoleh dan Buo Hukum dan Ham Provinsi Bah dan
Bagian Hokom Pemenntah Kabupaten Badeng dap Pemerimiah Kotz Denpasar. Di
samping itu juga dalam pengkajian i penulis mengmmian kmsiongr untuk
Sekreteriat DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Badung, DPR]D Kota Dlenpasar dan
Juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Dewan untuk melengkapi informasi
yvang didapat dari kwsioner

Dan hasil kajian yang penulis lakukan terhadap aspek keterbukaan prosedur

di dagrah penelitian menunjukkan hal - hal sebagai berikut:

a.) Persiapan yang terbuka

Dalam tahapan persiapan, baik ttw perda yang dizjukan atas usul inisiatif
badan eksekutif dagrah, maupun badan legislatif daerak dan reguiasi daerah tidak
ditemukan katentuan secara normatif yang mengharuskan adanva keterbukaan dalam
tahapan ini, namun di dalam prakiek hai itu terjadi. Hal ini dapat dilihat dengan jelas
dalam tahapan persiapan yang dilakukan oleh instansi terksit yang memprakarsai

pembuatan suatu Perdz {inisiatif pernerintah), Pembuatan perda seialu terbuka untuk
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melibatkan pihak luar baik itw masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan atau
kelompok ahli (vang diangkat berdasarkan keputusan kepala daerzh) yang relevan
dengan substansi perda, misainys Perda Provins: Bali No3 Tahun 200) tentang Desa
Pakraman yang melibatkan seluruh masyarakat Bali melalui berbagai media dan
berbagai pertemuan ilmmah batk seminar maupun lokakarya. Contoh yang paling
mutakhir adalah Rancangen Perda tentang Rencana Tatz Ruang Wilavah Provinsi
Bali. Pemrakarsa ranperda dalam hal ini Bappeda {Badan Perencanaan Pembangunan
[raerah) Bali dalam kata pengantar surat terbuka yang ditujukan kepada masyarakat
lxas di Hanan Bali Post terbican tanggal 28 Januan 204, dinyatzkan antara lain:

* ... Dokumen teksus (naskah akademis} Eevisi RTRWE Bali tersebut

telah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provansi

Bali.Secara teknis maten naskah akademis dari Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Bali tefah mendupat masidkan dari berbagal pifak,

yaitu darp insianst terkast ditinghar provinsi dan kabupatenskota, serta

masuian dori beberapa Perguruwan fingei dan {5M. Guna memperfuas

sosiolisasi serta memberikan kesempatan kepada masyarakar luas
menanggapl Kancangan Perda fersebut, sebeium Rancangan Perda ini

di bahas <i DPRD Provinsi Bali, maka melalui Harian Bali Post i

kami menyampaikan Rancangan Perda kepada para pembaca Bali

Post...”™ {ganis miring dari penulis)

Dari surat terhuka yang merupakan ajakan kepada masyarakat luas, dari kata —
kata yang bergans minng tampak jelas adanya aspek keterbukaan dalam prosedur
untuk mengundang peran serta masyarakat dalam pematangan konsep Ranperda
tersebut.

Hasil kajian menunjukkan bahwa, tidak semua Ranperda disosialisasikan
dengan cara terbuka luas seperti ftu, disebabkan karena beberape faktor, pertama:
faktor substanst perda, artinya kalau perda tersebut menyangkut kepentingan

masyarakat secara luas seperti Ranperda RTRWP dan juga Perda No. 3 tahun 2001
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tertang desa pakraman, sosialisasi dilakukan denpan mempergunakan berbaga media
haik media cetak maupun elektronik. Tetapl jika substansi perda tersebut hanya
menyangkut kepentingan kelompok tertentu, maka keterbukaan itu terbatas pada
kelompok vang terkait dengan perda tersebul misalnya Perda Provinst Bali Ne 2
tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali hanya ditujukan kepada
pengusaha ternak dan peternak. Faktor kedua adalah faktor danma, karcna temyata
tidak disediakan dana khusus vang dianggarkan unmtek 1tu. Kondisi sepertl im tidak
bofeh diwarkan terus, dalam era keterbukaan dewasa mm para  pengambal
kebijaksanaan harus menganggarkan secara kKhusus dalam satu mata angparan untuk
pembentukan perda termasuk dana umtuk sosizlisast dan peran serta masyarakal.
Keterbukaan prosedur dalam  proses pembentokan peraturan daerah di badan
legislatif, batk <b tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota diatur secam
tegas i tiap — tiap Tata Tenib DPRD yang pada intinva ditentukan bahwa : * Rapat
Panipurna dan Rapat Paripurna Khusus DPRD pada dasarnya terbuka, kecuah atas
permintaan sekurang — kurangnya seperlima jumlah angpota atan apabila dipandang
periu oleh pimpinan DPRD untuk dinyatakan schaga mpat tentutup”™. Sedangkan
vang dimaksud dengzn Rapat terboka adalah rapat DPRD vang dapat dihadinn oieh
umum. Dan ketentuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan dalam prosedur jelas
diatur secara nommatif,

Dalam tataran peraturan kepala daerah dan hasil wawancara yang penulis
lakukan, ternyata terdapat variasi jawaban. Untuk Peraturan Gubernuor, di dalam
praktek terbuka tidaknya suatu perencanaan pembentukan Peraturan Kepala Daerah

sangat tergantung pada luas ruang lingkup substansi yang diatur dalam Keputusan
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Kcpala Daerah vang akan dibentok. Untuk Perawran Walikota Denpasar di dalam
perencanzan sifatnva tertutup, denpan argumentasi bahwa Keputusan Walikoa
merupakan kebijakan Wabkota, sehingga kalaupun ada pihak luar yang teriibat
sebatas kelompok ahli. Sedangkan untuk Keputusan Bupat Badung berdasarkan
jawaban Bagian Hukum babwa di dalam perencanaan sifatnya terbuka artinya
masyarakat boleh berpartisipasi, tetap sampai saat im belum ada sualu Keputusan
Bupatt vang dibuat berdasarkan peran serta masvarakal Berdasarkan pada vanas
terscbul, dilihat dari sisi keterbukaan, ada dua pola keterbukaan dalam percneansin
pembentukan Keputusan Kepala Dacrah.

1. Terbuka terbatas, hilamana substansi yang diatur berdampak pada masyarakat
secara torbuatas, musalnya wnlany Jfufedmy minuman keras, bekena sama
dengan asosiasi yang terkail, penelapan tanf angkutan wmum bekenasama
dengan Organda.

2. Terbuka untuk umum, bilamana substansy vang diatur akan berdampak
terhadap kehidupan masyarakat lpas, msalnya feniang rencanz detail tata
ruang. Sebagal contoh Rencana Detatl Tata Ruang Kawusan sepanjang Jalan
Artert Tohpatt - Kusamba yang dittangkan dalam Keputusan Gubermur No.
16 Tahun 2002, Perigaturan mu melibatkan 3 wilayah KabupatenKota yaitu
Kota denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung. Rencana ini
berdampak sangat luas terhadap perkehidupan  masvarakat sepanjang
kawasan tersebot, baik dampak phisik maopun non phistk, dampak ekonomi,
social  dan religius  (keagamaan), schungea di dalan  perencanaznnva

melibatkan seluruh kompunen masvarakat termasuk dengan PHDI (Parisadha



DISERTASI "GOOD GOVERNANCE" (KEPEMERINTAHAN ... I. GUSTI NGURAH WAIROCANA
200

Hindu Dharma) karena rencana tersebut banyak menggusur (empat — tempat
suci. Sedangkan di dalam SK Bupali Badung dan SK Walikota yang penulis
kaji tidak dijumnpai adanya kcterbukaan dalam proses persiapan.

Dari apa yang diuraikan di depan, maka dapat disitnpulkan bahwa Perstapan
dalam pembentukan legislasi daerak {peraturan daerah) sifatnya terbuka sedangkan
untuk tataran tegulasi keterbukaan perencazan Peraturan Kepala Daerah dijumpai
pada Peraturan Kepala Daerah pada talaran Pemerintah Provinsi, sedangkan dalam
tataran repulasi untuk Peraturan Walikota tertutup, Untuk Peraturan Bupati Badunig
sifamya terbuka Keterbukaan dalam persiapan (ergantung pada sebstansi yang akan
diatur dalam Peraturan kepala daerah tersebut. Dengan demikian untuk menentukan
apakah mater itu berdampak luas, atay berdampak terbatas dan bahkan trdak
berdampak sama sckali, sangal tergantung pada ketajaman analisa pemrakarsa
Keputusan Kepala Daerah tersebut, dan juga tentunya ketajaman analisa Bire atau

Bagian Hukum.

b) Badan pertimbangan

Salah satu  unsur  keterbukaan prosedur adalah  keberadaan Badan
Pertimbangan. Di dalam Undang - undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzhan
Daergh tidak dratur suatu badan pertimbangan daerah seperti vang terdapat di dalam
Undang — undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok - Fokok Pemenntahan di Daerah.
I} dalam pasal 46 Undang — Undang MNo. 5 Tahun 1974 dinyatakan: Di daerah
dibentuk Badan Pertimbangan Daerah vang keangpotaannya terdiri dari Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan unsur fraksi  fraksi vang belum terwakilt
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dalam Pimpiman DPRID.Badan Pertimbangan Daerah ini bertugas memberikan
periimbangan  pertimbangan kepada Kepala Daerah. Di dalam Undang - Undang
No. 22 Tahun 1999 yang dikenal adalah Badan Fertimbangan Otenomi Daerah yang
keangpotaannva terdiri atas Menteri Dalam Negen, Menteri Keuangan, Menteri
Sekretaris Nepara, Menteri lain sesuai dengan kebutuhan Perwakilan Asosasi
Pemerintah Daecrah (sekarang adalah Apkasi, Apeksi dan Appsi) dan wakil — wakil
daerah vang dipzlih olch DPRT), Dewan ini bertangpung jawab kepada Presiden dan
bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden. Di dalam Undang — Undang
No0.32 Tahun 2004 cidak diatur secara tegas keberadaan Badan Pertimbangan
tersebut. Pasal 224 ayat {1) "Dalam rangka penyelenggaraan pemerintzhan daerah,
Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas membenkan saran dan
pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah”™, ayat (3) merentukan: * Dewan
sehagaimana dimaksud pada avat (1) dipimpin cleh Menteri dalam negen yang
susunan organisasi keanggotaan dan tata laksapanya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Petnerintah™,

Dilihat dari bentuk institusi, susunan keanggetasn dan fugas masing -
masing maka ketiganya sangat berbeda Dewan Penimbangan Ctonoini Dracrah
adalah aparat pemerintah pusat, sedangkan Badan Pertimbagan Daerah adalah aparat
Pemerintah Daerah, karena dalam Undang — Undang No. 5 Tahun 1974 DPRD
merupakan salah satu wnsur Pemienntah Daerah. Di dalam era Undang - Undang No.
22 Tahun 1999, pemerintah daerah membentuk suatu tim yang dilihat dan tugasnya
hampir sama dengan Badan Pertimbangan Daerzh vaitu Tim Akhli di dalam beberzpa

perangkal daerab yang dianggap perlu. misalnya di Bappeda, Birosbag hukum,
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yang terdiri dari pare pakar dalam segala bidang yang diperlukan yang ditctapkan
dalam suatu Keputusan Kepaia Daerah, Tim akhli 1mlah yang bertugas tnemberikat
pertimbangan kepada Kepala Daerah temiang kebijakan yang akan diambil oleh
kepala daerah. Hal semagam itu masih berlanjut sampai era Undang — Undang No .32
Tahun 2004 tentang Pemenntahan Dacrab. Misalnya Keputusan Gubemur Ball
MNo.99/01-A/HK/2002 tentang Penetapan Kelompok Akhli Pemerintah Provinsi Bali
Kelompok ahli ini bertugas mengkaji dan menelaah produk hukum dacrah dan
menyampatkan pemikiran  pemnikiran secara tertubs kepada Gubermnur Balt unruk
meningkatkan kinerja pembangunan. Keputosan Wahkotz Denpasar No. 163 Tahun
2003 tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Dan Penyusunan Produk Hukum
Daemh Pemenntah Kota Denpasar, dengan tugas antara lam membenkan
periimbangan kepada Walikota Denppasar untuk  menyelesaikan/memeacahkan
permasalahan — permasatahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kaota Denpasar |
memberkan bantuan baik dilvar mavpim di datam Pengaditan baik vang menyangkut
perkara perdata, pidana maupun tata usaha negara, memberikan bantzan dan atan

Konsultzsi dalam rangka penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah,

c) Lembaga keberatan

Dengan adanya lembaga 1 dibarapkan memungkinkan peran serta pihak ke
tiga terhadap perda atau peraturan kepala daerah , dapat berupa tindakan mengajukan
keberatan. Dalam penyelenggaraaan pemerintahan, keberatan masvarakat bukanlah
suatu hal vang negatif, ™ di sisi lain bilamana sarana keberatan distapkan berarn ada

saluran bagi masyarakat umuk berperan serta, dan sekalipus morupakan feed back
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bagi kehijakan yang telah dikeluarkan oleh pemenntah, schingga dengan sarana
keberatan tersebut dapat dilakukan penyesuaian terhadap produk kebijakan yang telah
diberlakutkan dalam hal im termasuk juga perda.

Hasil kajian 1erhadap produk perda yang ada, twrnyata tidak semua perda di
dalamnya mengatur tentang lembaga keberatan inj. Kalau diadakan pengelompokan
paling tidak ada dua kelompok perda yang memuat lembaga keberatan ini. Kelompek
pertama yaitu perda yang substansmmya membebant masvarakat, dalam hal int pajak
daerah dan reimbusi dacrah. Kelompok kedua perda yang didalammnyva memuar
prosedur perizinan. Contoh untuk perda kelompak pertama antara lain: Perda
Provinst Bali No. 7 Tahun 2000 entang Hetnbusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan
! ¥illa di dalarn Bab X1 temang Pengurangan, Kennganan dan Pembebasan
Retribusi. Pasal 16 {1} Gubemur dapat memberikan pengurangan, kennganan dan
pembebasan retribusi, ayat {3) tata carm pengurangan keringanan dan pembebasan
retribusi ditetapkan oleh Gubernur,

Untuk Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Badung sebagai contoh
penulis kemukakan Perda Kabupaten Baduirg No. 24 Tahun 2001 tentang Pajek
Reklame yang mengaturnya ke dalam 3 bab yaitu Bab XI tentang Pengurangan,
Keringanan dan Pembebasan Pajak, dalam Pasal 26 antara lain ditentykan; “Bupati
berdasarkan permohonan wajib pajak dapat membenkan pengurangan, keringanan
dan pembebasan pajak ... ", mengenai tata cara pembenan ditetapkan oleh Bupati,
Bab Xil tentang Tata Cara Pembetulan Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan
Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administtzsi yang agntara lain mengatur

Bupati kar¢na jabatannya atas permochonan wajib pajak dapat a) membetulkan,
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SKPLY (Surat Keletapan Pajak Daerzh) SKPDKB {Surat Ketetapan Pajak Lacrah
Kurang Bavar) ataw SKPDKBT (Surat Keletapan Pajak Daerah Kurang Bayar
‘Tambahan) atau $TPD {Surat Pembentahuan Pajak [aerah), b) membatalkan atau
mengurangkan  ketetapan  pajak  vang  tdak  benar, ¢ menguranghun  gtau
menphapuskan sanks: administrasi berupa bunga denda atau kenaikan pajak yang
terutang dalam hal sanksi terscbut dikenakan karena kekbilalan waph pajak atay
bukan karena kesalahannyd. Permobhonan tersebur oleh wayit pajak disampaikan
dalam bentuk tertutis. Dalam wakto 3 bulan sepak ditenmanyy permohonan wrsebul
Bupati harus sudah membenkan keputusan, Bilamana sampai batas wakiu tersebut
BGupati tidak memberikan keputusan, permnohonan ite dianggap dikabulkan. Dh dalam
Bab XI1II tentang Keberatan Dan Banding di dalam pasal 29 ayat (1) diteniukan:
wajib pajak dapal mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Parak
dalam jangka waktu 3 {tiga) hutan setelah ditenimanya keputusan keberatan, Satu hal
vang berbeda dalatn Perda Kabupaten Badung dengan Perda Frovins: dan Perda Kota
Denpasar adafah di dalam Perda Retribusi Kabupaten Badung tidak memuat upaya
hukum.

ferda vang substansinyd membebani masyarakat, di dalam Peeda Kota
Llenpasar, lembaga keberatan dapal ditcmukan antama lain di dalam Perda Kota
Denpasar No.26 Tahun 2001 Penyelenggaraan Pengujlan Kendarsan Bermolor yang
menpalur  upaya keberatan dalam pasal 10 avat (17 Setiap pemilik atav pemegang
kendaraan yang ditolak pengupiannya dapatl mengajukan keberalan secara lisan atau
tertulis kepada Pimpinan Petugas Pengaji yang bersangkutan, Pimpinan tersebut

harus sudah memberkan jawaban ditenma atau ditolaknya permohonan keberatan
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tersehut. Sedangkan tata cara penerimaan keberatan ditetapkan dalam Kepurusan
Walikata

Dari hast] kajian terhadap sejumlah perda tersebet dv aias, tordapat vanas
peneaturan tentang upava hukum. Dengan kata lain tdak ada pedoman wmum tentang
xapan dan dimana upaya hukurm itw diatur di dalam perda

Perda Kota Denpasar vang memuat prosedur perizinan antara lain Perda No. 6
Tahun 2001 tentang Izin Bangun - Bangunan yang mengatur temang masalzh upaya
keberatan di dalam Bab X Banding dan Peninjauan Kembali, Pasat 83 antara lain
ditentukan Keputusan Walikota tentang penciakan permohonan izin dan pencabutan
tzin mendinkan atau mengubah atau merobokkan bangunan dapat dimintakan
penunjauan kembali kepada Walikota dalam waktu selambat — fambatnya 14 (empat
belas) han sctclah diterimanya penclakan atau pencabutan yang bersangkutan,

Pada tataran Peraturan Kepala Daersh, dari hasil kajian terhadap Peraturan
kepala daerah, di daerah penelidan, (erdapat persamaan pola dengan pengaturan
masalah upaya hukum didalam legislasi daerah. Pencatuman upava hukum di dalam
regulasi dacrah dapat dikelompokkan atas dua kelompok yailu: periama Keputusan
Kepala Daerah vang substznsinyg membebani masvarakat vaitu dalam bentuk
retribusi dan pajak daerah. Kelompek edua adalah Keptusan Kepala Daerzh yang
substansinya berdampak kepada masvarakat luas

Untuk Keputusan Kepala Daerah kelompok pertama, misalnva: Keputusan
Gubernur Bali No.514 Tahun 2000 teniang Juklak Peraturan Dacrah Prop Bah No.
2000 1entang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. di dalam Bab VI mengatur

tentang lata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Pasal 9 ditentukan antam
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lain: Pengurangan, keringanan dan pembebisan retribusi dapat diberikan kepada
wajib rembusi antara lain lembaga sosial dan lembapa lain yang melaksanakan
kegiatan sosial. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ini
diberikan dengan jalan wajib retribusi mengajukan permohonan kepada (Gubemur,
Sedangkan utuk SK Bupati Badung dan SK walikata tentang retribusi udak memuat
katentuan tentang upaya hukum.

Dari hasil kajian tersebut tampak bahwa upaya hukum dalam Keputusan
Kepala Dacrah tentang Retribusi yang memuai upaya hukumn adalah Keputusan
Kepala Daerah Provinsi, sedangkan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Badung
dan Kota Denpasar tentang hal vang sama tidak memuat upaya hukum.

Keputusan Kepala Daerah yang berdampak kepada seyumlali masyarakat yang
cukup banyak Untuk Keputusatt pubemur dapat dilihat pada Keputusan Gubernur
No, 16 Tahun 2002 tentang Rencana Detall Tata Ruang Kawasan Sepanjang Jalan
Aneri Tohpati - Kusamba, yang penulis sudah kemukakan di didepan, di dalam Pasal
55 ditentukan:

(1} hak umuk memperelch penggantian yang lavak atas kerugian
terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masvarakat
scbagai akrbat petaksanazn Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
sepanjang jalan arteri Tohpati- Kusamba diselenpgarakan dergan
card musyawarah antara pihak yvang berkepentingan.

{2} Dalam kel tidok tercapai kesepakatan mengenai pergantian yang
lavak sebagarmana dimaksnd pada ayat { 1) maka penyelesaiannya
dilakukan dengan peraturan perundang — undangan yvang berlaky
(garis miring dari penulis),

Upaya keberatan sepenti tersebut tidak difumpai dalam Keputusan Bupati Badung dan

KReputusan Walikota Denpasar padahal substansi vang diatur relatif sama hanya

berbeda dalam lempat. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Bupati Badung Na. 73
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Tahun 2060 tentang “Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Mengwt™ padahal di
dalam pasal 3 hurut b ditentukan bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Mengwi berasaskan  keterbukaan, persamaan, keadifun dun perhindingurn hukum,
Akan itetapi asas terscbut sarma sekalt tidak dijabarkan di dalam pasal — pasal
berikutnya, sehingga terkesan asas tersebut hanyalah merupakan sampiran untuk
memperindah keputusan tanpa ada makna hukumnya Hal serupa dijumpai di dalam
SK Waliketa Denpasar No. 435 Tahun 2000 tentang Kebijaksanaan Umum
Penyusunan Rencana Tara Bangunan Dan Lingkungan Jalan Hayam Wuruk - Ant
Centre di Kecamatan Denpasar Timur, sama sekali tidak mengatur tentang upaya
hukum keberatan.

Dan hasil kajian terhadap ada tidaknya lembaga keberatan dalam legislasi
maupun dalam Peratoran Kepala Daereh dapat disimpulkan bahwa tidak ada aturan
hukum atau pedoman vang pasti mengenai hal ini. Lembaga keberatan hanya tersedia

di dalam produk legslas maupun Peraturan Kepala Daerah tingkat provinsi,

d. Pepgumuman keputusan yang sudah final

Menurut pendapat Philipus M Hadjon, dalam tulisannya vang berjudul
“Uoed (overnance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Perspekuil
Hukum Tata Negara dan Hukum Admomistrasi™ dinyvatakan: peagumuman melahirkan
kekuatan mengikat secara materiel. Pengumuman memantapkan perlindungan hukum
bagi rakyat bagi kebutuban teknis Peradilan Tata Usaha Negara™".

[Jar1 hasil kajian yang penulis lakukan tidak dijumpai suatu ketentuan

normatif’  yang mengharuskan adanyz penpumuman suatu keputusan vang sudah
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final, yang ada hanyalah ketentuan agar perda dan peraturan kepala dazerah yang
bersifat mengatur diundangkan di dalam lembaran daerah scbagaimana diatur di
dalam pasal 147 Undang — Undang No 32 T'zhun 2004 tentang Pemenntahan Dacrah.

Dalam kaitannya dengan proses pengumomarn suatt keputusan yang telah
final, di Belanda dikenal svatu prosedur vang disebut bekendmoking  dan

7 D1 dalam Awd (Algemene wet bestuursrecht) Bagian 3.6 mengatur

mededeling
tentang apa yang disebut dengan Betkemmaking seperti apd yany terscbut di bawsh
ini:

“AfE3 6, van de Awd handelt over bekendaminng van besfunen feze

afdeling hefl gelet op art 3. 1. geen betrekking op algemeneverinndende

voorsorifien fsie fter over w dece posker paragraph 18 onder af Ziy

gelds met name voor beschikkingen  en besluiten van algemene

sfrekfing oals plannen en belvidsregel Mef te term bekendmoaking

wordt gedoctd op het codanig ter kennis brengen van een beshut aan

de daarhii befrokkenen dar het beslure zyn werking, als rechushandefing

kan verkrygen. Ingevolge are 3.40 kan een besiuit met in werking

freden voor dat fiet hekenmaki. Het bekendmakingsmoment is dus cen

constitutief vereiste (vel. HR 4 December 1983 NJ 1956,668)°%,

Dani apa vang diuraikan di atas dapat diartikan bahwa bagian 3.6 Awb
mengatur tentang pengumuman {bekendmakmp terhadap Kkeputusan — keputusan
(besfuiten). Bagian ini scbagaimana ditentukan di dalam pasal 3.1, Awb tidak
berhubungan dengan * ketentuan — ketentuan yang mengkat umum™ (afgemene
verbindende voorscrifien) bagian wi berlaku terhadap kepuiusan — keputusan
{heschikkingen) dan besfuiren yang untuk umum, seperti perencanaan (plannen) dan
peraluran — peraturan kebijaksanaan (beferdsregel). Dengan istilah penpumuman
(bekenmaking) dimaksudkan untuk memberitahukan tentang suatu keputusan kepada

yang bersangkuian bahwa keputusan itu berlaku dan mempunyai akibat hukum.
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nesuat ketentuan pasal 340 Awb suatu keputusan tdak dapat berlaku scbelum
deumumkan. Jadi pengumuman o merupakan suatuy keharusan vang konstitutit, Hal
tentang pengumuman ini dapat dilibat pada yunsprudens: 4 Desember 1985, NI 1986,
668, [ dalam junsprudens: 1tu dinyatakan bahwa:

“fle jurisprrdentic v overwegend gevormd met betrekking ter de

aarmveny vany dy herogprermn. Vun prematuur beroep o sprakeals Jer

15 engesteld opr et moment dat de beschibking nog mer qon betrokkene

hekend wos Undin mamens was cer naar et oovcdeel van de hetrokken

rechter nog geen heschkkmg, [e hekendmoking is dus een constituief
verviste "

[an yunsprudensi  terschut  dapat  disimpulkan  bahwa  jurisprudensi
menentukan tentang penerimaan tenggang wakiv unluk banding. Dari jurisprudensi
tersebut juga dapat disimpulkan bahwa banding dianggap premature jika banding 1to
diajukan sebelum keputusan ity diumumkan (bedendgemake) oleh yang berwenang,
karcna pada saat banding ita diajukan dianggap belum ada sustu keputusan. Jadi
disini jelas terlihat bahwa pengumuman (bekendmaking bersifat konstitutif, Dengan
demikian berarti bahwa Aekerdmaking merupakan pengumuman suatu keputusan
yang sudah finzl, karena kensekuensi dari prosedur bekendmerkmg  memberikan
status hukum bag keputusan yang bersangkutan.,

In samping prosedur bekendmoking berdasarkan Awb (Afgemene wer
hestunrsrecht] dikenal yuga prosedur mededelmy vang dianr di dalam pasal 4.43
sebagai bertkul:

Cinoartd A3 Awh s de mededelingsplicht perepeld  voor e

hefunghebberden die birde voorbereiding van een bestuit hun zienwi=e

agar voren gebracht en aan wee het heslunt mict wvereenkamsiig de

Veorgaande  artikelen v bekengemaaki. De mededehng afs heer
beaueld heft peon consequenties voor de werking van het bextiat nock
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voor kel paon fopen van de heroepsiermin ook niet voor d
. 250
herpepsgereohttipden onder fen™™

Dari pengertian tersebut di atas bahwa mededeling moerupakan suatu
keharusan untuk mercka vang berkepentingan dalam suaty persigpan dan sualu
keputusan (besfuit) supaya pendapatnya didengar terlebih dahulu, terbadap siapa
{tmereka itu) menurut pasal - pasal terdahulu udak perlu dilakukan pengumuman
“bekendpemaakr”, Berlainan  dengan  Aekendmaking, maka mededeling  tdak
mempunval konsekuenst erhadap berlakunya suatu keputusan (hesfur) jupa terhadap
berlakunya tenggang waktu entuk mengajukan banding (keberaran), juga tidak untuk
mengajukan upaya banding, jadi sifatnya non konstitutif. Dan pengertian mededeling
tersebut jeias bahwa mededeling i merupakan salah saw bentuk partisipasi pada
tzhap proses pembuatan keputusan.

Peraturan Daerah yang mencantumikan secara egas pengumuman secaca
terbuka dapat ditemukan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinst Bali, Pasal
37 ditentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi bersifat terbuka unigk uymum
dan ditempatkan di Kantor Pemerintzh Daerah dan ditempat tempat yang mudah
dilihat oleh umum. Ketentuan semacam ini dijumpai juga di dalam Perda Kota
Denpasar No. 10 Tahun 19992 tentang Rencana Tata Ruanp Wilayah Kota Denpasar,
di dalam Pasal 45 Rencana Tata Ruang Wilayah bersifal terbuka wntuk umum dan
ditemnpatkan di kantor Pemda dan tempat yang mudah dilthat masyarakst.
Koterbukaan pengumuman mengenal perda secara notmatif adalah  dengan
diundangkantiya dalam fembaran daerah, Dt samping 1tu untuk Pemerintah Daerah

Bali, nfermasi tentang segala sesuatu tenizng Bali dimunjang dengran Aomepaye
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Bali.go.id. Di setiap pemerimah kabupaten di Bali telah memiliki Aomepage kecuali
Pemcrintah Kabupaten Bangli dan Klungkung sedang dalam persiapan. Dengan
adamya sarana homepage ini masyarakat dapat memperoleh informas tenlang sepala
kebijakan yang direncanakan dan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,
dan dimungkinkan pula memberikan usul saran secara langsung tentang segala hal
yang menvangkut kebijaksanasn pemerintah dacrah melalu situs tersebut,

Ddari hasil kapan vang diuraikan di depan dapat ditarik suatu kesimpulan
hahwa tidak ada satupun Perda vang memenuhr keempat unsur secara lengkap, dan
terlihat adanya variasi petigaturan saru unsur Keterbukaan diantara perdz yang ada.
Misalnya upaya keberatan, diatur di dslam perda lentang retrbust untuk perda
provinsi dan perda Kota Denpasar, tetapl tidak diatur di dalam perda Kabupaten
Badung,

Untuk tataran regulasi daerah, hal in: dapat dilihar pada Keputusan Gubernur
Mo. 16 Tahun 2002 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sepanjang jalan
arteri Tohpati-Kusamba, dan juga Rencana 5K Wailkota tentang Rencana Detail Tata
ruang Kotz Denpasar; Rencana SK RDTR denpasar Selatan dan Eencana SK RDTR
Sanur. Dn dalam Keputusan Gubermur No.16 Tahun 2002, di dalam pasal 53
ditentukan:

{1} Untuk mengetahui tentang tata nuang schagaimana dimaksud dalam

pasal 52 selain masyarakat mengetahw Rencana Detail Tala Ruang
Kawasan sepanjang jalan arteri Tohpati-Kusamba melalui
pERgunTman afau peryvebarfvaser materi rencana tatu ruang  ofeh
pemeristal Provins, Kabupaten Kota pada tempat — tempat vang
memungkinkan  masyaroka!  mengetahine desnvan mudeh ketik
mering daci penulis)

(2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayar
{1} diketahui dart penempelan /pemasangan péla rencana tata mang
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vang bersangkutan peda fempat - lempai umim dan kontor
kanior  xeeara  fungsional  menanganf | redcang Al ruong

rersedut (ketik miring dan penodis)

D4 dalam Rancangan Keputusan Walikota tentang Rencana Dietail Tata Ruang | Pusat
Kota: Denpasar Selatan dan Sanur diformumasikan dalam dua pasal dengan kalimat
yang sama hanya berbeda dalam penempatan pasal. Ketentuan tersebut adalah
sebagai benikut:

“ Rencana Detail Tata Ruang (Pusat Kota, Denpasar Selatan, Sanur)

bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerzmah

Daerah dan i2mpat — tempat yang mudah dihhat oleh masyarakat™.

“Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana

Detail Tata Ruang (Pusat Kotz, Denpasar Selatan, Sanur) secara tepat,

cepat dan mudah™,
Ketentuan semacam ind tidak dijumpai di dalam Keputusan Bupaii Badung vang
mengatur tentang Rencana Detarl Tata Ruang (Kep.Bupati Badung No.73 - No.76
tahun 2000).

Dan hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan hasil akhir

keputusan di antara ketiga Keputusan Kepala Daerah berbeda satu sama lain. Dari
contoh — contoh yang dikemukakan di atas menunjukkan belum adanya suatu

kententuan yang mengatur secara pasti tentang prosedur pengumuman untuk suaty

keputusan yvang sudah final.

4.1.1.2, Peran serta magyarakat,

Peran serta merupakan kensekuensi logis dan keterbukaan, karena dengan

adanya keterbukaan otomatis memberikan kesempatan masyarakat unfuk berperan
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serta  dalam  pelaksanaan  pemerintzhan.  Pengertian  peran senta secingkali
dipertukarkan dengan istilah partisipasi, padahal dalam kepustakaan Belanda
mspreck (peran serta) merupakan salah satw bentuk dan parusipasi Bentuk
partisipasi vang lain adalah dengar pendapat (korer), penasehatan {adviezeren)
pertimbangan  {overfep en medeseppenschapy™ . Berkenaan dengan penjumbuhan
pemakaian kedua konsep tersebut, dan hasil bacaan penulis, di dalam kasanah ilmu
pelitik cenderung dipergunakan istilah partisipast.

Dalam  hubungannya dengan penvelenggaraan pemetintzhan dewasa ini
fermasuk pemerinighan dacrah berdasarkan Undang - Undang No. 32 tahun 2004
istifah peran serta i merupakan istitzh yang melekat dalam setiap pembicaraan
masalah penyelenggaraan pemenintahan. Hal mi wajar karena misi yanp diemban
olch Undang — Undang Mo. 32 tahun 2004 amiara lain adalah menciptakan suaw
pemerintahan dacrah yang demokratis, dengan dermkian masalah peran senia
masyarakat tidak dapat ditinggalkan. Afan Gafar, dalam bukunya yang berjudul
“Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi” dinyatakan “hampir semua teoritisi
bahkan s¢jak zaman klasik selalu menckankan bahwa sesunpguhnyz vang berkuasa
delam demwockrasi adalah rakya! atau demos popuius. Oleh karena itu selalu
ditekankan, demos yang senyatanya dalam proses politik yang berjalan, paling tidak
dalam dua tahap: periama: agenda setting yaitu tahap untuk memilih masalah apa
yang hendak dibahas dan diputuskan, kedua, deciding the outcome yailu tahap

22

pengambilan keputusan™ Hal ini kitanya sesuai denpan apa yang dinyatakan oleh

Robert A Dahi-
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“The demox muxt hove the exclusive opporrunity to decide how
madters gre o e placed on the agenda of matiers that are o e
decided by means of the democratie provess. e

[alam kamannya dengan perap serid masyarakal dalam penyvelenggaraan
pemerintahan, dewasa ini telah dicoba untek dilakukan oleh pemerintah. Hal ini
dikemukakan Elatifah 5J Sumarto, di dalam bukunva yang berjudul “lnovasi,
Parhisipasi Dan (iood Covernonee” dinyatakannya - beberapa instansi pemenntah
belakangan im iclah mencoba membawa scrta stakekolders utama di wilayahnya
untuk mengidentifikasi fsu - tsu utama yang dihadapi dan membangun kesepahaman
tentang masalah dan pelvang yang ada, namun pada wnumnya stekeholders yang
dilibatkan masith dan kalangan elit {ahh dan Perpuruan Tmgegl), aktivis omop
terkenal, tokoh — tokoh vang pada umumnya berasal dan ekonom: kuat dan tidak
selalu memiliki konstituent yang jelas. Ke depan kesadaran akan adanya keragaman
stakeholders sangat penting untuk menjamin terciptanya goad poversance™ .

Dan uraian di atas teriihat jelas bahwa peran serta dalam penyelenggaraan
pemennizhan sangar penting. AMl penling peran serta ini menurut pendapat Canter,
vang dikwtip oleh Arimbi Horoepoetri dan Mas Achmad Santosa, dalam
tulisannya yang berjudui ™ Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolgan Lingkuengan™
dinyatakan bahwa fyuan peran sera sejak tahap perencanaan adalah untuk
menghasilkan masukan dan persepsi vang berpuna dari warga nepara dan masyarakat
yang berkepentingan (public mterest) dalam rangka meningkatkan  kualitas

pengambilan keputusan, =
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Bila dikaitkan dengan persoalan kapan peran serta masyarakat ity drperlukan,
maka hila disimak pendapat para pakar di atas balk wu Afan Gafar, Robert A DNahl,
mavpurt Canter dapat disimpulkan bahwa peran sera ite dilakukan sejak
perencanaan dan penpambilan keputusan. Dalam kartannya dengan masalah im
Philipus M Hadjon mengintrodusic tga unsur utama keterbukaan pemenntab yang
memungiinkan peran serta masyarakat adalah:

| mengetahud proses pengambilan keputusan rancangan rencand (Mo efen ),

2 memikirkan bersama pemenniall mengenar Keputusanirancangan  rencana
vang dilakukan pemenintah (rcedenien,

3. memutuskan bersama pemerintah {rrvebestiveeny ™

Pertanyaan yang kemudian timbul adalab bapaimana sifat penparuh peran
sena il terhadap pengambilan keputusan tersebut 7 Dalam kaitannya dengan sifat
peran serta masyarakat i Cormick, membedakan 2 macamisifal peran sertd yaitu:

1. peran serta bersilat konsultatif;
2 peran serla bersifal kemitraan, ™
| ad.] Peran scrta masyatrakat bersifat konsultatif
Dalam peran serta masyarakat denpan pola hubungan konsultatif antara pihak
pojabal pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat vang berkepentingan,
anggota — anggola masyarakalnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnva dan
untuk dibemahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di angan pejabal pembuat

keputusan tersebut.
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Ad.2, Peran serta bersifat kemitraan.

[Dalam konteks peran serta bersitat kemitman, perabal pembuat keputusan dan
anggota masyarakal merupakan mita yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka
bersama — sama membghas masalah, mencan allernatif pemecahan masalah dan
membahas keputusan. Péngertzan secara notmatif ienlang peran serta masyarakat
diatur di dalam Peratutan Pemenintah Republik Indenesia No. 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyclenggaraan Negara,
Fasal 1 angka ? ditentukan bahwa:

“Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta

mewujudkan penvelengeara negara vang bersth dan bebas dan korups,

kolusi dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menzan norma

hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat™.

i dalam penjelasan umum nya antara lain dinyalakan bahwa maksud peran seria
masyarakal terscbut untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam
penyelenggaraaan negara yang bersih, disamping itu diharapkan pula peran sena
tersebut lebih mengarahkan maswvarakal utuk melaksanakan kontrol sosial terhadap
penyelenggara negara.

Dan pengertjan peran seria masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah
beserta penjelasannya tersebut, pengertian peran serla masyarakat dintikberatkan
pada kontrol baik terhadap penyelengpgara negarz maupun penyelenggaraan negara,
padzhal semnestinya peran serta masyarakat ity lebih ditekankan pada tuns seranya
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yaitu menetitukan rencana,

membahas rencana yang Leiah ditenfukan, dan memutuskan rencana tersebut menjadt

suatl keputusan dan juga kontrol terhadap keputusan yang telah ditctapkan untuk
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dilaksanakan oleh penvelenggara pemenintahan. Jadi tidak sekeda: kontrol yang
mengesankan masyarakat berada di Juar lingkaran pengambilan keputusan.

D1 dalam kaitannya denpan kajian peran serta dalam legislasi dacrah, secara
tidak langsung tclah tampak pads vraian pembahasan 4.1.1. tentang keterbukaan
prasedur, karena konsekuensi keterbukaasnt adatah adanya peran serta masyarakat.
Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis hanya mengemukakan satu perda
{untuk tataran legistasi) yang dapat mewakil; adanya peran serta masyarakat dafam
penyelenggaraan pemernintahan daerah Baili, yeitu Perda Provingi Bahi No.3 Tahun
2001 tentang Desa pakraman. Perda ini disadan atav tidak, dilthat dan substansinya
dapat dikatakan sebagai perda payung dalam rangka penataan kelembagaan
mgsyarakat Bali khususnya dalam aspek adat, Keistitnewaan Perda No. 3 Tahun 2041
inl di samping substansinya yang begmtu kuat memberikan peran serta masyarakat
dalam penyelenpgarazn pemerintahan dacrah, Perda ini juga di klzim sebagai hasil
inisiaif DPRD Provinsi Bali. D dalam proses pembahasannya, disosialisasikan
secara luas melalw berbagar media cetak dan eleitronik dan juga melalvi pertemuan
— pertetnuzan ilmiah vang melibatkan selureh kompanen masyarakat yang terkart, jadi
suasana keterbukean benar — benar dirasakan dalam pembahasannya, Kesimpulannya
adalah dalam proses pembentukannya peran serta masyarakat untuk kesempurnaan
nya dapat dikatakan maksimal,

Diesa pakraman adalzh kesatuan mesyarakat hukum adat yang dijiwai oleh
ajaran agama Hinde dan nilai — nilai budaya yang hidup di Bali vang diakui sangat

besar peranannya dalam bidang agama dan sosial bedaya.  Pesa pakraman di Bali
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sudah tumbuh dan berkembang sepanjanp sejarah berabad - abad yang lalu vang
metnifikl otonommi ash, mengatur rumah angganyva.

Hasil kajiant penudls mengenal peran serla masyarakat yang diatur di dalam
Perda Provinsi Balh NoJd whun 2001 tentang  [ese pakramen ini, menyn)okkan
adanya tiga peranan peran serta yaitu:

1.Feran serta datam idany pembangunan:

2 Peran sera sehagai hakim perdamaian desa.

3 Peran serta dalam Keter{iban dan Keamanan.

Dalam tataran repulasi dan basil kajran yang penulis lakukan, terlihat
kecenderungan bahwa regulasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas pada
umumya mengatur teniang peran seria masyarakar,

Keputusan Gubermnur Bahi Ne. lé Tahun 2002 tentang RDTR Kawasan
sepanjang jalan arteri Tohpatt — Kusamba, dapat dipakan sebagar salah salu contoh
detigan pertimbangan bahwa keputusan im merupakan satu — satunya regulasi yang
memuat lengkap pnnsip keterbukaan, haik keterbukaan dalam perencanaan, badan
pertimbanpan, upzaya keberatan, keterbukaan hasil akhir keputusan, Menurut penuiis
inilah contoh uwntuk Keputusan Kepala Daerah yang metcenmninkan prmsip good
governance yang hanys diikuti oleh Keputusan Kepala Daerah yang lain, L dalam
Masal 7 ayar (2) 2. Mengembangkan tata ruang secars terpadu dat terkoordinasi antar
himas pelaku; ¢ mengembanpkan partisipast antara pemermtoh dacrah, masverakar
dan dumia tiseha dalpm proves petctaun reare (ketik mirng dane penuits).
Ketentuan pasal 7 ayat (2) ¢ ini merupakan perwujudan prinsip pood governance,

karena memuat tiga pilar goeod governanee vaitu pemerintah, masyarakal dan pitak
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dumia usaha. Peran scna tmasyarakat di dalam keputusan i dapat juga dilihat di
dalam ketentuan pasal 52 hurut a. © Dalam kegiatan penataan ruang kawasan
scpanjang jalan arteri Tohpatt - Kusamba masyarakat berhak berperan serta dalam
DIOSCS percheanaan lata ruang, pemanfastan ruang dan pengendatian pemanfaatan
rang (khususnya dalam proses pengawasan). Linuk Keputusan Bupatt Badunyr, dan
seluruh keputusan yang penulis kap tidak ada kepulusan yang menigalur teriang peran
serta, hal ini discbabkan karena keputusan Bupati merupakan kebijakan Bupau. Peran
serta hanva lerdapal ditatamn perda. Untuk Kepulusan walikol [Denpasar, ada
beberapa Keputusan yang memuat peran serta masyarakat, miszlnya Kepuotusan
Waltkota No. 110 A tahun 2000 tentang Penertiban Penduduk Pendatang o Kota
Denpasar, yang kemudian diubzh oleh Keputusan Walikota Denpasar No.5%93 tahun
2000 di dalam Pasal © ayat 1) ditenrukan:

“Perangkat  Bamar  Adal  diberkan  kewenangan  melakukan

penpawasan, mengkoordinasikan serta menginformasikan keberadaan

periduduk  pendatang yvang berada di dalam wilayahnya kepada

perangkat desafkelurahan untuk dilanjutkan kepada Camat setempat.”
Peran serta masyarakat di dalam Kepuiusan Walikota denpasar dapat juga dijumpai
dalam Keputusan No. 570 tahun 2001 tentang Sistem Penyelengparaan Perparkiran,
di dalam Fasal 10 diatur tentang peran serta masyarakat baik peroranpan, badan
hukum, desa adat atsu lcmbaga vang sejemis dapat menyelenpgarakan atau
mesigelola khusus tempat parkit untuk umum.

Walaupun terdapal sarana partistpasi vang diatur di dalam keputusan. namun

tidak ada sualu norma vang menentukan adanva keharusan uniuk membenkan
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kesempatan  kepada masyarakal entuk berpartisipasi dalam proses  pembuatan

keputusan.

4.1.1. Asas legalitas

Pembahasan asas legalitas di dalam sub bab ine didekatt dan tiga aspek vatu:
aspek wewenang, prosedur dan substansi dan legislas: (perda) dan regulasi {peratumn
kepala daerah).

Asas legalitas oleh S.W, Couwenberg dimasukkan sehagal satu diantara [
prinsip nepara hukum™'. Sudargo Gautama, dalam bukunya vang berjudul
“Pengertian Tentang MNepara Hukum™ memaknal asas feyaliteir dan dua sisi, periama
dart sisi warga negara sebagai kelanjman dan prinsip pembatasan kekuasaan ncgara
terhadap perscorangan adalah bahwa pelangiraran terhadap hak — hak individual ity
hanya dapat diiakukan apahila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan  peratumn
hukum, kedua dan sisi negara yaitu bahwa tiap tindakan negara hanis berdasarkan
hukum, Peraturan perundang - undangan yang diadakan terlebih dabuly merupakan
batas kekuasaan bertindak negara’”. Dar pengertian tersebut, dapat disimpulkan
bahwa asas legalitas sama dengan asas kepastian hukum. Ases kepastian hukum (T
principle of fegal certanty) merupakan salah satu pnnsip good governance &
Belanda yang kemudian dinormakan dalam  wadah Awb  (dfgemens  wer
bestuursrecht] yavg disebut juga dengan General Admimsirative Leow Act (GALA)™
antara lain dalam ketentuan pasal 522 yang menentukan: “ Ffe power fo fake
enforcemeny action exists oy if it has been gramted by or pursuant to ol of

Parlivmen:™ Dan ketentuan tersebut jclas menunjukkan asas kepasuan hukum,
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karena ditentukan bahwa kekuasaan unluk melaksanakan paksaan pemerintah
thestutrs dwangl hanya diginkan bilamana telah dijamin atau berdasarkan atas
peraturan perundang — undangan. Pengertian lain dart asas legalitas adalah larangan
pengeunaan asas retroaktit sepertt apa yang dinyatakan olch Philip M, Lanpgbrock
dalam tulisannyz vang berjudul © Creneral Principfes of Proper Admunisiration in
LDiitch Admunistranve Law” yang menvatakan bahwa the second meunmg of the gppa
of fegal cerfammry 18, that un admiistraiiee bady may Bof ssug orders ageinst

LA :
™ Dalam  kaitannya

trierested of person or on orgamization with refroacive effect
dengan asas kepastian hukum J.M.Oito pada pidato penerimaan jabatan guru besar
pada Universitas Leiden, 16 Junn 2002, vang dikutip Tatiek Sri Djatmiati, dalam
disertasinya yang berjudul *Prinsip izin Usaha Industn Di Indonesia™ mengemukakan
rechisrekerheid secara lebth tegas dengan kata reele rechrszekerheid tdak hanya her
Juridizehe rechiszekerheid begrip, tetapi lebih dan ity melipari:
»  Adanya aruran hukum yang konsisten dan dapat diterapkan, yang ditetapkan
oleh negara.
= Aparal pemenntah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan
betpegang pada aturan hukum tersebut;
+ Sebapaian besar rakyat pada dasamya konform pada aturun tersebut;
» Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisien menerapkan aturan

hukum tersebul;
» Putusan hakim dilaksanakan secara nyata™.

Dengan demikian dalam kaitannya dengan asas legalitas deiam iegslasi dan
regulasi daerah, yang dimaksud adatah dasar hukum keberadaan legmslast dan regulasi
daerah. Pada umumnya, badan - badan tata usaha negara, seperti halnya depariemen,
lembaga pemenntah non departemen, pemerintzh dacrah menetapkan bentuk tertenty

yang membedakan keputusan tata usaha ncpara yang merupakan pengaturan yang
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bersifat umum dengan keputusan tata usaha negara yarg bersifat beschikcking'™..

Hasil kajian terhadap kedua jenis keputusan tersebul menunjukkan perbedaan di

antara keduanya dalam hal - hal scbagat berikut

Table, 4,1. Perbedaza Keputusan yang bersifat peagaturan dan peactapan

4.1.2.1 Wewenang,

MNo. Hal Keputusan yang Keputusan yang
bersifat pengaturan bersifat
e penciapan !
1 Titel (jucul} Keputusan Surat Kepulusan
2 Penomaran Angka arab bulat dan Angka arab
tahun mis. Keputusan dengan /
Ne. 203 ahun 2004 misalnya: Surat
Keputusan No.
204 g r2008 |
3 Diktum Mempergunakan Mempergunakan
pasal — pasal kata:  Pertama,
Kedua, dst
4 Penandatangan Kepala Dacmmh dan Kepala Daerah
Sekretans Daerah atau Pejabat yang
{letnbaran daerah) ditunjuk oleh
Kepaln Dacrah
5. Kelauatan Setelah diundangkan Sejak ditetapkan,
mengikat di Lembaran Daerah dan tidak dicatat
dalam Lembaran
Daegah
6. Sifat pengaturan umum kongksit individual
TN E NN kongknit

Dalam konsep hukum publik, wewsnang merupakan suatu kensep inti dalam

hukusm tata negara dan hukem administrasi.™™ Wewenang dalam arti yuridis adalah

suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang - undangan yang

berlaku uztuk menimbulkan akibat — akibat hukum ™
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Wewenang dapat diperolch melalui beberapa cara. Dan hasil kajian beberapa

pustaka hukum administrasi dan hukum tata negara vang membahas tentang
wewenang, menunjukkan adanya beberapa vanasi cara diperolehnya wewenang.
Philipus M Hadjon, membagi cara memperoleh wewenang atas dus cara utama

7

vaitu: a} atribusi, b) delegasi; dan kadang - kadang juga mandat © Atrrbus

merupakan wewenang untuk membuat keputusan (resinif) vang langsung bersumber
kepada undang — undang dalam art matcnal. Aeeibese int dikatakan jupa sebagai
syaty carz normal untuk memperoleh wewenang pemenntahan. Dan pengertian
tersehut jelas tampak bahwa kewenangan vang didapat melalui atribusi oleh organ
pemerintah adalah kewenangan ash, karena kewenangan itu diperoleh langsung dan
peraturan perundang — undangan, dengan kata lain dengan atribusi berarti timbulnya
kewenangan baru yang sebelumnya kewepangzn itu tidak dimilike oleh organ
pemerintal vang bersangkutan. Delegasi diartkan sebagai penverahan wewenang
untuk membuat besiuit gleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain tersebut.
Dengan kata penyerahas), ini besarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang
memberi delepasi (defegans) kepade yang mencnma delegasi (delegetans). Suat
delegasi hanzs memenuhi syarat-syarat teriontu antara lain:

a delegast harus difimf, artinya delegans tidak dapat lagt menggunakan sendin
wewenanp yang telah dilimpahkan itu;

b delegasi harus berdasadkan ketentuan peraturan perundang - undangan,
artinya delegast hanya dimungkinkan kalay ada ketentuan wntuk tu  dalam
peratusan perurklang — undangan;

¢ delegasi tidak kepada bawahan , aninva dalam hubungan hirarki kepegawaian
tidak diperkenankan adanya delegasi:

d kewajiban memben keterangan (penjelasan), arunya delegans berwenang

untuk meminta penjelasan tenlang pelaksanaan wewenang tersebut;
¢ peraturan kebijzkan (beleidsregel) artinyva delepans membenkan instruksi

(petunjuk) tentang penggunasn wewenang tersebut™ .
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Marndar diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan, Pelitnpahan
ity bermaksud memberi wewenang kepada bawazhan untuk membuat keputusan am

Xy

pejabat tata usaha negara yang memben mandat™. Dart pengertian tersebut maka

tampak bahwa tangeuig jawab tidzk berpindah kepada mandataris, dengan kata lain
tanpeung rawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dart kata
a/n {atas nama), dengan demikian semua 2kibat hukum yang ditimbulkan oleh
adanya keputusan vang dikeluarkan oleh mandatans adalah tanpgung jawab si
pembern mandat. Untuk memberikan gambaran yvang lebih jeias tentang perbedaan
antara delegasi dan mandat dapar dilihat pada tabei di bawah e

Tabel 4.2. Perbedaan antara Mandat dan Delegasi

hal mandat delegasi
a. Prosedur dalam  hubungan rutin |  Dari suatu organ ﬁ
pelimpahan atasan bawahan: hal biasa pemerintahan kepada
kecuali dilarang secam organ lain dengan
tegas i peraturan perundang —
| undangan
b. wangguny tetap pada pemben mandat | Tanggung jawab dan
jawab dan | tanggung gugat beralih
tanggung |= kepada delegetans.
| omupat ;. L
¢. kemungkinan setiap saat dapar Tidak dapat
| i pemberi menggunakan sendin menggunakan |
| menggunakan wEwWENang yang wewenang itu lags '
! wewenang it dilimpahkan itu kecuali setelah ada |
L lag pencabutan dengan |
| ,  berpegang pada asas |
_____ ' contrarnus actus |

Suwote Mulyesedarmo, dalam bukunya yang begjudul: “Peralihan Kekuasaan
Kajtan Teontis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksarz™ dalam Bab 1] tentang

Pembagian Tanggung Jawab, dinyatakan bahwa perolehan kekuaszan dapat dibagi
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atas: &) perolchan kekuasaan yang sifatnya ambutif, b) perciehan kckuasaan yang
sifatnva derivatif ! Suwoto Mulyosudarme mempergunakan istilsh kekuasaan
hukan kewenangan {wewenang), hal i dapat dimengerti karena tinjauannya dan
sudul hukuvmn tata negara bukan dan sudut hukum administrasi. Hal lain vang
berbeda dengan pembagian vang diberikan oleh Philipus M Hadjon adalah istilah
kekuasaan denvatif yaitu sebagai pelimpahan kekuasaan, karena kekuasaan yang
telah ada dialibkan kepada pihak lain. Perolehan kekuasazn yang bersifat dervatif
dapat berbentuk delegasi dan mandat. Pada pendelegasian kekuasaan delegetaris
meilaksanakan kekuasaan atas nama sendin dan tanggung jawab sendin, oleh
karenanya disebut pelimpahan kekuzsaan dan tangung jawah’ ' Mandaar berasal dari
bahasa latin miardatum yang berasal dan Kata maendore; afum yang arhinya
melimpahkan (overdragen), di dalam mandat, mandateris bertindak atas nama
pembei mandat, karena itu dia fidak memiliki tanggung jawab sendicl. Di samping
itu disampaikan juga apa vang disebut dengan sub delegasi dan sub mandai’’.
Pembagian lebih rinci lagi disampaikan oleh [ndrohario *"

Dari pembagian vang dilakukan oleh ketga pettulis tersebit maka pembagian
vang dilakukan oleh Philipus M Hadjon, ichih sederhana dan jelas terlihat cara
perclehan dan tanggung jawab wewenang, baik pada atnbusi, delegasi dap mandat di
samping Iy menurut hemat penulis di dalam prakiek  administrasi negam tiga cara
perolehan kewenangan ity yang paling sening teradi.

Dikay dari dasar hukum keberadazn jepislasi dacrah, diatur secara jelas di
dalam Undang - undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerzh,

Fembentukan Peraturan Daerah merupakan tugas dan wewenang Kepala Dacrah dan
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juga DPRD. Kewcnangan Kcepala Dacrah membentuk Perda diawr di dalam
ketentuan Pasal 25 hyruf b Kepala Daerah memponyai kewapban “mengajukan
Rancangan Peraturan daerah dan menetapkannva sebagai Feratuman Dacrah bersama
setelah mendapat persetujuan DPFRID.{Pasal 136 ayat (1)), Wewenang DPRD dalam
kamtannya dengan pernbentukan Peraturan [Daerah diatur di dalam Pasal 42 horot a.
“membentuk Meraturan Daerah yang dibahas dengan kepala dacrah untuk mendapat
perselgpuan bersama. Darl ketentnan pasal - pasal tersehut terlihat jelas kepastian
hukum tenlang wewcenany pembeniukan kegeeslasi doersh (perdal

Dalam tataran regulasi wewenang pembentukannya ada di tangan Kepala
Daerah. Dasar kewenangan Kepala Dacrah untuk membentuk peraturan adalah pasal
146 Undang — undang No .32 Tahun 2004 Di dafam ayat (1) ditentukan;

“Untuk melaksanakan Peratiran Daerah dan alas kuasa peraturan

perundang — undangan, Kepala Dacrabh menetapkan peraturan kepala

daerah dan atauy keputusan kepala daerah™

Dan ketentuan pasal 146 avai (1) tersebut, maka produk hukum yang dapat
dibentuk oleh Kepala Daerah adalah Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepata
Daerah. Peraturan adalah untuk mengatur hal - hal vang bersifat umum (reguiasi),
sedangkan keputusan adalah untuk mengatur hal — hal vang bersifat konskrit
individual (beschikkimg).

Mengenar bentuk keputusan kepala dacrah diatur di dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeni dan Otonomi Daerah No. 47 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata

Naskah Limas Dilingkungan Pemernintah Frovins, dan Keputosan No.48 tentang
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Pedoman Taiz Naskah Dinas Dilingkungan Pemenmntah KabupatenKota. Di dalam
Lampiran Keputusan No. 47 dan 48, Naskah Dinas dibagi atas dua jems vaitw:
A. Maskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan benuk produk - produk

hukurmn terdin atas:

I. Peraturan Daerah;

2. Keputusan Kepala Daerah (Gubernur, BupatiyWaiikota),

3. Keputusan Bersama Kepala Dacrah {Gubemur, Bupati/Walikota);

4. Instruksi Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).
B. Maskah Dinas yvang dirwmnuskan daiam susunan dan bentuk surat vang terdin atas
27 jenis "

Dari ketentuan Kepmendagri—Otda tersebut di atas, maka bentuk naskah dinas
yvang dapat dikeluarkan oleh Kepala Deerah ada dua bentuk yaita naskah dinas yang
dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk-produk hukum; dan naskzh dinas yang
dirumuskan dalam susunan dan bentuk surat.

Walaupun secara tegas ditentuksn dasar kewenangan Kepala Daerah
membentuk peraturan <an keputnsan, secara teonitik untuk sahnya suatu Keputusan
harus memenulu beberapa syarat, sepertt apa yang disampaikan oleh Philipus M
Hadjon dalamm bukunya yang begudul “Pengertian — Pengertizn Dasar Tentang
Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)” menank inti dasar dani sahaya suatu
keputusan vaitu:

L. kewenangan (bevoegdheid) organ adminsstrasi negara;
2. rechimatigheid kepulusan pemenntah;
3. udak ada kekurangar dalam wilsvorming (pembentuk kehendak) organ

administrasi negara,
4. doelmatigheid dan pada keputusan pemerintah,
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5. prosedur pembuatan keptusan; )

6. penuangan keputusan dalam bentuk yang tepat™”

Dari hasi! kajian terhadap keputusan kepaia daerah vang penulis kayi terdapat
satu Keputusan Gubernur dan satu Keputusan Walikote Denpasar bila dikaji dan stst
wewenang menimbulkan permasalahan. Keputusan Gubernur Bali Mo, 88 Tahun
2000 tcntang: Penetapan Lembaga Kanwi! Departemen Sosial dan Kanwal
Departemen Penerangan Propinsi Bali di dalam konsideran memimbang huruf b
dinyatakan:

“bahwa berkenaan dengan hal tersebur di atas, sambil menunggu

Peraturan Pemerintah mengensl  Pengaturan  kewenangan  dan
mendshului Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan

Chganisasi n},raldipandang perlu menetapkan Kelembagaan Kanwil

Departemen sosial dan Kanwil Depariemen Penerangan Propinsi Bali.”

Dart pertimbangan tersebut di atas jelas — jelas bahwa Gubemur secara yuridis
formal tidak atan belum berwenang untuk menetapkan dalam bentuk Keputusan
Gubernur tentang Lembaga Kanwil Departernen Sosial dan Kanwil Departemen
Penerangan Propinst Baii, karena belum ada delegasi kewenangan yang ditentukan
oleh Peraturans Pemerintah dan Peraturan Draerah. Jadi bila dikaji dani syarat sahnya
keputusan sebagaimana disampaikan oleh Philipus M Hadjon di atas, maka keputusan
Gubernur tersebut tidak memenuhi syarat pertama yaitu kewenangan organ
administrasi negara, karena di dalam kasus ini Gubernur tidak berwenang.

Hal yang sama tegjadi pada Keputusan walikota Denpasar Ne. 380 Tahun

2000 tentang “Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kera Unit Pelaksana
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Teknis Terminal Dnas Lalu Lintas dan Anpkutan Jalan Kota Denpasar, di dalam

kensideran mermbang huruf b dravatakan:

“bahwa bherhubung dengan hal tersebut pada hurut a di atas, maka

mendahului ditetapkan Peraturan Dacrah Rota Denpasar dipandang

perlu menetapkan Keputusan Walikota Denpasar tenlang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata kerja Pelaksanana Teknis Terminal Dinas

Lalu Lintas dan Anykutan Jalan Kowa Denpasar”

Dan konsideran menimbang keputusan tersebut, jelas tampak bahwyg walikota
secara normatif tidak memibki wewenang, karena welum ada  pendeicgasian
kewcnanpan dari Perturan Daerah Kota Denpasar kepada Walikota Denpasar untuk
membentuk Susunan Organisase dan Tata Kena Pefaksana Teknrs Terminal [dinas
Lalu Lintas dan Angkuta lalan Kata Denpasar.

Ditinjau dari aspek wewenang dan kedua keputusan tersebut, jcfas tidak
menjamin adanya kepastian huiorm, karena pengaturan yang dilakukan oleh Gubernur
atau Walikota terscbut belum tentit sama dengan apa vang ditetzpkan oleh Peraturan

Pemenintzh atau Peratiran Daerah vang justru merupakan dasar hukum kewenangan

untuk pembentukan keputusan tersebut.

4,1.2.2. Prasedur

Prosedur merupakan unsur keduz ruang lingkup keabsahan undak
pemenntahan.
Di dalam sub bab terdzhulu telah dipaparkan bahwa hak jnisiatif untuk

mengajukan suatu Ranperda sesuat ketentuan Undang - Undang No.32 Tahun 2004
dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah (pasal 25 b) dan DPRD (pasal 42 ayat (1) ),
WMenurut hemat penulis seharusnya ada sate unsur lagt yang dapat mengajukan

Ranperda ¢i samping Kepala Daerah dan DPRD vaitu masvarakat scbapai wujud



DISERTASI "GOOD GOVERNANCE" (KEPEMERINTAHAN ... I. GUSTI NGURAH WAIROCANA

partisipasinya dalam turut serta dalam pembangunan daerahnya sesuai dengan
hakekat otonomi daerah. Masyarakal dalam pengertian ini adalah pihak ketiga seiain
Pemernntah Daerah dan DPRI2, bisa dan instansi pemenntah (kepaksaan, pengadilan,
kepolisian, pergurnan tinggi) alau masyarakat, baik individus! {pakar) maupun dari
kelompok organisasi non pemenintah sejenis LSM {lembaga swadaya masyarakat)
yang berpengalaman dalam bidang tertentu. Ada beberapa argumentasi yang
mendasari pendapat tersebut, Bailk iu argumentasi yuridis maupun non yundis
{realita). Argumentasi yuridis yang dapat disampaikan antara lain ketentuan pasal 43
b “ DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk
melaksanakan pemenntahan demokras: Pasal 45 hunuf ¢ Undang - Undang MNo.32
Tahun 2004 DPRC mempunyai kewajiban memperhatikan dan menyalurkan aspirasi,
menenima keluhan dan pengadusn masyarakat, seria memfasilitasi tindak lanjue
penyelesaiannya”™. Dati dua kefentuan pasal tersebut, dengan jelas peluang secara
yutidis terbuka |ebar bagi partisipasi masyarakat, terlebih lagi salah satu jiwa dan
otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab adalah menghidupkan
demokrasi lokal, vang identik dengan partisipasi masyarakai daersh, Pelyang peran
serta masyarakat secara yuridis dalam pembentukan Perda juga dimungkinkan oleh
ketentuan pesal 4 ayat (3) Keputusan Presiden Republik [ndonesia No. 188 tahun
1992 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang — Undang;
"Dalam kegiatan konsultast sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} dapat
pula diundang para akhli dan lingkungan perpuruan tinggi dan

organisasi di bidang sosial, pelitik, profesi atau kemasyarakatan lainnya
sesual dengan keburuhan™
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Undang — Undang No.10 Tahurt 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
utidangan juga mengatur tentang hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembahasan rancangan undang — undang dan rancangan perda {Pasal 53}

Pertanvaan yang timbul kemudian adalah mengapa harus ada partisipasi
masvarakat lagi ? bukankah DPRD sebagai tembaga perwakilan rakyal daerah sudah
cukup unluk mewgkili masyarakat ? Harjadi berpendapat bahwa dinegara bangsa
maupun fungsi standar badan legslatf adalab fungsi  representatif, fungsi
pengawasan, dan fungsi lepislasi’'®. Namun bila dilihat secara normatif badan
legastanl di Indonesia mempuenyai fungsi yang berbeda, hal ini dapat dilihat pada
ketentuan Pasal 20 A Undang - Undang Dasar MNegara Republik Indonesia tahun
1845 7 DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan,
Ketentuan e diindakizniet oieh undang — undang Mo 22 Tahun 2003 tentanpg
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
rakyat, Dewan Perwakilan Dacrah dan Dewzn Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 61
untuk DPRD Provinsi dan Pasal 77 untuk DPRIY Kabopaten/Kota, ditentukan DPRD
mempanyai funpsi: a). legislasi b}, anggaran c). pengawasan.

Dari fungsi legislatif yang diteatukan dalam Undang — undang Dasar Negara
Republik indonesta tahun 1945 dan Undang — undang No.22 Tahun 2003 tentang
Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD secara normatif DPRD tidak memiiiki Rmngs
representatif, Secara normatif berarti DPRD bukan mempresentasikan preferensi dan
kepentingan rakvatnya. Mungkin hal ind dapat menjelaskan, mengapa apenda dan
kepentingan DPRD sering kali befjarak dan benemangan secara diametral dengan

agenda dan kepentingan rakyatnva®'’ Dari hasil kajian aspek normatif fungsi DPRD,
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mtaka partisipasi masyvarakat dalam proses pembeniukan Perda dan tahap awal sangal
relevan dan perlu diatur  dalam peraturan perundang  undangan untuk menjamin
kepastian hukum bagi peran serla masyvarakat

Hak Kepala Dacrah untuk mengajukan Ranperda diatur di dalam Pasal 25 b jo
Pasal 140 avat (3) Undang  undang No. 32 Tahun 2004 Masalah usul inisiatil im
diatur juga di dalam kemtentuan Pasal 26 Undang - Undang No. 10 Tahun 2004
tentang Pembeniukan Peraturan Perundang — Undangan, diteatukan:

™ Runcangan peraturan dacrab dapat berasal dant dewan perwakilan

rakyat daerzh atau gubcrnur, atau bupatiwalikota masing - masinp

sebagat kepala pemenintah daemah propinsi, kabupaten atau kota,™
Selanjutnya Pasal 27 meneniukan :

“Ketentuan mengsnaj tata cara mempersigpkan rancangan peraturan

daerah yang berasal dan gubernur atan bupati/walikota diatur dengan

Fcraturan Presiden.”

Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan langsung dar undang — wndang ini
belum ada. Pada era Undang — Undang No.22 Tahun 1999 |, dikeluarkan Keputusan
Mesnteri Dalam Negeri dan Utda No.23 Tahun 2001 tentang Prosedur Peiyusunan
Produk Hukum Daerah  yang mengatur fenlang proses penyiapan Tancangan
peraturan dagrah sebelun diajukan ke DPRD. Kepemendar tersebut merupakan
tindak lamut dari Kepres No. 44 Tahun 1999 tentang  Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang - undangan dan bentuk Rancangan Undang - undang  Rancangan

Peraturan Femenintah dan Rancangan Keputusan Presiden . Proses yang diatur galam

Kepmendagri dan Otda tersebul dapat di gambarkan sebagai benkut:



DISERTASI "GOOD GOVERNANCE" (KEPEMERINTAHAN ... |. GUSTI NGURAH WAIR%(-;@;NA

Prakarsa dapat diajukan oleh pimpinan unit kerja yang disampaikan Kepada
Sekretaris Daerah untuk dilakukan harmonisasi materi dan sinkronisasl pengaturan
pengajuan ranperdz  kepada Sekretaris Daerak  dikengkapi dengan pokok — pokok
pikiran yang terdirl atas: a) maksud dan tujuan pengaturan, b) dasar hukum; ¢} maten
vang akan diatur, ) keterkaitan dengan peraturan perundang - undangan lain
{(Fasal 3}

Untuk kepangingan harmenisasi mater: dan sinkronisasi pengaturan Sekretaris
Dacrah  menupaskan kepada Biro/Bagian hukum seteluh mendapat persctujuan
Sekretanis Daerah. Pimpinan unit kerja menyiapkan draft awal dan melakukan
pembahasan dengan melibatkan Biro/Bagan hukum dan onit kenja terkan. Disamping
unt: kerja Biro/Bagan hukum dapat pula membuat rancangan perda, sehingga unt
keega dapat mendelegasikan kepada Birg/Bagian hokum  untuk  melakukan
penyusuan dan pembahazsan Ranperda.

Setelah proses pembahasan selessi Ulnit kerja menyampaikan kepada
Sekretaris Daerah melal Biro/Bagian hukum untuk selanfutnya diajukan kepada
Kepala Daerah yang ierlebith dahulu diparaf oleh pimpinan unit kena terkait,
selanjutnya ranperda drsampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan,

Hai misiatif DPRD untuk mengajukan Ranperda diatur di dalam berbagai
peraturan perundang — undangan. Di dalam Undang - undang No.32 Tahun 2004 |
diacur di dalam Pasal 42 ayat (1} huruf a. menentuken “DPRD mempunyai tugas dan
wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat

perselujuan bersama” . Pasal 44 ayat (1) huref 2 mengatur hak inisiatif anggota
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DPRD.Pasal 40 ayat (1) menentukan “Rancangan Perda dapat berasal dan DPRI),
Gubemur, BupatyWalikota”, Undang — Undang Ne 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang — undangan: juga mengatur tentang hak inisianf
DERD. Pasal 26 menentukan Rancangan Perda dapat berasal dan DPRD, Gubemor,
Bupati’Walikota” masing - masing sebagai kepala pemenintah daersh provins,
kabupaten atau kota. Keteniuan mengenai tata cara mempersiapkan Perda yang
disampatkan oleh DPRD duawar febih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib DPRD
(Pasal 28 U No.10 Th.2004 jo. Pasal 14} avat (2) UU Ne. 32 Th.2004)

Pengaturan lebih lanjut tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib
DPRD diatur di dalam Peraturan Pemenintah No. 25 Tahun 2004 Th dalam Pasai 29
Peraturan Pemenntah MNo.25 Tahun 2004  diatur tentang tata cara pengajuan usul
prakarsa Ranperda sebaga benkut:

Sekuranp — kurangnya lima grang anggota DPRD dapat mengajukan suatu
ustl prakarsa cancangan peraturat: dasrah {ayatl) Usu! prakarsa tersebut disampaikan
kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancagan Peraturan Daerah  disernta
penjelasan secara tertulis dan dibenkan nomor pokek oleh sekretariat DPRD (ayat?}
Usul prakarsa terscbut oleh Pimpinan DPRD disempaikan pada rapat paripuma
setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah (zyat 3). Dalam Rapat
Panipurna, para pengusul diben kesempatan memberikan pandangan atas usul
Ranperda (ayat 4). Pembicaraan mengenai sesuate usu! prakarsa dilakukar dengan
membenkan kesempatan kepada a)anggota DPRD laintya untuk memberikan
pandangan, b) Kepala Daerah untuk memberikan pendapat; ¢) Para pengusul

membenkan jawaban atas pandangan parz anggota dan pendapat Kepala Daerah
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fayal 5. Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul
berhak mengajukan perubahan dan atay mencabuinya kembali {avat 6). Pembicaraan
diakhini dengan Keputusan DFRD yang mepcnima atay menclak wsul prakarsg
memadi prakarsa DPRLY (ayal 7]

Ddari pengatiran lerschut di awas ada perbedaan ponsip dengan Keputusan
Presiden Noo 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyal Dacrah, dalam hal svarat jumiah anggota 5 orang tidak harus
dalam {rakst vang berbeda. Ketenwaan o diharapkan dapat memberdavakan tugas
dan wewenang DPRI> dalam mengajukan rancangan peraturan daerah.

Tahap pembahasan tidak ada perbedaan antara usulan Ranperda atas hak
inisiauf kepaia dacrah maupun usulan atas hak IDPRIZ. Dalam tahap pembahasan
dilakukan ¢mpat lahapan pembicataan. Dalam pembicarzan tahap periama adalah
penjelasan oleh imisiator (kepzala daerah atau pimpinan DPRD). Pembicaraan tahap
kedua zdalah pandangan umum dari fraksi — fraksi atau pendapat Kepala Dasrah
yang kemudian dilanjutkan dengan jawaban dan masing — masing injsator Ranperda,
Pembicaraan tahap ketiga adalah pemhbahasan dalam rapat komesy’ gabungan komisi
dilakukin bersama — sama dengan kepala daerah. Pembicaraan tahap keempat adalah
tahgp pengambilan keputusan  vang didahului denpan laporan hasil pembicaraan
ketiga. Tahap terakhir adalah tahap penclapan dan pengundangan. Ranperda yvang
lelah disetutei bersama oleh pumpinan DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah
untuk disahkan, dengan membubithkan tanda tangan, vang kemudian oleh sckretaris

dacrah diundangkan di dalam lembaran dasrah.
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Prasedur pembuatan keputusan erat kaitannya dengan peraturan yang menjad
dasar kewenangan pembenukan keputusan itu''®, peraturan yang menjadt dasar
pembentukan keputusan biasanya menentukan bentuk keputusan dan derajat
keputusan.

Pengaturan masalsh prosedur pembentukan keputusan kepala daerah diatur di
dalam Keputusan Menten Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun
2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk tukum Daerah Jenis produk hukum
daerah menurvt Kepmendagri int terdint aias: a) Peraturan Daerah; b) Keputusan
Kepala Daerah dan ¢) Insttuksi Gubermur/Bupati®Walikotz. Sedikat berbeda dengan
Kepmendagr Momer 47 dan 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tatz Naskah Dinas Di
Lingkungzn Pemernintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, vang menenotukan jenis
naskah dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentzk — bentuk produk hukum
atas 4 jemis. kelebihan yang ada di dalam Kepmendagri int adalah adanya Keputusan
Bersama Kepala Daerah.

Kepmendagn No. 23 tahun 2001 pada prinsipnya tidak membedakan prosedar
penyusunan produk hukum daerah (Peraturan Daerah; Keputusan Kepala Daergh;
Instruksi Gubernur/BupatiyWalikota). Perbedasn hanya terdapat pada proses lanjut
pengajuan kepada DPRD untuk perda, dan memasukkan kedalam lembaran daerah
untuk keputusan kepzla daerah yang bersifat pengaturan. Bab [1] tentang mekanisme
penyusunan yang diatur dan pasal 3 sampai dengan pasal 12. yang dapei dibag atas
beberapa tahapan yaitu;

a, Tahap pengajuan (1msiatif)

b. Tahap harmomisas: dan sinkronisasi
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¢. Tahap penyusunan dan pembahasan
d. Tahap penomeoran, penggandaan, pendistribusian dan pendokumeniasian
ad.a. Tahap pengajuean (iisiatif)

Di dalam Kepmendagn ini instatif rencana penyusunan diberikan kepada
pimpinan wni{ kerja (Badan, Dinas, Kanwr, Biro/Begian dilingkungan sekretariat
daerah), namun ketentuan ini tidak mutlak karena formulasi kata yang dipergunakan
adaiah kata “dapat™, iru berarti inssiatif tidak harus datang dan pimpinan unil kenja.
Dergan kata lain staf dari masing — masing enit kegga tersebut dapat mengajukan
inisiatif penyusunan produk daerah, hal i dapat ditafsirkan dan ketentuan pasal 6
yang menentukan bahwa: “Tanpa mengurangn prakarsa unit kesa sebagaitnana
dimaksod dafam pasal 3, Biro/Bagian dapat melakukan penyusunan produk  hukum
dzerah
ad.b. Tahap Harmonisasi dan Sinkrorisasi

Rencana pemyusunan produk hukum tersebut digjukan oleh phnpinan unit
kerja kepada Sekretaris Daerah untuk diiakukan hanmonisasi materi dan sinkronisasi
pengaturan dergan menyertakan pokok — pokok pikiran vang benisikan, maksod dan
tuuan pengaturan; dasar hukum; materi yang akan diatur dan keterkaitan dengan
peraturan perundang — undangan Jain.
ad. ¢ Tahap Penyusunan dan Pemhabasan

Di dalam tahap penyusunan dan pembahasan dapat juga dibentuk Tim Antar
Unit Kenja. Ketua tim adalah pimpinan unit kerja vang ditunjuk oleh Kepala Daerah,
dan Biro/Bagian hukum menjadi sekyetaris tim. Setelah rancangan produk hukum

seiesai dilakukan pembahasan Pimpinan Unit Kerja menyampaikan kepada Sckretaris
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Dacrah melalui Bire/Bagian hukum  untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala
Daerah tetapi harus mendapat paral dari pimpinan unit terkait.Rancangan produk
hukum yang telah mendapat paraf koordinasi Pimpinan Unit Kerja disampaikan oleh
Kepala Bito/Bagian Hukum kepada Sekretans Daerah untuk diajukan kepada Kepala
Daerah. Produk hukum yang bersifat yang penctapan ditetapkan oleh kepada dacrah
harus lebih dahulu dipacaf kepala Biro/Bagian hukum.
ad.d Tahap penomoran, penggandasn, pendistribusian dan pendoke mentasian

Penomoran preduk hukum dilakukan oleh Biro/Bagian hukum. Rancangan
pradiuk hukum vang telah ditetapkan dan diberikan nomor hamis diautentikasi oleh
Kepala Biro/Bagian hukum. Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian
produk — produk  hukum, dilakukan oleh BiroBagian hukum sedangkan sosialisasi
produk hukurn dilakukan secara bersama — samz antare Biro/Bagian hukum dan unit
Kerja pemrakarsa

Hasil kajian yang penulis lakukan terhadap prosedur pembentukan keputusan
kepala daerah ditemukan Keputusan Gubemur Bali No. 88 tahun 2000 dan Keputusan
Walikota Denpesar No.380 Tahun 2000 kedua keputusan kepala daerah tersebut tidak
sesuai dengan prosedur, karena di dalam Kepmendagn No. 23 Tahan 2001 dengan
jelas ditentukan bahwa di dalam penyampaian Rancangan penyusunan Keputosan
kepala daerah kepada Sekretaris Daerzh, diwajibkan melampirkan pokok — pokok
pikiran yang salah satu nya adslah daser hukum pembentukan keputusan. Kareng
kedua produk keputusan terscbut mendahulo: dari peraturan yang menjadi dasarnya,
mazka secara teorink keputusan tersebut t2npa dasar hukum yang pasti dan ini berarti

pula tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.
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4.1.2.3 Substansi.

Aspek substanst berkenaan dengan “apa” dan Tuntuk apa™ kekiasaan
pemerintghan  yvang berisi wewenang  pengaturan dan pengendalian kehidupan
masyarakat dibatasi secara substansial’ ' scbagar contoh. misalnya wewenang
menctapkan PBB (Pajak Bum: dan RBanpunan) secam substansial dibatast pada luas
tanah dan luas bangunan dan tidak menvanpkut 151 rumab tersebut, Dan contah
tersehut, makz substansi keputusan tata wsaha negara herkanan crat dengan
wewenang yang dimilik oleh pejabat tata usaha negam, scdangkan batas kewcnangan
yang Jdimilikl olch pejabal tag usaha negara ditentukan oleh atran dasar vang
melandasi kewenangan wersebut.

Masalah subsiansi lepislasi {perda) dan regulasi (peraturan kepala daerah)
tergantung pads jems dan perda atau peratwran kepala daerah. Dn dalam Undang -
undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ada tiga jenis perda, vainy :
Perda yang melaksanakan otonomi daerah, perda tugas pembantuan dan perda untuk
melaksanakan peraturan perundang — undangan yang lebik tingm {pasal 134 ayar {2),
dan ayat {3)). Larangan juga merupakan pembatas substansi perda. Perda dilarang
bertentangan dengan kepentingan umom danfatau peraturan perundang — undangan
yang lebth tinggi (pasal 136 ayat (4)). Di samping ity i dalam ketentuan Pasal 143
ditentukan bahwa perda dapat memuat ketentuan tentang pembebasan brayva paksaan
penegakan hukum, memuat ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiak) sesvai dengan vang diatur i dalam

peraturan perundangan faimnya.
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Dan ketentuan terscbut di atas, substanst perda sanpatiah leas, yaily vrusan
vang merupakan olenomi dagcah dan tugas pembantuan serta dapat pula memuat
tentang pembebanan biaya paksazn penegakan hukum serta hukuman kurungan atau
dends

[xzlam kaitannya dengan larangan substanst perda ada beberapa konsep yang
perlu kapian lebih Janjut  pertarna, “kepentingan umum”™ dan bertenlangan dengan
peraturan perundangan yang lebih tingg,

Pertanvaan timbul, apakah yang dimaksud dengan kepentingan wimum?
Philipus M Hadjon, dalam berbagai tulisannya menyatakan bahwa formulas: seperti
it termasuk dalam katagori Konsep yang kabur {vague) yartu suatu konsep yang sulit
di difinisikan alau dimaknai secara tepal™’ walaupun konsep semacam itu sering
dibutuhkan Dalam kaitannya dengan konscp yang kabur im J.LH. Bruggink
membenikan pergertian yang hampir sama yaitu suatu pengertian vang tidak dapat
ditetapkan sceara persis sehingga lingkupnya tidak elas.’®’ Selanjuttya dijelaskan,
sesungguhnya pengertian ini berkenaan dengan perintah dari pembentuk undang —
undang kepada hakim untuk menyelesatkan kejadian- kejadian im secara kasurstis,
karena aturan umum ysng lebih langsung tidak dapat diberikan' ™. Jadi dalam
penyelesaian masalzh pengenian kabur hakim memcgang peranan sentral dalam
artian hakimiah yang beriugas mengkongkntkan pengertian yang kabur it ke dalam
kotsep vang |chih jelas. Dalam kaitannya dengan peranan hakim dalam penyelesaian
masalah pengertian kabur ini, Jan Geijssels dan Mark van Hoeecke, dalam bukunva
yang berjudul Hur is Kechr dinyatakan: ... soff seelt sich hier i de eerste plaats de

vreluy mowelke male de rechier vrij i biy de konghrettserimy van vage hegr{,rpen“m
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di sini Geijssels mempentanyakan dalam derajat apa hakim bebas pada kongkretisasi
dari konsep kusbur, Penanyaan selamutnya yang dekemukakan Gerjssels adalah™
kunnen wit hot hestounde rechissystem richtinggevende repels gehaakd worden?™!
IH sini Gerssels mempertanyakan dalam derajat dapatkah dan system hukum vang
ada diambil aturan — aturan sebajgmi pedoman. Jadi pendapat Cieijsseis dalam
kaitannva dengan konsep kabur, scyopvanya dicankan unsur — unsur yang dapat
dipergunakan sebagai pedoman dalam kaitantva dengan konsep fersebut, yang
diambi] dan systern hokem vang ada Denpan kata lain, Geijssels menghendak
adanva penincian lebih lanput dan konsep kabur terschut, Konsep kabur oleh Geissels
diartikan sebapai pengertian yuridik yang tidak didefinisikan iebih jauh yang secara
implisit menunjuk pada milai  nilaf ataw kaidah - kaidah non yuridikal (misalnya
“kepentingan dan anak™ “kehati — hatian™ “salah™ “1tikad baik™). Untuk menjawab
pertenyaan yang digjukan gleh Geissels tentang derajat kebebasan hakim dalam
mengkonghkntisas: konsep yang kabur, kimenya Ian Me Leod dzlam bukunya yang
berqudul  Legal Method dapat memberikan jawaban. Di daiam Bagian I angka 21
dengran judul Modern Inferpretatiton in Pracrice, dalam kaitannya dengan kata atau
ungkapan yang kabur dtintrodusir apa yang disebut dengan contexrualism, vaitu suatu
penafsiran kontekstual, artinya dalam memaknai suatu kata atau ungkapan yang kabur
hiendaknya dilihat pada konteks untuk apa kata im biasanva dipergunakan seperti
pemyataan benkul © Smice modern interpretation emphasizes the meaning of the
ward in the context within which they are used, i is obviously of the first importance
that we sttowld be abie o wdentify the elements which make up that context.”™ Apa

vang disebutkan oleh Me Leod bahwa dalam masaizh kata atau ungkapan yang
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uwmum ditentut untuk mengidentifikasi unsur — unsur yang mencntekan konteks
tersebut Dajam kaitannya dengan hal ini, saran yang disampaikan oleh Lord
Simon*™, kiranya dapat memperkuat, dikatakannya: “starutory longuange musi given
presumptively the most natural and ordinary meaning which it appropriale w the
circustiance. Saran Lord Simon tersebut jelas menunjukkan babwa bahasa dalam
undang — undang harus sedapat mungkin di anggap dan diartikan dalam pengertian
yang lazim dan sehar - hard yang sesuai dengan linpkunpannya. Dan sini jelas bahwa
pemaknaan suatu kata atzue ungkapan hendaknya diarabkan pada kanteks yang paling
dekat dart arti kata dan ungkapan tersebut dalam pengertian yang lazim sehan — hari
dipergunakan untuk art kata tersebut. Dalam kaitan dengan masalah pemaknaan kata
atau ungkapan terdapat ungkapan dalam bahasa Latin yang disebut: “the roscitir a

soclls principle™’

yang merupakan piinsip perttama  yaillu Suatu asas yang
menyatakan bahwa: “a rhing Is known by its associates” ungkapan ini membentuk
syatu asas fundamental babwa “the context of @ word governs it meaming . Dan
asas the noscitur o sociis terlhat jelas bahwa hubungan kata menentukan artinya,
dengan kata lain kontekstual, artinya arti suatu kata tergantung pada konteknya,
Pengertian Asas the roscitur & sociis dapal juga dilihat  di dalam Rlack's Law
Dictionary yang membenkan pengertian yang relatif sama hanya berbeda dalam
pengungkapannya “nascitér @ soctis the meaning of guestionable words or phrase in
a stature may be asceriained by reference to meaning of wordy or phrases associated
with it " Prinsip kedua adalah the ejusdem generis principle’™ yang pada pemsipnya
uraian lebih khusus dan asas moscitur @ soctis, yang secara harfiah dapat diartikan

sehagai pengertian “of the same elass” {(dar kelas yang sama), dan asas ini dapat
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dinyatakan demikian:” where general words foflow particdor words, the pencral
wards are to be restricted to thngs of the somie cluss ax those which ure spectfied
Dani pengertian tersebut dinyatakan bahwa dalam asas efusdem generis principie kata
kaia wmum {Keonsep umum} mengikuti kata - kata yang khusus, kata - kata umum
dibatasi oleh sesuatu dan kelas vang sama dimana dia dikelompokkan. Pninsip ketiga
adalah The expressio unius exclusio alterius principle.’” Seperti halnya the ejuvdem
senerss principde, prinsip ini secara jelas tdak lebth merupakan sub kataport darn
pepatah the nosernr ¢ socns, Asas it dapat dilegemahkan sebagan ~pernvataan (atau
peacantuman} sesuaty secarz tdak langsung menyinghkirkan vyange lain™  (fhe
expression (or inclusion) of one thimg implics the cxclusion of another ). lan Mc
Leod membenkan contoh penerapan asas ini dalam perkara R versus Cuthbertson
(19807 2 All ER 401*" mengenzi penvalahgunaan Undang - undang obal — obatan
{Drugs Act 19710). Dyinvatakan bahwa denda karcna memiliki obat terlarang hams
berdasarkan perintah pengadilan | dengan mana seseorang dihukum karena suatu
pélanggaran berdasarkan undang -~ undang im. Terdakwa  dihukum  karena
berkomplot untuk melanggar undang — undang ini. Walaupun secara jelas itu
merupakan suatu pelanggaran, namun karenz berkompiot tidak diamar di dalam
undang — undang ini, dan oleh karenanya dia tidak dapat dihukum karena pelanggaran
berdasatkan undang - undang mi. Fhe Iouse of Lord menvatakan bahwa tidak ada
kKekuasast untuk memenintahkan denda karena kepemilikannya,
Dan apa yang divraikan di atas, makz dalam kaitannya dengan pengertian
“kepenhingan umum” tidak mempunyai makna vang berlaky wimum, mefainkan sangat

tergantung pada konteksnva. Imi berarti setiap kemsep yanp bermakna  kabur
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(termasuk konsep “pengertian umum™} dalam suaty undang - wndang harus diatur,
dibatasi ruang lingkup maknanya dengan jalan menyebulkan unsur - unsumya,
schingga dapat membatasi kebebasan hakim dalam membenkan makna bagi suatu
konsep. Hal ini penting untuk memberikan kepastian dalam pemaknazsn suam konsep
sehingga ierdapat suatu kepasoan hukum. Philipus M Radjon™', memberikan
contoh batasan kepentingan umum antara lain Inpres No.9/1973 tentang Pelaksanaan
Pencabutan Hak — hak Atas Tanah Dan Benda - benda Yang Ada Diatasnya. Di dalam
Pasal 1 ayat (1) dieermkan | “aany kegiamn datam ranska pelzkemnasn panbengunzn. mampunyal sl
Kepertingan unuer, apehila kegian rsebut mevangkus 2). kepentingan bangsa den negam, dan‘ata,
bl kepmuingan masysmict lugs, dan /gt <) kepetigen mkyst bamyakbersama danvidas d
kepentingan pembangunan. [lan bentuk — bentuk kegratan pembangunan vang
mempunyai sifal kepentingan uwmum diatur di dalam avat (2) yaitu terdini atas
tigabelas jenis kegiatan: a) Pertahanan, b) Pekerjaan U'mum; ¢) Perlengkapan Umum;
d}. Jasa umu; ¢} Keagamaan, f) llmu Pengetahuan dan Seru Budaya; g) Kesehatan;
h) olahraga, 1) Keselamnatan Umam terhadap bencana alam; ). Kesejahteraan Sosial,
k} Makam/Kuburan; 1) Pariwisata dan rekreasi; m) Usaha- usaha ekonomi vang
bermanfaat bagi kesejahteraan umurmn. Di datam Perpres No. 36 Tahun 20035 tentang
Pengadaan Tamah Bagl Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum |,
ditentukan 21 {duz puluh satu} jems pembangunan yang dikatagorikan sebagar
kepentingan umum’™

Dan inpres tersebut sebenamya masih terdapat konsep — konsep vang kabur vang
sangat sulit untuk memaknai nya. Bagir Magan, daiam bukunya yang berjudul

Menyongseng Fajar Otonomi Daerah  dinyatakan, safah sz landasan vang dapat
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dipergunakan uniuk menentukan pengertian “kepentingan umum®™  adalah dasar -
duasar atau asas atau nilw vang menjadl dasar bermasyarakat dan bemegara, atau
kehijakan - kchijakan nepara, dan dasar - dasar keadilan yanyg umuem. Berdasarkan
atas pendapainya tersebul Perdy tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umuam
diartikan scbagar tdak bolch bertentangan dengan Mancasila sebagail dasar tiegara,
bertentangan dengan kebijakan nasional. kesusilzaan, mlar nmilai keadilan, dan
berbagar bentuk kemaslghatan  atay vang berpuna untuk umuem’ . Selanjutnya
dikatakan bahwa perkataan ‘wmum”™ terelama diarhkan schagmi kesempatan bagi
masyarakal memperodch mantaat seluas - luasnya tanpa syarat vang terlzlu
memberatkan. Diconlshkan hotel bintang lima diperuntukkan untuk orang banyak,
tetapi tidak termasuk dalam pengertian kepentingan umum, karena hanya orang yang
mampu membayar yang dapat menikmat hotel tersebut, lam hainva dengan jembatan
yang dapat dinnkmati oich semua orang Aklomya disimpulkan beberapa ukuran
untuk menentukan “kepentingan umum™. Fertama: dibutubkan orany banyak. Kedua:
setiap orang dapat memkman dan dan memperoleh manfast tanpa ada pembaiasan
karena kondisi individuz! scseorang. Ketiga: harus dalam rangka kesejahteraan umum
baik dalam arti mateniil maupun spirttual,

Dalam masalah substans) peraturan kepala dacrah luas ruang lingkup
substans kewenangan Kepala Daerah identik dengan uas ruang lingkup substans
kewenangan pemerintah dacrah  Ruang lingkup substansi kewenanpan daerah diatur
di dalam Undang - Undang No.32 Tahun 2004 dapat dibagi aras beberapa kritera,

vaitu kewenangan umum yang diatur di dalam Pasal 10, ditentukan
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{1) Pemerintahan dacrah menyelenggarakan urusan pemenntahan
yang menjadl kewenangannya, kecuali urusan pemenntahan
yang oleh undang — undang int ditentukan menjadi urusan
pemerniniah
D¢ dalam ayat {3} nya ditentukan tentang urusan pemernintaban yang menjadi urusan
pemenintah adalah: a politik luar negen, b. pertahanan, c. keamanan, d. yustisi,
e. moneter dan fiscal nasional dan f agama. Dilihat dar ketentuan ayat (3) tersebut
seakan jumiah urusan sudah pasu, akan tetapt bila disimak ketentuan ayat (5)

ditentukan:.

Dalam urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan Pemerintah of

luor uwrusam pemerimialn sebagaimana dimaksud pada avat (3}

Pemerintah dapat :

a. menyelenggarakan sendin sebagian urusan pemerintahan,

b. melimpahkan sebagian umpsan pemernmntahan kepada Guobernue

selaku wakil Pemerintah;atau

¢. menugaskan schagian urusan kepada pemenintahan  dacrah

dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asess tugas pembaniuan,

Dati ketentuan Pasal 10 ayat (5) tersebut, berarti kewenangan Peserintah
disamping apa vang diatur di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) masih ada
kewenangan lain. Jadi sama denpan formula Undang - undang No.22 Tahun 1999,
dan bahkan lebih luas, karena tidak diperinei jeris kewenangan di luay kewenangan
vang di atur di dalam ketentuan ayat (3) Urusan pemenintahan tersebut dibagi atas
dua macam urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan Undang — Undang Ne.32
Tahun 2004 sebagai pengganti Undang — Undang No.22 Tahun 1999 tidzk
menentukan ntk berat otonomi pada pemerintahan Kabupaten/Kota, baik daiam
pasal — pasalnya maopun penjelasannyz maka masing — masing pemerintah dacrah

(Provinsi dan Kabupaten/Kota) mempunyai  kewenangan masing - masing.

Kewenangan dacrah provinsi (urusan wajib) diatur di dalam ketentuan Pasal 13 ayat
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(1} meliputic @, perencanaan dan pengendalian permbangunan, b, perencanaan |
pemaniaatan dan pengawasan fala ruang: ¢ penyelenpgaraan ketertiban umum dan
ketentrman masyarakat, d penyediaan sarana dan prasarana umum; ¢. penanganan
bidang keschatan; {1 penyelenpparaan pendidikan dun alokas sumber daya anusia
potensial, g penanggulangan masalah sostal hinas Kabupaten‘koty, b pelayvanan
bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten‘koeta, | fasilitas pengembangan koperast,
vsghy ke dan menenegah termasuk hintas kabupaten kets | )0 pengendalian
lingkungan hadup, k. polavanan pertanahan teemasuk lintas kabupatenkota; L
pelayanan  kependudukan dan catatan sipil; m. pelayvanan  administrast  umom
pemeriniahan; nopelayanan  administrasi  penatiaman modal  lermasuk lintas
kabupatendkots; ¢, penyelengparaan pelayanan dasar lainnya  yang belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan p. urusan wajib lzinnya yanp diamanatkan oich
peraturan perundang — undangan, Unisan pemenmahan proving vang bersifat pilihan
meliputi wrusan pemenntahan yang secara nyata ada dan berpolensi wntuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesual denpan kondisi, kekhasan, dan
potens) ungpulan daerah vang bersangk utan.

Kewenangan  pemerintah  daerah  kabupalen'kola sama  halnya  dengan
kewenangan pemerintah dasrah provinsi, yailu ada urusan pemerintaban wajib dan
pilihan Urusan Pemnenniahan wajib diazor di dalam ketentuan Pasal 14 meliputi © a2
percncanaan dan pengendalian pembanpunan; b, perencansan. pemanfuatan dan
pPengawasan tata ruang. ¢ penyelenggaraan ketemiban umum dan ketentraman
Masyarakal; d. penyediaan  sampa dun prasarana umum, ¢, penanganan bidang

keschatan, {1 penyelenggaraan pendidikan g pepangpulangan masalah sosial b
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pelayanan bidang ketenagakerjaan; [ fasilias pengembangan koperasi, usaha kectl
dan menengah, j. pengendalian lingkungan hidup, k. pelayanan;, | pelayanan
kependudukan dan catatan sipil, m. pelayanan administrasi umum pemeriniahan,
n.pelayanan adminisirasi penanaman modal; o penyelenggaraan pelayanan dasar
lainnya, p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan olch perawwran perundang -
undangan. Sedangkan vang dimaksud dengan wrusan pilihan melipubl urusan
pemenntahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan
dacrah yang bersangkutan {ayat 2). Pelaksanaan penyclenggaraan kewenangan urusan
pemernntahan tersebut selanjutniya diatur dengan Peraturan Pemenntak |
Di samping kewenangan wajib dan kewenanggn pilihan tersebut, pemerimtah
dacrah juga mempunyal kewenapgan lain yang tumbul dart hubungan antara
pemerintah dacrah dengan pemenntab {pusat)Hubunpan iy adelah hubungan
wewenang, keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya (Pasal 2 ayal (51

Dan keenman normatifl temtang ruang lingkup substansi wewenang Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dapat disimpulkan babwa ruang lingkup
*kewenanganuya sangatlah iuas, karena mencakup semwa kewenangan yang ada
dikurangn dengan kewenangan Pemerintah. Ruang lingkup kewenanpan yang
demikian tuas ity akan dilaksanakan oleh Pemenintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah yang diformulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah dan juga ada
kewenahpgan vang difaksanakan oleti Kepaila Daerah secara mandin dalam bentuk

Peraturan Kepals Daerzh dan Keputusan Kepala Dacrah. Dengan demikian dapat
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distnpulkan bahwa substanst Keputusan Kepala [Paerah sanpat Juas. Dilihat dan
formulas pengaluran tentang wewenang antara Pemenntah. Dacrah Provinsi dan
Dacrah Kabupatern®ota, jelas tampak sebapai svaty pembagian kewenangan antara
Pemerintah {Pusat) denpan 2zcrah, hukan penverahan kewenangan scbagaimana
dalam sistemn desentralisasi.

Fengaturan substansl kewenangan Daerah Provins) diatur di dalam Peraturan
Petmenntah Ng25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemoenntah dan Kewenangan
Provinst Scbagar Daerah Chonom yang sampal sckarang masih berlaku, Hasil katian
penulis terhadap Peraturan Pemenniah Noe 25 Tahun 2000, menumukkan bahwa ada

Xt |

20 hidang kewenangan~. Keduapuluh bidang wewenang terscbut diselengparakan
dengan variasi 24 bentuk kegratan kewenanpan  (penctapan, penyclenggaraan;
promosl;, penyvediadn  dukungan; pengaturan,  pemarnacan,  peramalan dan
pengendalian, penataan dan pengelolaan; pelayanan izin; pedoman penyclenggaraan;
kefjasama; twrut sena, perlindungan dan  pengamanan:  sertifikasi  teknologi;
penctnpatan  tenagekera, pertimbanpgan; pengawasan;, penyusunan  rencand;
pengeloiaan; pengendalian; penilaian; membantu penyeienggaraan; penyelesaian
perselisihan; alokas) dan pemindahan pegawzitenaga potensial, mengatur realokasi;)
dan 109 item kegiatan yang merupakan kewenangan Daerzh Propinsi, Dari hasil
kajian tersebut menunjukkan bahwa substansi keputusan Gubernur cukup luas, bisa
mencapat 109 masalah.

Penjabaran lebth lanjut temang wewenang Dacrah Kabupaten/Kota dibentuk

Keputusan Presiden No. § Tahun 2001 temang Pelaksanaan Penpakvan Kewenangan

Kabupaten Kola, yang pads tmya menugaskan Mendagrni dan €1da untok
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melaksanakan pengakuan Xewensngan Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lafjut

Keppres i, Mendagr dan Otda mengeluarkan Kepmendagn Nomeor 130-67 Tahun

2002 tentang Pengaknan Kewenangan Kabuopaten dan Kota, dan Daflar Kewenangan

Kabupaten dan Kowa per Bidang dari Departemen /LPND. Hasil kajian penubis

tethadap Kepmengari dan (Ada ini menunjukkan ada 19 bidang, 14 sub — bidang, 95

pokok masalah, dan 1190 item substanst kewenangan Untuk lebih jelasnys dapat

dilihat pada tabel di bawah i

Tabeil: 4.3. Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kots.

- =1,

—— e ——— e ——_—

item |

No Bidang SuEIiEE?gT Pokok
masalah
1 Pertanian - 20 195
2 Kelautan 2 - 101
3 Pertambangan & 3 15 151
Energ
4 Kehutanan & 2 11 100
Perkebunan ]
5 Perindag - - 40
& Perkoperasian - - 18
7 Penanaman Modal - 5 37
8 K epaniwisataan - - 106
9 Ketenagakerjaan e 17 57
10 Kesghatan - - 27
11 FPendidikan & - - 23
Kebudayaan
13 Sosial - - 24
14 | Pemukiman - 4 17
15 |  Pekerjazn Umum 4 15 g1
16 |  Perhubungan : 4 N
17 Lingkungan Hidup - - 54
18 Kependuditkan - - 25
19 Olahraga - - 16
Jumlah 19 935 1190
Sumber diolah dari: Lampiran Kepmendagri-Otda No. 130-67.
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Dari tabel di atas ada beberapa hai yang kiranya perlu penulis jelaskan,
perlama mengenai istilah “pokok masalah” dan “item” Pokok masalah penulis
artikan sebagai substansi wewenang yang mcrupakan jabaran dar sub bidang yang
ada, sedangkan untuk isilah “ilem”™ iu merupakan substansi wewsnang yang
merupakan jabaran dari pokok masalah. Dan substansi kewenangan pemerintah
KabupaterwKota sebapaimana diutaikan di dalam tabel di atas tampak bahwa
substanst Keputusan Bupati/Walikota sangat |uas dapat mencapai 1190 masalah,
suatu jumlah yang luar hiasa, dan jumlah ini kemungkinan akan benambah
fergantyng pada perkembangan kemampuan Kabupaten dan Kota, karena secara
normaiif kewenangan Kabupaten/Kota tidak terbatas. Dengan kata lain sebenamyva
seluruh kewepangan pemesintahan berada di KabuopatenKota dikurangn kewenangan
Pemenintah dan Provinsi.

Dan hasil kajtan penulis terhadap Keputusan Gubermor Bali dan Bupan
Badung serta Waiikota Denpasar vang bersifat mengatur yang menjadi obyek kajian
tidak ditemukan yang substansinya menyimpang dari apa vang tclah ditentukan,
kecuah Keputusan Gubermur Bali No. 88 Tahun 2000 dan Keputusan Walikota
Denpasar No.380 Tahun 2000 vang telah dibahas di depan, karena penerbitannya
mendahalui aturan hukum yang menjadi dasarnya, maka secara yuridis substansinya
beium dapat dijamin kepastannya.

Dalam tatarzan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat Penetapan yang
menjadi atik kajian adalah lzin khususnya padz IMB {1zin Mendirikan Bangunan)
dengan argumnentasi bahwa karakter yuridis izin adalah keputusan (ata usaha

negara™’ Pengenian izin, menurut N.M.Spelt dan JB.LM. Ten Berge dalam
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tulisannya  begudul Hukum Perizinan yang disunting oleh Philipus M.Hadjon,
adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang — undang atau peraturan
pemerintah, untuk dalam keadaan terlentu menyimpang dan ketentuan — ketentuan
Jarangan perundangan™. Tari pengertian izin tersebut tampak adanya unsur
permohonan dart pihak warga masyarakat kepada pihak penguasa untuk melakukan
sesuaty vang seharusnya ldak boleh dilakukan tanpa [zin penguasa. Dengan
mengkaji jenis {zin mi diharapkan dapat mewakili wujud keputusan kepala daerah
yang bersifat penetapan dan sekalipus memberkan gambaran implementasi good
governance dalam keputusan kepala dacrah vang bersifat panetapan khususnya dan
aspek kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan penulisan ini penulis mengambil
contoh Izin mendirikan Banpgunan, denpan argumentasi izin ini merupakan salah sate
izin yang peling sering dimohonkan oleh masvarakat Berdasarkan atas tojuan
pengkajian, yaitn melihat substansi dalam kaitannya dengan asas Kepastizn hukum,
miaka hasil kajian menunjukkan, dilihat dari isi pokok lzin, substansinya cukup jelas
;akan tetapi permasalahzn timbu! pada lampiran yang memuat syarat — svarat yang
harus dipenuhi dait merupakan satu kesaman dengan izin adalah adanya persyaratan
yang menyatakan bahwa: (zin Basigunan ini menjadi tidak berlaky s1av dapat dicabut
apabila

" Adanya perubohan peruniukan sebagai akibat dori pengesahan Rencana

fata Ruang Kotevrevisi tota ruang kota!
o Yidak beriukunva lagi peraturan — peraturan yang mendasart sahnya iciv

bangunan ini. (ketik miring dari penulis).
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Dikaji dar asas kepastian hukum, kedua persyaratan tersebul sama sekali
tidak memberikan kepastian hukum bagp mereka vang telah memiliki lzin
Mendirikan Bangunan Ketidak pastian tersebut tentu sata mengpelisahkan pemiltk
izin, karema sewaklu - wakw izin dapat dicabut karena kedua alasan tersebut
Ketentuan semacam ini sungguh tdak logis karena peraturan daerah yang mengatur
RUTRD (Rencana Umum Tata Ruang Daerah} selalu dilakukan peminjauan kembali
dalam kurun waktu tertentu. Ini berarti pemegang [MB disettap saat ada rencana
perubahan peraturan mengenai tatz ruang akan mengalami kegelisahan, karena
kerungkiinan fokas: bangunan yang telah ada becdasacrkan IMB, menjadi tidak sgh
karena aturan dasamya dicabut. Di samping rtu, irasignalitas ketentuan Semacam i
adalah sifat pemberian izin membangun adalah einmalig, ardnya dengan selesai
dibangunnya bangunan ierscbut dalar izin, tnaka berakhirlah daya laku Lzn
tersebut, berheda dengan izin usgha industri atag izin usahs perdagangan  yang
berlaku selama usaha industn atau perdagangan tersebut berlangzung.

Dari hasil kajian vang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada
beberapa produk legislasi dasmh (perda) ataupun peraturan dan atau keputusan
kepala dasrah yang tidak sesuai dengan asas legalitas.

4.2. Implementasi Undang - undsng No. 28 Tahun 1999 tentanp
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dao
Nepotisme dzlam Legistasi dan Regulasi daerah.

Dz dalam pembahasan good governunce dan perspektf ilmu hukum (no.2.3.)
disimpuikan bahwa Undang - undang No. 28 tahun 1999 merupakan perwujudan

normatif prinsip - prinsip good governance dalam hukum positil Indonesia. Namun
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demikian disimpulkan pulz bahwa Undang — undang im tidak mempunyal kekuatan
hukum berlaku karena prinsip — prnsip lersebul diformulasikan & dalam bentuk
asas.
D dalam anak sub bab ini ingin dikaji implementasi Undang — undang No 28
Tahun 1999 di dalam legislasi dan reguiasi daerah, sebagai pembuktian apakah benar
keberadaan Undang — undang ini tidak mempunyal dava kat yang kuat dalam
penyelenggaraaan pemenniahan, iermasuk penyelenggarazan pemenntahan daerah.
Masalzh implementas: undang - undang dalam legnslasi dao regulasi dacrah
erat kaitannva dengan kewenangan pemenintah daerah untuk menjabarkan lebih
lanjut undang — undang di dalam peraturan daerah maupan dalam keputusan kepala
daerah. Berkenaan dengan itu, di dalam Pasal 136 Undang — undang No. 32 Tahun
2004 ditentukan bahwa Perda ditetapkan oleh kepala dacrah seiclah mendapat
persetyjuan bersama DPRD. Selanjvtiya di dalam ayat (2} nya ditetapkan bahwa
Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi dacrah provinsikabupaten
fkota dan tugas pembantuzn. Ayat (3) mencotukan Perda dimaksud ayat (1}
merupakan penjabaran lebih tanjut dari peraturan perundang — pndangan yang lebith
tinggi dengan memperhatikan cini khas masing — masing daerah, I dalam Pasal {46
ayat (1) ditentukan;
“Untuk meiaksanakan Peraturan daerah dan atas kuasa peratran
perundang undangan Kepala Daerah menelapkan peratiran Kepala
Daerah dan ateu keputusan kepala daerah”
Dan ketentuan pasal - pasal tersebut kewenangan untuk menjabarkan lebih
lanju! peraturan perundang - undangan dalam peraturan daerah memiliki dasar

hukum yang cukup kuat.
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Masalah implementas: perundany  undangan erat kaitannya dengan delegasi
perundang undangan alau vang dikenal dengan istlah defegared degisfutron
P.P.Craig dalam bukunya yvang benudul ddminearative faw menyatakan babwa
deleyasi perundang - undangan bukan merupakan fenomena baru (defecored
lepistariint 18 B & Rew phfrm;m{mmz]-';” saat Undang - undang proklarmase tzhun
1539 memberikan Henry VIl kekuasaan vang luas untok membentuk peraturan
melalu suatu peneumuman. Perkembangan vang pesat tentang hal i terjadi pada
sdat perang Jurua perlama, tidak saja berkembanp dalam jumlah etapn juga
kompleksitas dan kelumrahan pendclegasian perundang - undanpan. Diberikan
contoh Undang  undang tentang Pertabanan kerajaan tzhun 1914 membenkan
kekuasaan untuk membuat peraturan untuk menjamin keselamatan pubhik dan
pertahanan kerajaan, kekuasaan dijalankan secara hberal (rhe advent of war
increased nof only the amount b olsa the complexity and generalitv of delegated
legisfation. The defence of the Realm Act 1914 gave the government power to make
regifations for securing the public safety and the defénce of the realm a0 power
Liberally wsedy ™

Dalam kantannva dengan delegasi perundang — undangan oleh pariemen
kepada pihak pemenintah dan juge pemerintah Dacmh Sir William Wade,
menyatakan: Marfigment s abliged to delegate very extensive fow  moking power
aver mofters of detant and to comtent o self with proveding a framework of more or
less permanent stutuics. Lew - makme power is ofse vested i local anrhorities™.
Dan  pemyataan  tersebut  tampak  ada  kewwiban  bagi  Parelemen  unluk

mendelepasikan kewenangan pembentukan hukum secara luas atas masalah -
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masalah rinci dan tnengisi nya dengan menyediakan suatu pedoman yang relatif tetap.
Kekuasaan pembentukan hukum inl juga ada di pemerintah daerah. Ada beberapa hal
yang menyebabkan dimungkinkannya pendelegasian perundanp — undangan, antara
lain: diperfukan untuk kasus dimana parlemen tidak dapat menyelesaikan masalah —
masalah Tumit dan sangat detail dan juga terkadang parlemen mendelegasikan
kekuasaan pembentukzn hukum yang sangat umum, ™ 4 sterdord argument for
delegared legisfarion ix that necessavy for cases where parlioment cannor atrend (o
smatl matter of details™"®. Sedangkan menurut P.P.Craip ada beberapa alasan
mengapa pendelegasian ini diperiukan:

First, The urea may be one which is technically complex making i

extremely 1o yer ow off the permuiarion i the orminal starure;

Second, the subject matier may be novel fume may be needed o

experiient and to determine how the lepisiation s operating onfy

then can aff the deraifs be filled in .This process may be best be

cerried ouf over of perivd of time making delegared legisfation the

most appropriote tool. Third even where the area is well known, the

execiive may wish to Impiement the lepisfation at a lafter stuge it

alter or it detail. delegated legisiation ia usefull mechanism jor

achieving these cnds. s

Dari apa yang dinyatakan eleh P.I".Craig tersebut ada tiga alasan amara lain,

pertama menyangkut maszlah yang sangat kompleks (ruwel) yang membuat soiit
untuk mencaniumkannya semua di dalam undang — undang, Kedwg menyangkut
masalah rentang wakiu yang sangat penjang sehingga, memerlukan waktu untok
percobaan dan bagaimana melaksanakan pendelegasian tersebut, schingpa delegasi
perundang — undangan merupakan sarzna yang paling tepat. Keriga berkenaan dengan
masalah penguasaan masalah oleh eksekutil selungga diharapkan badan eksekutif

dapat menerapkanaya yang pada akhirnya dapat merubzh =stau
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mengatur secara detil. Dalam kondisi begini delepasi perundang  wndangan
merupakan alat vane paling bermaniaat untuk mencapal twjuan,

[ari wraian pendapat sarjana hukum admimstrasi tersebuot, dapat disimpulkan
bahwa pendelegasian perundang — undangan dani badan pembentuk undany  undang
kepada badan eksekutit’ dan termasuk pemenntah daerah morupakan hal yang Jumrah
terjadi, hal ini sudah sefak dahulu biasa ditakukan. Dengan demikian imi berarti
buhwa pemenntah dacrah dapat saja melakukan penjabaran undang  undang ke
dalam produk legislas) maupun regulas: dacrab, dalam bentuk peraturan daerah atau
keputusan kepala dacrah. Indikalor untuk mencntukan adanya implementasi U
No. 28 Tahun 1999 terschul atau udak adalak drpakar ndaknya undang - undang
1ersehut sebagan dasar perimbangan pembentukan legslas) atacpun regulas: daerah.

Drari hasii kajian yang penulis lzkukan terhadap 105 Peraturan Dacrah dan 312
Keputusan Kepala Dacrah ada beberapa produk legislast Dagrah Provinsi yang
mencantumkan Undanp - undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersth dan Bebas KKN, Dari hasil kajian menunjukkan pula adanva
mskonsistensi pencantuman UU No 28 Tahur 1999 di dalam produk legislasi daerah
misainya: Perda Provinst Bali No.l Tahun 2000 teniang Penclapan APBD Provinsi
Balt Tahun 2000, mencantumkan ULl No 28 Tahun 1999 di konsideran mengingal,
tetapi di dalam Perda Provins: Bali No. | Tahun 2001, tenmtang Penctapan APRD
2001, UU No. 28 Tahun 1999 tidak dicantumkan lag dalam konsideran mengingat,
padahal materi perda yang dibentuk adalah sama, Perda Provinsi Balt No. 16 Tahun
2001 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Provinst Bali, Tahun 2002 - 2008,

mencantumkan (L0 NO2ZR - Tahun 1999 dikensiderans  menimbang,  bukan
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dikonsiderans mengingat. T dalam Perds 1mi pada angka 3.2, Misi hurof h antara larn
dinyatakan bahwa: “mengembangkan  sistern administrasi  pementntahan dan
pembangunan yange  efekiif dan efisicn, dan transparan setta  meningkatkan
profesionalisme aparatur pemennatab utiuk mewsjudkan kepemenmahan yvang baik
(ool povernance), sedanpkan di dalam faktor penentu keberhasilan ditentukan:
adanya aparatwr pemenntah yang protesiona!  dalam upaya  mewujudkan
kepemenntahan vang baik (pood governance). Faktor penentu keberhasilan ini adalah
berkaitan dengan pengembanean sistem admenistrast pemenntahan dan pembangzenan
yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan profesionalisme
aparalur pemenniah dalam mngka mewurudkan kepemenntahan vange batk (oo
fovernance), 1 dalam Perda Provins: Bali No. 7 Tahun 2003 tentzng Rencana
Stratejik (Renstra) Pemerintah Provinsi Baili 2003 - 2008, UU No. 28 whun 199%
dicantumkan pada konsideran mengingat, dan O dalam angka 3.2, Misi angka §
dinyatakan: Mewujudkan pemenintahan yang baik berdesarkan prmsip — pninsip --
prinsip good governonce. D dalam Bab IV Faktor Penentu Keherhasilan angka 7
memasukkan good governgnce sebapal factar penenty denpan pninsip — prinsip
sehagai bertkut

. partisipasi;

2. penegakan hukuwm dan memjunjung bngae HAM:
3. tramspraransi,

4, keselaraan,

3. daya tanggap,

6. wawasan kedepan,

7. akuntabilitas;

- Pengawasan;

E
9. cfisiensi dan efektifitas:
10}, profesionalisme.
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Dart dua Perda yang substansinya sama terschut terlibat adanya inkonsistensi
tetapi posttif dalam pengertian adanya perkembangan vang positif dalam penempatan
undang -- undang No. 28 Takun 1999, yang semula hanya di kensideran memmbang
ditempatkan di konsideran mengingat, di samping ilu adanya perkembangan yang
lebih jelas mengenai penpjabaran ponsip - prinsip good povernance  yang
dipergunakan sebagai acuvan dalam menciptakan pemerintzhan yang baik. MNamun
demikian pnnsip vang dipergunakan tidaklah sama dengan asas — asas penyelenggarg
negara yang baik sesuai dengan keientuan pasal 3 UU No. 28 Takun 1999, melainkan
mendekatt pnnsip - prinstp vang dikemukakan oleh UNDP (United Nation
Develogpment Program)

Perda Provinsi Bali lain yang memuat UU No, 28 Tahun [999 adalah: Perda
Provingi Bali Neo 10 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propvinsi
Bali Tahun 2000 — 2605. Perda Provinsi Bah No. & Tahun 2002 tentang Pokok —
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, tetapi dan sudut substansinya sama sekali
tidak diatur.

Untuk produk reguiasi, di tingkat pemerintak Daerah Provinsi satu — satunya
yang mencantumkan UL No28 Tahun 1999 adalah Keputusan gubermur Bali No. 15
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Propeda Th. 2001 — 2005 Namun
demikian seperti halnya dengan legisiasi yang disebutkan didepan, tidak ada
perjabaran lebih lanjut di dalam pasal — pasainya,

Dan hasi] kajian terhadap implementasi UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari Komupsi Kolust dan Nepotisme di datam

lemslasi dan regulasi daerah di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Bali, dapat
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disimpulkan bzhwa pencantuman UU No. 28 tahun 1999 tersebut terbatas pada Perda
tentang Renstra dan Propeda atau perda payung, akan tetapi tidak ditindaklaniut oleh
perdia — perda yang fan, hal i terbuky selain perda — perda tersebut bdak ada perda
vang mencatumkan U1 No.28 Tahun 1999 sebapgsi dagar pertimbangan, terlebih lagi
penjabaran materi UU tersebut. Denpan kata lmin Pemenintzh Daerah Provins Bal:
belum menjabarkan UU Ne. 28 tahun 1999 secara substanstal, melamkan baru pada
tataran formalitas beiaka, hal ini terbukti tedak ada satupun produk legislasi dan
rcgulasi daerah Provinsi vang sccara jelas memmakan penjabaran [chth lanjue dan
asas — as5as yany terkandung di daiam LU No 28 Tahun 1999

Hasi! kajian terhadap iegislasi dan regulasi Kabupaten Badung dan Kota
Denpasar , icbih jelas iam odak adanya implementasi UU No. 28 Tahun 1999 Hal inj
terbukcti dari hasil kajian penulis terhadap Lembaran Daerah Kabupaten Bagung dan
Kota Denpasar sampai dengan tahun 2002, hanya ada satu Perda, yaitu Perda Kota
Denpasar No. 22 Tahun 2001 Lembaran Daerah Kota Denpasar No,22 Tahun 200!
tentang Pembentukan susunan Grganisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Rumah
sakit Limum Daerah Wangaya Kota Denpasar vang mencanmmkan UL No.28 Tahun
199% di dalam konsideran mengingat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
mplementasi UL} No, 28 Tzhun 1999 di dalam Legislasi dan Regulasi Daerah
Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dapat dikatakan tidak ada. Contoh Penjabaran
langsung Undang — undang No.2% Tahun 199% ke dslam peraturan dacrah
dilaksanakan oleh pemerinah Daerah Kota Sawahlunto tentang Penpawasan

Penyelengyaraan Pemerintahan Di Daeah
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Hasil kajian ini menunjukkan bahwa memang benar Ul) No.28 Tahuen 1999
tidak mempunya: makna hukum bagi Pemenntah Daerah, schingga asas — 3338 yang
dicanturnan di dalam wndang — undang tersebut yang tuzjuannya diperpunakan sebapai
dasar panduan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tidak ditindaklanjuti.
Padahal asas - asas wnurm penyeiengpgaraan negara vang baik berdasarkan Pasal 3
LU No. 28 Tahun 1999 telah diadops: oleh VU No.9 Tahun 2004 tentanig Peradilan
Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2} hurut’ b merupakan pasal tentang alasan gugatan
ditentukan bahwa: Keputusan lata usaha negara vang dipugat itu benentangan dengan
asas — asas umum pemenntaban yang baik. Lebih lanjut i dalam penjelasan pasal
tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa yang dimasuk dengan asas - asas umum
pemenntahan yang baik adalah asas kepastian hukum, terib penyelenggaraan negara,
keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagzimana dimaksud
dalam Pasal 3 UL No. 28 tahun 1999 (entang Penvelenggara Negara Yang Bersih dan

Bebas dan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

4.3. Implementasi *Good Governance™ Dalam Penegakan Hukum di Daerah

Di dalam sub bab i dikaji fentang implementasi good governance dalam
penegakan hukum di Dagrah. Dilihat dan sudut prinsip — prinsip good governance,
masalah penegakan hukum lebih condong pada prinsip - prinsip vang bersifat
prosedural. Untuk maksud tersebut , penulis dalam mengakji masalah ini berpegang
pada pninsip — prinsip goed governance vang diintrodosir cleh G.H.Addink™’ Ada
beberapa argumentass vang dapat penuiis kemukaken mengapa penuiis

mempergunakan pnnsip - prinsip pood governance yang  dikemukakan olch
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G.H Addink. Pertama (3. H.Addink mengkan masalah good povernance dari aspek
hukum admintstrasi, sgjalan  dengan kajian vang pennhis lakukan terhadap masalah
#ood governance. Xedua, dan hasil bacaan penulis terhadap literatur yang mermbahas
masaiah good governance hanya G H Addink yang membag secara jelas prinsip -
prinsip goud governonce atas aspek prosedurzl dan aspek substansi, sesual dengan
apa yang penulis perlukan dalam pengkajian dalam sub - bab,  ketipe Prinsip
prinsip good goveraance yang dikemukakan dapat ditelusun secara normatif dalam
Alsemene wel Hestuursrecht atau Ueneleral Adminitrative feaw der. Hal int sesuai
dengan kebutithan penufis dalam rangka mengkaji prinsip — prinsip gaod governnee
dalam penegakan hukum di daerah yaitu thgin mengkaji adakzh prinsip — prinsip
tersebut diatur di dalam produk legslasi maupun regulasi daerah. Keempar titik pijak
kajian G H Addink terhadap good povernance adaiah pada aspek demokrasi dan
negara hukum hal imi dapat dilihat di dalam fuiitsan — tulisannya antara lain dalam
tulisaniya yang bequdul From Principles of Froper Administration 1o Principles of
Lood Governance”  dinyatakan: *The combination of the classic Rufe of Law and
the principle of demacracy, The democratic Rule of Law, can be seen as the main
source of creating the principies of (iood Governance™ ™ hal ini sesvai dengan titik
pijak penulis dalam mengkaji good governunce dari aspek Hukum Administrasi
Berdasarkan kesmpat alasan tersebut pennliz dalam mengkaji substansi sub-bab im
memperpunakan prinsip — prinsip good govermonce yang disampaikan oleh
G H Addink.

Berdasarkan atas uraian di depan, didalam sub-bab ini dibahas tiga masaiah

pokok yartu pertama; kajian dan aspek prosedur yang terdiri atas dua sub pokok
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hahasan yaitu :asas kecermatan (principie of corcftdness) dan asas alasan vang bak
{ princirte of reavennge ), kedua: kapan dan aspek substanst  vantu asas Repastean
hukum {the principle of fepal corfamivy dalam kaltlannya dengan gevad governince,
dan ketipa; adalah kajian dart aspek kontrol, yang dibag atas dus sub pokok bzhasan
vailu kartrel intemn oleh pejabal atasan dan kontrol eksternal yang dikan dan dua hai
vaitu kontrol yudisial dan kontrol non yudistal. Hal i penung agar di dalam
relaksanaan  penegakan hukum  tidak  tenadi apa yang  dischut  dengan
e el R N P e

Hasil yang cdiharapkan dar formulasi kajian seperi tersebut di atas dapat
membenkan suatu argumentas: tentang dipenuhi alau tidaknyva pnnsip - prinsip geod
woverpunce dalam peoegakan hukum di Daerah.

bMengingat substansi kajtan di dalam suh — bab im adalah pepegakan hukurm
produk legslasi dan regulasi dacrah yang belum ada aturan hukumnya maka
pendekatan yang dipergunakan di dalam pengkajiannya adalah studi kasus {case
stiedy) Hasil kajan  yang penubis lakukan menunjukkan babwa tidak ada suat
legslas) alaupun repulasi daerah yang mengatur secara pasti fentang prosedur
penegakan hukum legisiasi dan regulasi dacrah Prosedur penegakan  hukum

didasarkan atas praktek alau kebiasaan tata usaha nepara™

. Dalam kaitanya dengan
penepakan hukum administrasi, Philipus M Hadjoo, daiam tulisannya vane berjudul
“Ceoeicd grevernance Dalam Penyelenpgaraan Pemerintahan Daerah (perspektif hukam
tata negara dan hukum administrasiy” dinyatakan bahwa penesakan hukum vang

drlakukan oleh pemertah scharusnva do dasarkan atas norma pemenntah baik

tertulis maupun tidak tertulis yvang dalam praktek (peradian tata usaha negam)
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dikenal dengan sehutan “Asas — asas Umum Pemeritiahan Yang batk”
Philipus M Hadjon iru konsisten dengan pendapatnya terdahuiu di dalam tulisannya
vang benudul “Asas — Asas Umum Pemenmtaban Yang Baik (alpemene begmyelen
van behoorfiyk bestuwr)” di dalam kesimpulannya dinyatakan antara lain: Asas
pemernlahan  menurut  hukum  (rechimong bestunr),  khususnya  menyangkut
penerbitan keputusan tata usaha negara adalah pertama: asas bertindak sesuat dengan
peraturan peryndang — undangan (wermarigfiend) kesesuaian  tersebut menyangkut,
wewenany, prosedur, dan substans: keputusan, kedua bertimdak sesual dengan asas -
asas umum pemeriniahan yang baik sebagai hukum yamg tidak tertulis™ Darni
pendapat kedua safjana terscbul dapat dissimpulkan bahwa prakiek atau kebiasaan
admirustrasi negara dapat dipergunakan sebagai dasar bertindak bag pemenntah,
dengan ketentieati harus sesual dengan asas — 2588 wmum pemerintahan yang baik,
Studt kasus dilakukan terhadap kasus — kasus yang dapat menunjukkan
adanya pencrapan maupun penyimpangan baik dan sisi maladministasi maupun dari
prmsip asas — asas umum pemeriniahan vang baik, dan akhitnya bermuara pada
prinsip — prinsip good governance dalam hal iml pninsip kecermatan {careftdness) dan
asas kepastian hukum (fegal cerraingy}. Untuk kepentingan penpkajian ada beberapa
kasus yang penuiis angkat, yaitu kasus Pembongkaran Toke Melati dan Toko Mirzh
yang beriokasi di JI. Hasanuddin Denpasar; Kasus pemindahan pondok potani rumput
laut dan budi dayanya, di Desa Sawangan. Kedua kasus tersebut mewakili praktek
penyunpangan yang dilakukan oleh prhak pemerintah Di samping itu penulis jusa
menganalisa kasus Pembangunan Jalsn Teuke Umar - Baty Belig Kelurahan

Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan  Penataan Kawasan
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Pantar Sanur, Kedua kasus ini diharapkan dapat mewakili prakiek pencgakan hukum

vang sesuai dengan prinsip - pOnSip good goveridicd.

4.3.1. Prosedur,

[} awal sub - bab int peaulis telah myvalakan bahwa dari hasil kajian vang
penulis lakukan berdasarkan wawancara denpan Kepala Biro Hukum Pemenntab
Daerah Provinsi Bali, Kcpala Bagian Huokum Pemenntah 13acrah Kabupaten Badung.
dan Permeomtah Kota Denpasar senta Kepala (Dinas Tata Kota Denpasar, tdak ada
prosedur tetap (prolap) vang dirumuskan di dalam suatu legslasi ataupun reguiasi
daerah yang mengatur tentang prosedur penegakan hukum legislasi dan rerulas
daerah, Dengan kata lain prakiek penegakan hokum yang dilakukan sefama ini hanva

berdasarkan atas kebiasaan praktek admirustrasi negara.
4.3.1.1, Asas kecermatan (priaciple of cargfuiness)

Pengertian  asas kecermatan hingga saat mi belum dapat diberikan secara
pasi:, nainun demikian asas 1ni menipakan asas vang paling senng diperglmakan,]”_
Asas kecermatan dapat didifimasikan schag | thie prepare an adminisirative order (or
another fegal or gctual actj carefuliv’™ Pengertian ini sejalan dengan pengertian
yang dibenkan ¢leh Ateng Syafradin, di dalam tulisannya yang berjudul Asas — asas
Pemerimahan  Yang Layak [egangan Bag  Pengabdian Kepala Daerah,
dinyatakannya: * Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu ketetapan harus

34y

dipersiapkan dan diambil dengan cermat.™” Di dalam asas kecermatan ada beberapa
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bagian yang termasuk di dalamnya yaitu: Persiapan yang cermat, investigasi, dengar

pendapat, publikasi.

a. Persiapan vang cermat,

Masalah persiapan vang cermat ini di Belanda di atur di dalam Pasal 3 avat 2
Awh, ditentukan bahwa pada saat mempersiapkan suatn keputusan pihak yang
berwenang (administrasi negara) harus mengumpulkan informas yang diperlukan
berkenaan dengan fakta yang relevan dan kepenungan yang menjadi pertimbangan
(when preparing an order an admimistrative auithority shafl gather the necessury
informarion  concerning  the relevant factx and the  interests e be
weighedy . Indroharte’ menjeiaskan bahwa vang dikehendaki oleh asas
persiapan yarp cemmnat adalah agar pada masa mempersiapkan suatu
keputusan semua faktor - faktor dan keadaan~-keadaan vang relevan bagi
keputusan yang akan dikelearkan itu dicari, ditelsti dan dikumpulkan
sehingga dapat diikutkan dalam keputusan yang bakal dikeluarkan.

Hasil kajtan yang penulis lakukan, walaupun tidak ada aturan tertulis, teiapi
tahapan yang ada selalu sama. Dalam tahap persiapan im: dilakukan pemanggilan bam
yang bersangkutan, bilamana ternyala berdasarkan atas hasil sidak atav laporan
masyarakat, yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran (bemtuk pelangparan
bisa berupa tidak memiliki IMB, ketidak sesuaian zntara bangunan dengan IMB),
bagi mereka yang fernyata tidak memiliki TMB maka akan dilakukan pengecekan
apakeh baagunan yang didirikan tersebut tlidak menyaiahi rencana tata ruang dan

wilayah.Untuk semua pelanggarsn lersebut vang bersanpkutan dipanpgil oleh pihak



DISERTASI "GOOD GOVERNANCE" (KEPEMERINTAHAN ... I. GUSTI NGURAH WAIROCANA
173

vang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Tata Kota. Oleh pihak Dinas Tata Kota
vang bersangkutan diberikan penjelasan tentang pelanggaran yang telah dilakukan
dan diberikan saran penyelesaiannya ( peningatan 1), Setelah diberikan penjelasan
pihak Dinas Tata Kota melakukan manitering terhadap st pelanggar, apakah benar —
henar ada itikad baik untuk melakukan apa vang disarankan atau tidak. Bilamana
dalam walktu vang telzh ditentukan dan disepakati oleh si pelanggar (minitmal 7 hari)
telah terlewati dan termyata si pelanggar tidak melaksanakan apa yang disarankan,
maka vang bersangkutan dipangii kembali untuk dibenkan pemelasan kembali
{penngatan [l ) dan membuat suatu pernyataan oieh s pelanggar vang isinya antara
lain pengakuan si pelanggar bahwa yang bersangkutan telah melanggar peraturan
dengan menyebutkan juga pasal dan peraturan yang telah dilanggar, kesanggupan
yang bersangkeutan untuk melakvkan apa yang diwegjibkan, dan pernvataan tidak
keberatan darl yang bersangkutan bangunannya dibongkar, jika dalam batas waktu
yang telah ditentekan yang bersanpgkutan tidak melakukan apa vang diwajibkan.
Monitoning terus dilakukan untuk mengawasi apakah yang bersangkutan melakukan
ape yang diwajibkan atau tidak. Jika tidak maka yang bersangkutan diben peningatan
kembaii {peringatan 111 }Setelah peringatan ke I, permasalahan oleh Dinas Tata
Kota dilimpahkan ke Dinas Tramtib untuk ditindak lanuti. Dinas Trambm dan
Satuzn Pelisi Pamong Praja, merupakan koordinator Timy Yustisi, yaitu soatu tim
yang dibentuk khusus untuk melakukan penertiban/penegakan hukum, yang
atggotanya terdin atas : Dinas Tata Kota, Instanst terkait, Kabag Hukum, Pengadilan

Negeri, Kejaksanaan, Kepolistan negara RL
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b, Inventigasi (carefuiness investigation)

Flasil kapian penulis menunjukkan bahwa Keptatan investigasi terhadap
pelangearan, dilakukan oleh Dinas Tramib dan Satuan Polisi Famony Praja, melalu
Penvidik Pegawal Negen Sipil scielah ada limpahan dan Dinas Tatz Kota, Dalam
tahapan 1mi dilakukan investigast lebih mendetall berkenaan dengan pokok masalah
vang menjadh obvek penertiban, terutatna dan aspek yurides tentang persyaratan vang
dilanggar oleh si pelanggar, dan pula kebenaran prosedur vang (ciah ditempuh oleh
Dimas Taa koa sampat dengan pelimpabtan masalah ersebut ke Dinas Tramim Bila
dipandang perlu  proses investigasi  dilakukan bersama - sama  dengan sclurub Tim
Yustsi dengan maksyd untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Bilamang
ternyata darn hasa) investigasi im Tim berkeyakinan telab tenads pelangganin maka
diambil tindakan sesuai dengan berat ringannya pelangparan yang dilakukan oleh st
pelanggar. Sanksi yang terberat adalah pembogkaran bangunan. Setelah meturmnuskan
tindakan yang akan diambil, maka hasil rumusan tersebut dikirim kepada Kepala
Daerah (Bupati‘Walikota) untuk dibuatkan SK tentang penntzh pembongkaran
bangunan. Tahap investigasi ini oleh Philip M. Langbroek™’ dikatakan sebaga
bagian dan prinsip carefufness, dan merupakan kewajiban tdak langsong dari badan
administrast  wntuk melakukan invesligasi kasus tersebut untuk  mendapatkan

informasi yang harus dipertimbangkan dalam mengambil kepatusan.

¢. Denpar pendapat {carefuiness hearing)
Dengar pendapat (Acarmg) merupakan bagian dari asas kecermalan Asas ini

mensyaralkan bahwa yang berkepentingan didengar dahuly, sebelum mereka
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dihadapkan pada svatu keputusan yang merugikan, bila yang berkepentingan
memperoleh kesempatan menjelaskan.”™ Dilthat dari sudut administrasi negara
kewajiban administrasi negara untuk mendengar memiltki dua makna, pertams.
merupakan batas yang pasti dari kewenangan adntinisirasi negara, dan dilain pihak
admintstrasi negara nenerima beberapa keuntungan dan padanya, yaitu pelayan
publik  dapet mengetahut gambaran yang salah tentznpg suatu hal. Bilamana
administrasi negara tidak mendapatkan informasi tersebut dari magyarakat, yang
kemudiar berpeluang menghasilkan suatz keputusan yang salah, seperti apa yang
dikatakan oleh J.G. Brouwer dan AE Schilder dalam tulisannya vang berjudul "4
Survey of Dutch Adrnistrative Law ™ dinyatakan: The duty te hear means on the one
hand that there is o cerfain burden for the adryinistrative mahority.On the other
hand the administration also receives some benefie fron it. Civil servants could hove
the wrong picture on a subfect. if the administration does not oblain further
information from the citizen, then chances are that o wrong decision wifl result.

Di dalam GALA (Awb) masalah ini distur secara jelas antara lain dalam Pasal
47 - 4:12, Dalam bagian ini dibuat snatu perbedaan antara suztu keputysan yang
diterapkan dan suatu keputusan vanp tidak diterapkan untuk hal — hal tertentu .
Pasal 4.7 mengatur tentang penolakan permohonan suatu keputusan. Ditentukan
bahwa scbelum pejabat yang berwenang menolak untuk seluruh atau sebagnan dar
permohonan  suatu keputusan administrasi negara. pemohon harus diberikan
kesempaman untuk menyampaikan pendazpatnya jika: a) penolakan itu didasarken
informasi tentang fakta dan kepentingan yang berhubungan dengan kepentingannya

dan nformasi 1tu berbeda dengan apa vang diberikan oleh pemohon dalam masalah
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ini {avat (1). Apa vang diatur di dalam ayat (1) tersebut tidak diterapkan, biiamana
penerapant tersebut hanya berdampak tidak penting terhadap pemohon™ Dari
ketentuan Pasal 4.7 tersebut tampak jelas bahwa masyarakat dibenkan kesempatan
untuk menvampaikan pandangannya sebelum keputusan diambil. Ketentuan ini
mengharuskan administrasi negara bertindak cermat sebelum mengambil keputusan.
{xari ketentuan 1o pula dapat disimpulkan bahwa pemohon suatu keputusan harus
didengar pendapatnya jika memenuhi tiga kriteria vaito: pertama, badan administras
vang berwenang bermaksud menolak sebagaian atau seluruhnya permohonan suatu
keputusan. Kedua maksud penolakan itu didasarkan atas informasi tentang fakz dan
kepentingan yang berhubungan dengan pemohon. Eetiga informasi itu berbeda dan
mformasi vang diberikan oleh din pemohon mengenai masalah tersebut

Ketentuan Pasal 4.8 serupa denpan ketemtuan pasal 4.7, vyaitu tentang
perstapan pembuatan kepuiusan hanya saja kalau Pasal 4.7 menpatur tentang
keputusan penolakan pemtohon, sedangkan Ketentuan Pasal 4.8 mengatur tentang
pembenan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan (bukan pemohon) untuk
menyampaikan pendapamya bilamana (a) keputusan adminisirasi negara tersebut
didasarkan atas informasi tentang fakta dan kepentingan yang berhubungan dengan
pihak yang berkepentingan; (b) informasi tersebut tidak berasal dari pihak yang
berkepentingan secara pribadi. Seperti halnya di dalam ayat {2) pasal 4:7, di dalam
ketentnan pasal 48 avat (2) juga mengatur tentzng pengecualian bahwa ketentuzan
ayat (1) tidzk diberlakukan jika peraturan perundang — undangan tidak mewajibkan

pihak yang berkepentingan untuk metnbenkan informasi. Berdasarkan Pasal 4:9
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Informasi yang diberikan olch pihak yang berkepentingan dapat secara tertulis atau
lisan™

Pasal 4:1! mengatur tentang perkecualian — perkecualian terhadap kewayiban
untuk mendengar pendapat pihak yang berkepentingan, vaitu pertama dalam hal
perlu waktu yang cepat antuk itu, artinya keputusan itu diperlukan dengan sepera.
Kedua, pithak yang berkepentingan telah diberikan kesempatan ontuk menyatakan
pendapatnya dalam hubungannya detigan keputusan administrasi sebelumnya, atau
untuk administrasi negara vang lain dan tidak ada fakta atau sitwas) baru yang telah
terjadi seraik 1. Ketiga, maksud dart kepurosan dapat dicapai hanya jika prhak yang
berkepentingan tidak dibenitahu tentang itu sebelumnya. Jadi bilamana terjadi
keadaan seperti itu, maka kewsapban untuk mendengar pendapat pihak yang
berkepentingan tidak diperlukan atau dikecuailikan. Sedangkan ketentuan Pasal 4: 12
Juga mengatur tentang perkecialian terseébut dalam hal menyangkut penetuan
kewajiban kevangen atau tuntutan >

Hasil kapan penulis menunjukkan behwa baik pada tahap persiapan pihak
yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyamparkan pendapainya tentang
pelanggaran yang diteduhkan kepadanya. D dalam kesempatan tersebut pihak —
pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan menyampaikan kendala atau
keluhan yang mercka hadapi tethadap permasalahan yang mereka Kesempatan in
terjadi pada saat yahg bersangkutan dipanggil oleh instansi yanp berwenang untuk
diberikan penjelasan tentang  hal — hal apa yang harus mereka penuhi lebih lanjut
agar dapat dikeluarkannyz keputusan yang dimohon, atau mengklarifikasi tentang

pelanggaran yang mereka lakukan, Kesempatan ini diberikan ofeh instansi berwenang
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kepada yang bersangkwtan dari awal yaitu peringatan [ sampai dengan peringatan 1l
Ada satu contch yang dapat memborikan gambaran entang kesempatan bagr
masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dan persiapan sampai dengan
pelaksanaan Keputusan yaitu program penatzan panial Sanur sebagai salah satu
contoh pemerapan prinstp hearing (dengar pendapat). Yang akan penuiis analisa
secara khusus sehingga dapat menggambarkan implementast prinsip Aearing (dengar

pendapat) di dalam praktek,

d. Publikasi (rarefufness publication)

J.G.Brouwer dan A.E Schilder berpendapat bahwa publikasi mempakan: 4
fundumente! requirement fur law and treaties to enler imo force is publication™
Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bzhwa vang dimaksud dengan
publikasi itu adalah pengundangan suatu peraturan perundang - undangan.
Pendapatnya tersebut di dasarkan atas ketentuan pasal 88 Konstitusi Negeri Belanda
yang menetukan:

The publication and entry into force of act of parftament shail be

regulated by act of parliagment. They shall not enter inte force before

they have keen published

Ketentuan ini mirip dengan ketentuan di dalam Pasal 50 UL No.10 Tahun
2004 tentang Pembentwkan Peraturan Penmdzng — undangan yang menetukan:

“Peraturan perundang — undangan mulat berlaku dan mempunyai

kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain

di dalam peraturan perundang — undangsn yang hersangkutan™

Pertanyaan yang kemodian timbul adalah bagaimana dengan keputusan

administrasi negara  (regulasi) 7 Undang — undang No.10 Tahun 2004 tidak
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mengatur tentang pengundangan suatu Keputusan Administrasi Negara, karena yang
diatur hanyalah tentang  pengudangan  peraturan  perundang - undangan
(legislasi). Hal tersebut diatur di dalam Undang — undang Mo 32 Tahun 2004 1calang
Pemerintahan Daerzh Pasal 147 avat (1) vang menentukan peraturan kepala dacrah
diundangkan di dalam benta daerah. Di Belanda masaiah publikasi i diatur secara
tegas didalam  Awd  (ufpemene  wer  besruursrechd) alaw GALA  (Gencral
Administrative Law Acr). GALA membedakan publikasi keputusan antara keputusan
vang dityukan uniyk seseorang atau heberape orang vang berkepentingan denpan
keputusan yang ditujukan urluk umum, Di dalam ketentuan Pasal 3:440 ditentukan;
Ar order shall nor take effect unrif 1 has been nortfied. Selanjutnya di dalam Pasal
341 ayat (1) ditentukan: Crrders which are addressed (o one or more interested
parties shail be norofied by bewry sent or issued fo these, incliwfing the applicant, D
dalam avat (2) nva : ¥ an order cannot be notified in the morner provided in
subsection 1, it shall be notiffed in any other suttable way. Sedangkan Keputusan
yang lidak ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang vang berkepentingan,
dratur di dalam ketentuan Pasal 342 avat (1} (hrders wihich are not addressed 1o
ane or more inferested porties sholl be nontfied By mecns of o notice of the order, or
te substunce (hereaf, placed in an official governmeny publicaiion, newspaper or
free local puper, or in any other suitable way. Dari ketentuan di dalam Konstitusi
Negen Delanda dan GALA terdapat perbedaan makna dan pengertian publikasi.
Publikasi di dalam Konsiitusi Negent Belanda dapat disamakan denpan pengentian
pengundangan di dalam U No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Penmdang — undangan, sedangkan pengertian publikasi di daiam Awd atau (7424
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pengertian publikasi mengarah pada pengertian pemiberitabuan kepada pemghon atay
kepada prthak  pihak vang berkepentingan terhadap keputusan tersebut. Hal i lagis
karena, Awh atau (r4L4 adalah undang — undang yang khusus mengatur ientang
tindakan — tndakkan adminisirasi secara umum. Dengan demikian matert yang
diatut adalzh tindakan - tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara.

Hasit kajian tcrhadap prinsip pubiikasi di dalam prakiek, menunjukkan
bahwa ketentuan di dalam Awé atau {GALA vang mengatur publikasi keputusan
administrasi negara {order) minp dengan yang dilakukan di dalam  prakiek
penegakan hukum legislasi dan regulasi di Daergh. Hal int dapat dilihat di dalam
setiap surat penngatan atau temoran yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang
berwenang yang ditnjukan kepada si pelanggar selaly diternbuskan kepada pihak -
pihak yang berkepentingan. Bahkan bilamana sampai pada pernbongharan bangunan,
drwangkan di dalam Keputusan Kepala Daergh {(walikota/bupatt) vang divndangkan

di dalam benta daerah

4.3.1.2. Asas alasan yvang rasional {(prirciple of reasoning)

Pemberian alasan yang rasienal merupakan salah satu pengertian dari hakekat
prosedur di daiam merancang suatu kepurusan™ Hal ini diperlukan apar keputusan
tersebut metmhik dasar yang baik, terlebih lagl dalam keputusan yang bersifat
negatif, misainya keputusan vang berisi penclakan suatu fin, atau pembebanan
denda admigisiasi™ Arti penting pemberian alasan yang rasional antara lain adalah,

seliap orang dapal menyimpulkan dan penjeiasan mengapa keputusan ite dibuat.
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Penjeiasan yang disajikan oleh alasan dibentuknyza keputusan itu memegang peranan
penting di dalam peninjauan kembali keputusan tersebul dikemudian han

Masalah alasan yang rasional di atur di dalam Pasal 3:46 Awh/GALA,
ditentukan bahwa suatu keputusan perlu didasarkan atas alasan - alasan yang baik
{an order necds to be based on proper groumds) Namon demikian tidak discbutkan
apa yang dimaksud dengan alasan yang baik it AwbdA ALA kemudian mengatur
lebih lznjut tentang kewajiban membenkan alasan di dalam beberapa ketentuan
Pagal 3:46 avat 1 dasar — dasar pembenar harus disebutkan bersamaan dengan
publikasi dari keputusan tersebut. Jika dimungkinkan hal itu harus dinyatakan
didalam dasar pembenar berdasarkan aturan hukum mana kepurusan itu dibuat {Pasal
3:47 ayat (2)¥™ Seperti halmya di dalam prinsip publikasi, AwbGALA juga
mengatur (entang perkecuahan terhadap pansip i, kal 1 dapat dilalkukan bilamana
admimistrasi negara secara rasional percaya bahwa cidak ada kepentingan untuk
merberikan alasan (section 3:38 port {).Hal ini akan sering teadi dalam keptusan
— keputusan yang sederhana, dalam hal seluruh permohonan pemohon dipenithi
Akan tetapi, terkadang di dalam satu kasus pembenaran — pemnbenaran sewaktu —
waktu diperlukan (secrion 3:38, part 2 of the Awh). Hal ini tidak untuk kepentingarn
pemohon, akan fetam bilamana sebagai pihak yang berkepentingan, pihak ketiga
yang ingin meémasalahkan keputusan itu tertarik denpan suatu penjclasan tersebut,
maka dalam walktu secepatnya diberikan penjelasan kepadanya **

Pentingnya masalah pembenan aiasan yang rasienal ini dikemukakan juga
aleh Kranenburg — Vegting yang dikutip oleh Utrecht dalam bukunya yang

berjudul * Penpantar Hukutn Administrasi Negrara Indonesia™ dinyatakan bahwa ada
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4 alasan vany ndak bolch ada di dalam suatu keputwsan {Utechl memperrrunakan
istdah ketetapany vaitu;

4. peen aorzeak (tdak ada alasan) attinya  suatu alat negara membuat suatu
keputusan, tetapi persittwa hukwn (faridieche atan feitediike onsfundnshe )
yanp, menuiut peraturan yang bersanpkutan harus ads apar keputusan i
dapal dibuat sckali  kalo tdak ada.

b, False corooat (alasan salah) artinya artinya suatu alat negara meminiat suatu
keputusan, tetapi peristiwa — peristiwa yang vang disebul dalam keputusan i
adafah poristiwa - peristowa yang diperuntukkan untuk keputusan lain

c. Ongeovrfoofde oarcaak (alasan vang tidak dapat dipakai) artinya suatu alal
nepara membunt suaty keputusan, berdasarkan suaty pemistiwa - penstiwa
vany schenamya udak dapat dipakai alasan

d  faetowrnemen de powvorr {penvalahpunaan wewenang) artinya suatu glat
nepara membuat suatu keputusan tetapl alat negara itu (idak mempergunakan
kekuasaannya sesual dengan (ujuan vang diberikan oleh peraturan vang
men)adi dasar kekuasaan itu ™
Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpufkan bahwa menurut

Kranenburg  Vegting, setiap keputusan harus ada alasan. Alasan vang baik i
adalah alasan yang tidak salah, dan alasan yang dapat dipakai. Denyan kata lain
alasan tersehut harus rasional. Di dalawn Undang - wndang No.10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peranwean Perundang — undangan, masalah pemberian alasan
ini merupakan suatu persyaratan yang harus ada. Hal ini dapat difthat di dalam
lampiran angka 17 yang menentukan bahwa: “Konsideran memuat yraian stngkat
mengenai pokok — pokok pikiran yang memadi latar belakang dan alasan - alasan
pembuglan peraturan perundang undangan. Walaupun undang - undang ini
mengatur  terlang  peraturan perundang undangan  (lemslasty  dengan

mcmpergunakan interpretas:  analogn, kmanya dapal  diberlakukan di dabam

pembentukan keputusan adaminisiras) negara
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Dari hasil kajian penulis, pembenan alasan ini ada pada sctiap surat
peringatan olek pejabat vang berwenang kepada pelanpgar, vang berist alasan
mengapa yang bersangkutan diberi surat peringatan dan juga memual 1entang dasar
hukumn penngatan yang dikinmkan serta aturan — aturan yang dilanggar oleh yangp
bersangkutan, Unriuk prinsip inipun kitanya kasus pembongkaran Toko Melati dan

toko Mirah di Jalan Hasanudin sangat relevan uniuk dianalisa.

4.3.2. Substansi.
Dart aspek substantif prinsip - prinsip goed governance yang ada, vang dikaji

dalam anak sub bab ini hanyatah asas kepastian hukum (fegraf certaingy).

4.3.2.1. Asas kepastian hukem (the principle af legal certaingy)
Masalah prinsip kepastian hukum di dalam AwdGALA diatur di dalam
ketentuan Pasal 4:23 dan Pasal 5:22. Di dalam ketentuan pasal 4:23 avat (1)
“An adminisirative authority may provide subsidies only under a
statutory regulation which specifies the activities for which a subsidy
muy be granted "
Selanutnya di delam ayat (2) ditentukan:
“If such stotuory regulation has been included in an order m council
not based on an act of Parliament, the regulation shall cease to have
effect four years after it enters into force, uniesy before that moment a

bifl has heen presemted to Parliament in which the subsidy is
reguiated. ”

Dari ketentuan pasal tersebut dengan jelas terlihat bahwa swatu keputusan
administrasi negara harus didasarkan atas peraturan perundangan yang secara khusus
untuk keputusan tersebut. Bahkan soatu keputusan dapat di berhentikan daya lakunya

bilamana termyata tidak berdasarkan suatu peraturan perundangan - undangan
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Selanjutnya dalam kajtan dengan pencgakan hukum Pasal 522 Awh (ALA
menentukan @ e pewer (9 take enforcement aclion exists onfy of if has heen grantod
by or purswant fo det of Parfiomeny. Dan kelentuan dua pasal tersebul jelas tampak
bahwa baik pembentukan maupun penegakan hukum suatu keputusan hanus
didasarkan atas peraturan perundang — undangan

Dari hasil kajian dalam praktek penceakan hukum di daerah, substansi
ponsip kepastian bukum sepert diuraikan di atas ditemukan di dalam  format surat
nenngatan vang dittjukan kepada pelanggrar. Dalam katan dengan asas kepastan
hukum, kasus Petani rumput laut di Sawanpan dapat dipakai sebagai contoh, yang

akan penulis uraikan seeara khusus.

Analisa Kasus
[. Kasus Pembongkarzn Toko Emas di Jalan Hasanudin Denpasar.
a. Sejarah obvek pembongkaran
I, Lekasi Bangunan vang menjadi obyek pembongkaran terietak di jaian
Hasanudin No.39 Denpasar, dibangun di atas tanabh milik Nyarman Senbweca,
Made Sutedra, Bsc, | Ketut Mataram, dan Tormi Wiguna vang diperolch
berdasarkan warisan darr | Retug dan Ni Jigres.
2. Bahwa tanzh tersebut pada mulanya milik dan Pun Jambe, namun pads @hun
1948 tanah tcrsebut diberikan kepada [ Solog (alm) atas jasa - jasamya

sebagal seorang  secsaon untuk selanjuinya dimihikr oleh ! Solog(] Solog

adalah kakak dan ] Retug aimarhom).
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3. Bahwa oleh karena | Retug tidak memitiki fempat tnggal maka tatiah ersebut
selanjutnya oleh | Sclog diberikan untuk dimilikn kepada 1 Retug, oleh |
Retug didirikan sebuah tempat tinggal yang jugs sekaligus dipergunakan
untuk tempat usaha menjahit.

4. Bahwa sejak tahun 1969 rumah tersebut olch 1 Retug dikontrakkan kepada
pihak lain sghagai tempat usaha dan setelah | Retug meninggal maka proses
sewa menyewa dilanjutkan oleh sterinya (Ni Jigreg) demukian séterusnya
setelab kedua orang (ua mercka meninggai, proses sewa menyewa dilanjutican
oleh ahli warisnya yang lersebut di dalam angka 1 di atas.

5. Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut di alas, selain menguasal dan
memanfaatkan tanah dan bangunan rumah tinggal tersebut, orang tua maupun
akhli wans nyz bertanggung jawab pula terhadap segala kewajiban yang
melekat pada tanah dan bangunat terscbut misalnya PEE {Pajak Burmni dan
Bangunan).Selain ity pula daiam kuwrun wakiu tersebut vang bersangkuian
tidak permah mendapatkan keberatan - Keberatan ataupun gugatan dan pshak
manapun termasuk dan Pur jambe.

6. Bahwz oleh karena didasan oleh kepercayazn dan rasa hormat terhadap Puri
Jambe, dan karens tanah tersebut merupakan “pembenan” dimasa lalu, maka
baik orang tua maupun akhli waris segan atau ewwh pakewnh untuk mengurus
surat — surat yang berkaitan dengan tanah tersebul Namun pola pikar it
berbeda dengan pela pikir akhli waris Puri jambe (AA Neurah jambe), yang
mensertifikatkan  hak milik tanah tersebut atas nama Duwe Pura

Suci/Penyungsung A A. Ngurah Jambe. Berdasarkan bukt kepemilikan
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tersebut selanjutriya A A Nguerah Jambe mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri Denpasar terhadap akhli wans tersebut angka | maupun mhak keuga
(Lic Sumirat, i Watim Tanoyo & Yuolianto dan Bowe Saputro) dalam
kapasttasnya selaku pemegang hak kontrak, dimana hingea saat ini tanah dan
bangunan tersebut masih dalam proscs sengkcta pemeriksaan tingkat kasas: di
Mahkamah Agung B.1.

b Kronologis Tindakan Dinas Tramtb Kota Denpasar,

|, Buerdasarkan laporan masvarakat, [hnas Tramub dan SatPol FF Koia
Denpasar mengadakan tindakan pencrtiban oleh petugas im Dinas Tramtib
dan Sat PolFP Kotz Denpasar terhadap toko Emas di Jalan !asanudin { Toko
Emas Melati dan Toko Emas Mirah)

2. Dan hasi! temuan dilakukan tndakan pemanggilan terhadap pemilik Toko
Emas Melati (5dr I Bowo Saputro) dan pemilik Toko Emas Mirah ¢
Sdr Yulianto Susilo)

3 Kedua pemilik tersebut telah dipanggil dan i proses pembuatan BAP
pemeriksaan oleh PPNS Dinas Tramtib dan Sat Pol PP Kota Denpasar uniuk
proses sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Nepen Denpasar sesiai
dengan pelanggaran yang dilakukan pengusaha tersebut.

4. Dar pelanggaran yang dilakukan kedua pengusaha tersebut dipersalahkan
melanggar Perda No. & Tahun 2601 tentang IMB dan Perda No. 9 Tahun 2001
tentang SitwHQ.

5. Dan pelanggaran  tersebut telah  dibenkan kesempatan kepada yang

bersangkulan untuk mengurus in — ijin sesuai dengan persyaratan, dengan
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suatt surat pemyataan yang ditandatangani tangpal 6 Mei 2004 dan 12 me
2004. Di dalam sural permyataan itu diberikan wakty selama £ 15 han dan
sejak ditandatanganinya pernyataan tersebut (sampai dengan tanggal 31 me;
2004}

6. Pada tanggal 25 Mei 2004 Dinas Tramttb dan Satpol.PP Kota Denpasar
menenma surat dan kuasa hukum 5dr. Made Sutedja, B.5c dkk, dengan
No,025/DS/A/NV2004 dengan Pokok surat “Klarnifikasi dan Mohon solusi™.
Klarifikasi dimaksudkan perfama memberikan penegasan kembali kepada
Dinas Tramtib dan Satpol PP Kotz Denpasar, bahwa bangunan tersebut adalah
mihk klien nya dengan asal - usul yang diuraikan di dalam asal usul obyek
sengketa di atas. Xedua berkenaan dengan 1tu klien yang bersanpkutan sangat
keberatan terhadap adanya pthak — pihak yang saat ini telah mengklaim
kepemiitkan tanah dan bangunan toko dimaksud ,padahal senyatanya diketahi
oleh pihak Jam tersebut, tanah masih dalam “status quo™. Ketiga, bahwa
dengan ini pula klien yang bersanghutan sangat keberatan terhadap adanya
surat permyatzan yang dibuat oleh Sdr.Bowo Saputro, tectanggal 12 Mei 2004
yang pada intinya menyatakan siap dengan segera memproses ifin — ijin dan
atau membonpgkar bangunan dimaksnd sampai dengan tanggal 31 Mei
2(M4, oleh karena yang bersanghutan bukantah pemilik bangunan tersebut,
dan bahkan juga bukan sebagai pemegang bak kontrak, Keempar bahwa
obyek sengketa yang masik dalam starms guo. Kelima berdasarkan atas semua

hal tersebut mohon kepada Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar untuk
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dapal memebenkan solusi yang terbaik dalam rangka penyclesaian masalah i
denpan bijaksana,

7. Berdasarkan Surat dan Kuasa Hukum 5dr. Sutedja, B.5c.dkk, dengan No.
025/DSANV2004 Dinas Tramtib dan Satpel PP Kota Denpasar, membenkan
tanggapan dengan surat No. 065/143/ iramub, tanggal % Juni 2004, yang 1sinya
antara lain: pertama bahwa batas wakilu vang telah ditetapkan tanggal 31 Mai
2004 telah berzkhir, kesanggupan pengurusan fjin sebagarmana lertuang di
dalam surat pemyalaan sampai saat ini belum terlaksana. Keduwa, bahwa
bangunan tempat usaha yang berada di atas anah tersebut melanggar
ketenmean Perda Propinsi Bah Perda Mo, 4/PDVDPRIY1974 dan Perda Koa
Denpasar No. & Tahun 2001 tentang IMB serta Perda Kota Denpasar No 9
Tahur 2001 tentang SITLIHO. Ketiga bahwa terhadap pein | dan ? secara
patui Dinas Tramitib dan Satpol PP Kota Denpasar telah memberikan toleransi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan vang berlaky, oleh
karena itu maka terhadap usaha tersebut harus ditutup dan harus
dibongkar sendiri dan sefak diterimanya Surat Pemeritalman ini sampa
dengan tanggal 22 Jum 2004 (sesvai pasal 12 jo Pasal 54 Perda
No A/PDVDPRIY 1974 serta Pasal 2 jo Pasal 81 Perda No.6 Tahun 2001

§. Kemudian Dinas Tramtb dan Satpel PP kembali menenma surat dar
penpacara/knasg hukum saudarz Made Sutedja, 3. Sc. No 0270SA/VE2004
tatiggal 12 Juni 2004 dengan pokok surat tentang Tanggapan dan Penepasan
Sebagai Pemitik Bangunan antara lzin dinvatakan: Merfeme bahwz Dinas

Tramtib dan Saipol PP Kota Denpasar telah salah subyck hukum dalam proses
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BAP pemberian peringatan dan pemyataan kepada Sdr. | Bowo Saputro dan
Yulianto vang kapasitasnya hukanlak permilik bangunan, dan bukan poela
schagal pemepang hak komtrak, karcna over kontrak yang diperoleh dari
Sdr.Lie Sumirat ielah berakhir sejak tanggal | Apni 2004, Kedwe terhadap hal
tersebut klien kami merasa dirugikan batk matenel maupun inmatenel, dan
temvata surat kami Mo 023/D3SANV/2004 tertanggal 24 Met 2004 ridak pernah
mendapatkan tanggapan, hahkan hanya mendapatkan surat tembusan yang
berst perningatan sampan dengan pembongkaran hangunan. Keiiga bahwa klten
kami telah berusaha keras untuk mengurus sepala bentuk tjin yang diperlukan,
letapt karena sejarah tangh yang sedemikjan jlu memerlukan waktu dan
kchyjaksanaan dad prhak vang berwenang untuk 1tu,

9. Terhadap surat dari Kuasa hukum Sdr Made Sutedje B 5c. Dinag Tramtib dan
Satpol PP Kota Denpasar mengirimkan surat Mo 065/154 Tramtib  perihal
Tanggapan dan pemberiahuan kepada kuasa hukum SdrMade Suteja B.Sc.
Dr dalam surat tersebut antara lain dinyatakan: Pertares: pada saat dilakukan
stdak gleh Tim Penertiban ljin Usaha dan Banpun bangunan Pemerintah Kota
Denpasar pada tanggal 4 Mei 2004 terhadap Toko Emas Melat di Jalan
Hasanudin No. 39 Detipasar dan Toko Emas Mimah di Jslan Hasanudin
No.39A Denpasar, tidak dapat menunjukkan Surat ljin Mendirikan Bangunan
{IMB) dan Surat ljin Tempat Usaha (SITU/ Q). Kedua dari hasil pemeriksaan
schagaimana  terluang dit  dalam  BAP  Tindzk Fidanza Ringan
No OI/VAZ004/PPNS  Tramtib  tertanggal 12 Mei 2004  dan

Na O2VPPNS/ Tramtib Tanggal 6 Mei 2004 vang bersangkutan dipersalahkan
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melanggar Perda Kota Denpasar No% Tahun 200 tentang Siu i1} dan
kepada vanp bersangkutan tefah disidang tanggal T8 Mei 2004 dengan vons
denda masig - masing Kp 300000 (Lea ratus o ropeak) [hisamping
pada saal yanp bersamaan yang bersangkidan telah menandatangann sural
pemvatgan dan tefah diberikan kesempatan untuk mengurus penjinan sesual
dengan ketentuan peratucan perundang undangan vang berlaku dar sejak
ditandatangan surat pernvataan ngeal 12 Mec 2004 sampan dengan tangeal
1 el 2004 Kefiga bahwa sceara toptka hukum duparl saudara pabami vang
menempati bangunan tersehut schagar tempat wsaha adalah [ Bowo Saputro
dan Yulsnte Susile, sebhoelumnys kamn udak tahu dan tidak mengenal kben
saudara sepert] yang tertuang dalam surat kuasa tanggal 23 Jum 2003 schagai
pemilik bangunan. Keempar bahwa secara tepas dapal disampatkan kami tdak
mempermasalahkan status kepemilikan hak alas tanah dan status Kepemilikan
alas banpunan tersebut secara hukum. Yang kami permasalabkan adalah
keberadaan banpunan tersebut schagar tempat usaha secara tertib admirmsirasi
trdak  dilengkaps dengan Ijin Mendiriken Banpunan, lin Situ HO  dan
persyaratan ijin lainoya sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang

undangan vang berlake. Kefima bahwa dengan demikian bangunan di atas
tanah terscbut dalam  posisi melanggar ketentuan Perda Propinst Babi
No 4/PDDPRIMIY74 dan kelentean Perda Kota Denpasar No.6 Tahun 2001
tentang IMB dan Perda No.%9 Takur 2001 tentang SITUYHO, maka terhadap
usaha terschut harus ditulup dan banpunan yang tidak dilengkapi IMB harus

dihomgkar sendin sejak diterimanya surat ot sampal taopgx! 2 Jub
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2004.Apabila saudara tidak mengindahkan ist surat penegasan i, maka
Pemerintah Kota Denpasar/ Tim Penertiban Bangunan dan ljin Usaha akan

bertindak sesuai prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.

10. Setelah tempat usaha disegel, kembali Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota

1L

1.

Denpasar menerima surat dan kuasa hukum saudara Budi Sidartha alias Lie
Sumirat {Luh Putu Rusmiasih) No.Surat Ag 04/K/VI2004 Tanggal 28 Juni
2004 pokok surat berkenaan dengan keberatan 1entang disegelnya pintu
bangunarn di Ji_ Hasanudin No 39 dan 39A Denpasar Berdasarkan atis surat
terscbut Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar memberikan tanggapan
dengan surat No 065/177/Tramtib yang pada prinsipnya diberitahukan bahwa
proses dan mekanisme serta solusi penegakan Perds Pemerintah Kota
denpasar, oleh kareananva Pemerintah Kota denpasar melakukan langkah —
langkah hukum bila periu tindakar pembonekaran karena persyaratan minimal
IMB tidak tespenui.

Untuk mempenegas kembali Dinas Tramtb dan Satpol PP Kota Denpasar
menginm  surat peringatan Y Pemberitahvan Neo.065/194/Tramtb  tgl.5
Agustus 2004 kepada kuasa hukum Sdr Made Sutedja,B.Sc. (Pengacara Diah
Sulistyawati,5.H. [ Putu Gede DarmawanSH.) yang pada prinsipnya
memberitahukan/mengingatkan  serta  memberi  toleransi/solusi  umtuk
memproses ijin yang dipersyaratkan dalam Perda Kota Denpasar sampai
tanggal 31 Agustus 2004,

Lebih lanjut dipertegas dengan surat tanggal No.065/229/Tramtib tanggal 27

September 2004 tentang peringatan ill/pemberitahuan kepada kuasa hukum
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Sdr Made SutedjaB.5c. dan kuasa hukum SdrBudt Sidarta alms Lie

Sumirat,pada prinsipnya memberitahukan dan mempenngatkan serta memben

solusi dengan fetap memibina serta memben kesempatan untuk memproses

ijin —1jin sampai dengan tanggal 4 Olkiobar 2004 apabila tidak terpenuhi syarat

tninimal akan dilakukan pembongkaran .

13. Sebagai persyaratan terakhir Dinas Tramtib dan Satpo! PP Kota Denpasar
tefah menginm surat No.065/242Tramtib tangeal 6 Oktober 2004 pada
prinsipnya bangunan di Jaian Hasanudin No 39 dan 39A scsuai batas wakw
tanggal 4 Gkrober 2004 akan dibongkar paksa,

Komentar.

Dan pemaparan kronolpgis kasus pembongkaran bangunan toko emas Melab
dar toko emas Mirah vang dilakukan cleh Dinas Tramtib dan Sampol PP Kota
Denpasar, ada beberapa pentanyaan yang dapat diajukan, ditinfau dan prinsip asas —
asas urnurn pemerintzhan yang baik dan juga prinsip — prinsip good povernance.

1. masalah prosedur

2. masalah kecermatan dalam bertindai

3. masalah alasan yang rasional

4. kewenangan pembongkaran yang dimiliki oleh Dinas Tramtib dan Satpoi PP
Kota Denpasar

ad,l, Masalah prosedur.

Masaigh prosedur yang dimaksud disini adalah proses pengambilan tmdakan

oleh Dinas Tramuib dan Satpol PP Kota Denpasar dalam menindaklanjuti laporan

masyarakat tentang (erjadimya pelanggaran IME dan SFTU AHO.
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Berdasatkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 13 Tahun 2001 tentang
Pembentykan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar yang dijabarkan tebih lanjut
dalam Keputusan Walikota Denpasar Nomor 350 Tahun 2001 tentang Ureian Tugas
Jabatan Pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, yang pada prinsiprya memuzt
tentang Tupoksi (tugas pokok dan funpgsi} masing — masing Dinas Daerah Kota
Denpasar ,di dalamnya ditentukan adanya Dinas Tata Kota dan Bangunan dan Dinas
Ketentraman dan Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja. Di dalam kaitannya
dengan masalah penjinan IMB vang menjadi pokok masafzh dalam kasus
pembongkaran ini, di dalam susunan orgamsasi Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota
Drenpasar terdzpat satu Sub Dinas yang berkaitan langsung dengan masalah IMB dan
pembongkaran bangunan, yaitu Sub Dinas Bangunan yang tecdini atas 3 (bga seksi)
yaitu: Seksi Tata Bangunan, Seksi Perjjinan Bangunan dan Seks<i Pengawasan dan
Pengendalian Bangunan Di dalam urmian tugas Sub Dinas Bangunan buruf f
ditentukan - Memelengearakan proses perifinan (IMB), dan pada horuf b
ditentukan : mefaksanakan pengawasan, penertiban, pengusttan dan pembongkaran
terhadap bangunan — bangunan yong tidak sesual pemanfaatan ruang kota, Tugas
Seksi Bangunan buruf i ditentukan: melaksanakan pendataan banpunan sesuai
dengan peraturan perundang mndangan yang berfaku, huruf Kk ditentukan:
melgksanakan pengawasan agar banguman menonjotkan arsitektur tradisional Bali,
Tugas seksi Perijinan Bahguman huruf f ditentukan: melaksanakan proses penerbitan
{ffin Mendirikan Bangunar (IMB} dan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Bangunan buruf f ditentukan: melaksanakan pengawssan perijinan  dan

pembangunan fisik kota agar sesuai dengan rencana tata ruang kota, dan tugas pada
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huruf h adalah melaksanakan perertiban, pengusidan dan pembongkarant bargunan
fiar vang belwm sest dengan rencana tata rueng koto. [ dalam organisasi Dinas
Ketentaman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja, Sub Dinas yang berkaitan
dengan kesus ini antara lain Sub Dinas Ketertban Operagional Penegakan Peraturan
Daerah, di dalam uraian tugas huraf h ditentukan: meloksanakon penertiban dan
pengawasan  dadministrast peripinan, peda huref @ ditentukan:  memproses
admunistrasi  periinan dan mengadakan pencatatan hasil perertiban admiistrasi
rempat usaha dan pada huruf k mewenruban tindghkan  pidana ringan atas
pelangparan peraturan daerah vang dikuatkan dengan berita acara pemeriksaan
ofeh Penvidik Pegovai Negerd Sipil,. Di dalam Sub Dinas Ketetiban Operasional
Penegakan Peraturan Dragrah terdapat dua seksi yang dapat dikaitkan dengan kasus
im yaitu Seksi Ketertiban Administrast Perijinan, di dalam uraian tugas huruf i
ditentukarn: memberikan peringatan kepada pelanggar yong tidak  mematihi
pergturan, buruf | menentukan : menertibkan pelanggar yomy tidak mematichi perda
dan menverahikon berkas pelompearan kepada PPNS untuk diproses lebih lanfa.
Sehsi Penindakan antara lain mempunyal twpas melzksanakan koordinasi
perindakan pelanpparan peratiran dasrab dengan instansi terkait.

Darl ketentuan yang diuraiakan fersebut, antara Dinas Tate Kota dan
Bangunan dan [hnas Ketrentaman Keterttban dan Satuan Polisi Pamong Praja, sama
- sama memilild kewenangan dalam pengawasan terhadap perizinan. Hanya saja di
dalam uraian tugas masing masing dines tersebut, tampak jelas bahwa masalah
perijinan Inn Mendirikan Bangunan (IMB) baik proses, pengawasan dan penindakan

metupakan kewenangan [inas Tata Kota dan Bangunan, sedangkan di dalam uraian
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tugas Dhnas Kctentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Fraja, ifin yang di
awasi tersebut adalah perifinan secara umum, dan di dalam melakukan penindakan
pun harus melzlui koordinasi dengan instansi terkail. Untuk memperjelas bagaimana
prosedur yang benar dalam kasus ini penulis mengadakan wawancara dengan Kepala
[rinas tata Kota dan Bangunan Denpasar.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Tata Kota Denpasar, prosedur
yang benar dalam rangka pemeriksasn terhadap laperan masvarakat mengenai JMB
dilakukan oleh Dinas Tata Kota, karena yang herwenang menentukan legalitas
masalah IMB adalah Dinas Tata kota. Seteiah dilakukan pendekatan dan pembinaan
kepada si pelanggar oleh Dinas Tata Kota sesual detigan peraturan perudangan yang
berlaku (memeouhi persyaratan peranan) dan telats diberikan peringatan ke tpga
termyata si pelangpar tetap tidak menpindahkannya, kasus tersebut kemudian oleh
Dinas Tata Kota diserahkan kepada Dinas Tramtb dan Satpol PP Kota Denpasar,
untuk dilakukan mmvestigzei lebih lanjut tentang kebenaran hasil pemeriksaan vang
dilakukan oleh Dmas Tata Kota tentang pelanggaran yang terjadi. Pada tahap inilah
sebenarnyg Dinas Tramitib dan Satpoi PP barz berperan dalam rangka penegakan

hukum peraturan perundangan yang berlaku.

Ad.2. Kecermatan dalam bertindak

Dan paparan kronologis tinm yang dilakukan oleh Dinas Tramtib dan
Satpel PP Kotz Denpasar terdapat ketidak cermatan dalam bertindak yaitu perintah
petribuatan pernyataan oieh subyek hukum yang salah, karena yang bersangkutan ( [

Bowo Saputro dan Yulianto} bukarlah pemilik bangunan Adalah tidak tepat
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memerintahkan orang untuk membuzt pernyataan yang menimbulkan akibat
pembongkaran terhadap bangunan tersebut padahal yang bersangkutan bukan permilik
banyunman. Dinas Tramnb dan Satpol PP Kota Denpasar juga tidak memperhatikan
surgt kuasa hukum Sdr. Made Sutedja.B.Sc yang menyatakan bahwa tanah dan

bangunan tersebut masih dalam sengheta dan masth dalam proses peradilan.

Ad.3 Alasan yang rasianal

i dslam Surat PemberitahuanPerinpatan yang dikinmkan oleh Dinas
Tramnb dan Saipel PP Kota Denpasar kepada | Bowo Saputro dan Yulianto Susiio
{bukan pemilik bangunan) dinyatakan bahwa banpunan tersebut mclanggar Perda
Prov Bali No. 4PD/DPRD/1974 dan Perda Kota Denpasar No, & Tahan 206 tentang
IMEB serta ketentuan Perda Mo. 9 Tahun 2001 tentang SITU/HO, padahal bangunan
tersebut dibangun sekitar @ahun 1969 yang pada wakiu itu perda dimaksud belum ada.
Maka tidak rasional bilamana suatu bangunan dinyatakan melanggar suatu ketentuan
yang justru pada saat dibangunnya bangunan tersebut ketentuan itu belum ada. Untuk
menghindari bangunan - bangunan tuz tidak memiiiki [jin Mendinkan Bangunan
(IMB) Walikota Denpasar telah mengeluarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor
§ Tahun 200! tentang Pemutihan Izin Mendinkzn Bangunan di wilayah kotz
Denpasar. Pemilik bangunan vanp diwakili oleh Sdr Lie Sumirat, karena dia yang
memegang hak komirak sampai dengan Tahun 200%. Ternyata usaha vang dilakukan
oich yang bersangkutan mengalami hambatan yang justru datangnya dan Kepala
Lingkungan/kelian Lyinas Banjar Suci dan Lurah Dauh Puri Kangin (lokasi bangunan

lermasuk walayah kelurahan Dauh Pun Kangin). Hal vang janggal dalam penolakan



DISERTASI "GOOD GOVERNANCE" (KEPEMERINTAHAN ... |. GUSTI NGURAH WAIROI(§A+\IA

oleh Lurah adalah bahwa Lurah permah sebagat saksi dalam Perjanjian Sewa
menyewa vang dilakukan oleh pemilik bangunan {Sdr Made Sutea, Bsc) dengan Sdr
i.ic Somiral yany dilakeksn pada tahen 2003, dan juga lurah mengetabui dan
membenarkan Surat Pemyataan wertanggal 17 Maret 2003 tentang pembayaran PBB
dengan SETPT {(NOP} 51.71.030.006.004.0012.0 atas nama Lie Sumurat yang letak
obyek pajaknya di Kecamatan Denpasar Barat Dess Dauh Pun Kangin di Jl
Hasanudin No.39 adalah untuk pemilik bangunan Sdr. Made Suteja Bse. Jadi dalam
hal it Lurak tidak konsisten, di satn sast dia mengakui dan membenarkan bahwa
bangunan itu milik Sdr. Made Suteja tetapi pada saat {ain tidak mau membenkan
sural keterangan bahwa bangunan terscbut dibangun sebefum tahun 2001, Disim
terlibiat jelas Lurah melakukan tindakan maladmimstrasi dalam bentuk tindakan
kurang adii dan dapat juga dikatakan bertindak sewenang — wenang.
Ad 4, Kewenangan pembongkaran yvang dimiliki oleb dinas tramtib dan satpol

PF Kotz Denpasar

Kewenangan melakukan tindakan paksaan pemenntah {bresfunrsdwang) vang
dimiliki oleh Dinas Tramtib dan Satpo! PP Kota Denpasar hukanltah kewenangan
yang bersifat atributrf maupun delegasi, melainkan mandat, artinya pembongkaran
bangunan memang wewenang Dinas Tramtih dan Satpol PP Kota Denpasar, tetapi
kewenangan terscbut adalah berdasarkan mandat Walikota, dengan kata lain
pembongkaran baru dapat dfla.kukan.ﬂleh Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota
Denpasar bilamana ada mandar dani Walikota (Walikota Denpasar) dajam bentuk
surat Keputusan Walikota, jadi bukar kewenangan yang mandirl. Hal i dapat diiihat

pada Keputusan Walikola Denpasar Nomor 350 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas
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Jabatzn Pada Organisasi Dinas Dacrah Kota denpasar di dalast Pasal 235 ayat (2)
ditentuikan: * Kepala Dinas delam melaksanakan togasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretans Daergh.™ Di dalam hal
perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
adalah atas nama Walikota Duz hal i membuktikan bahwa kewenangan yang
dimiliki oleh [hnas dalam pembuatan Keputusan Tata {saha Negara (perizinzn}
adalah atas mandat Walikota, artinya tidak dapat bertindak atas namanya sendir.
Sebapgai contoh prosedur pembongkaran yang benar adalah pembengkaran 8
{delapan) bangunan pertokoan di sebelah selatan Pura Desa Denpasar atzu di sebelah
wiara Pasar Badung Jalan Gajalimada Denpasar Penntah pembongkaran dituzngkan
dalam Keputusan Walikota Denpasar No.2G Tahun 2002, Jadi disini jelas terlihat
dalam kasus pembongkaran banpunan toke emas Melat dan toko emas Mirah di jalan
Hasanudin No.39 dan 39 A Dinas Tramttb dan Saipol PP Kota Denpasar telah
mengambil tindakan melampatri wewenang atau dapat dikatakan telah melakukan
maladmitustrasi dalam bentuk tindakan sewenang - wenang, karena mengambil
tindakan tidak berdasarkan atas dasar kewenangan yang sah. Bentuk maladministrasi
yang dilakukan adalah nyata- nyata berpihak pads salah satu pihak yang temyata
masih ada hubungan kelvarga
2, Kasus Pembangunan Hotel dao Penatean Pondok Petani Rumput Laut dan
Budidayanya di Kawasan Wisata Nusa Dua Sclatan, Desa Sawangan

Kasus imi diangkat untek menunjukkan kekurengcermatan Pemda Kabupaten

Badung dalam memberikan [jin Prinsip untuk pembangunan pondok petani rumput

taut tidak pada tempatnya,
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a. Kronologis kasus

i. Surat Gubernur Bali No. 593.21/23259/8B B Pem, tertanggal 3 Apgustus 1990
Perihal Persetujuan perpanjangan win prinsip pembelian tanah di daerah obyek
wisala Sawangan yang ditujukan kepada Direktur Utama P'.T, Careson Sukses
vang tembusannya dikirirmkan kepada Bupati KDH Tk [T Badung di Denpagar

2. Kepulusan Gubemur KIDH TK.1 Bali No, 590 Tahun 1991 tentang Pengaturan
Tata Ruang dan Tata Bangunan Bagian Kawasan Sawangan Kabupaten Daw 2
Badunp,  Kepetusan ol mengatur tentang peruntukan daerah Sawangan
sebagai kawasan panwisata  Berdasarkan Pasal 3 nyva dratur  tentang
pembagian peruntukan vaitu: a, Peruntukan hotel, b Peruntukan Fsilitas
penunyang pariwisata; ¢ Peruntukan campuras, d Perentukan pemukaman; ¢
Peruntukan taman dan tempat rekreasi; £ Tempat terbuka hijau.

3. Persemyjuzn Prinsip Bupatt KDH TK.!l Badunp No.640/7806/5un Prog,
tertanggzl 30 Desember 1596 vang memberikan persetujuan  prinsip
Membangun Balai Pertemuan Kelompok Petarn Rumput Laut vanp beriokasi
i Sawangan Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta.

4. Surat Dinas Penkanan No. $23.3/388/Diskan tanggal 23 Pebruar 1997 perihal
Tenda Pendafiaran Kegiatan Uszha Penkanan, berdasarkan pormohonan
pendafiaran kegatan usaha pembudidayaan rumput laut cleh | Ketut Sarka
yang berlokasi di Panta Sawangan.

5 Keputusan Bupatt KD TE T Badung No. 529 Tahun 1998 tentang Penctaparn

Lokasi Potens Budidaya Rumpur Lant di Kabupaten Dati 1] Badung, Di dalam
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lampimannya diteniukan  bahwa Kelurahan Benoa Br Sawangan merypakan
lokasi | Potens) Budidaya Rumpat Laut di Dati [T Badung.

6. Surat P D3aliprada Separa No.27 /L/BPS/XE2003 tanggal 10 Nopember
2003 perihal: Permohonan penimjauan kembali Surat Persetujuan Prinsip
Bupatl KDH TK. Badung No, 640/7806/SunProg. tangpal 30 Desember
1996 vang dityjukan Kepada Bupati KDHTK.Il Badung Salah satu
pertimbangan usulannya adaiah: Balai Pertemuan Kelompok atau Wantilan ini
berada di atas tanah sertifikat HGE No. [229/Benoa atas nama PT Bairprada
Segara atau dikenal Lot 1, dan Balai Pertemuan Kelompok atau Wanrilan ini
berada di dalam areal peruntukan panwisata. D1 dalam surat tersebut juga
disampaikan usul pengganti lokass Balai Pertemuoan Kelompok vang baru, di
batas bagat barat Lot | vang sudah disiapkan dan sudah dibuatkan Pelepasan
Hak Atas Tanah untuk fasilitas umum, scria dibuatkan bangunan wantilan dan
telah sclesar,

7. Surat  Bupati Badung WNoo 660 1/1358/Sekret.  Penhal  Permohonan
pensertifikatan tanah laba Pura, yang dityyukan kepada kelompok tani rumput
lawt “Arta Separa Murti” Sawangan Kelurahan Benoa, Kcecamatan Kuta
Selatan di dalam potn 4 dinyatakan: Berkenaan dengan bangunan balai
pertemuan kelompok tami rumput laut Anga Segara Murti yang berada dr panta
sawangun, sesuai dengan gambar uKur BIPN Badung adalah berzda di atas
HGB No. 1229 Tahun 19923, milik PT Baliprada Segara, oich karena 1tu
'erseryjuan Pringip yang karm terbitkan sesuai dengan syaral - syarat yang

ada dalam diktum persetujuan prinsip tersebut untuk terib administrasi maka
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Persetujuan Prinsip Nomor 640v/7806/SunProg akan kami tinjau wmuk
diperbaiki dan diubah sesua dengan ketentuan yang berlaku dan didukung

oleh data dan bukt - bukti yang benar dan sah secara hukem.

. Surat Bupati Badung No. 640/2558/Sekret. Penihal: Pencabutan Persstujuan

Prinsip vang ditujukan kepada Kelompok Tani Rumput Laut “Ara Segara
Mwrti® Sawangan Kelurahan Benoa, Kecamatan Kutz Selatan. Isinya amara
lain mencabut persetujuan prinsip Nomor 640/7006/Sun Prog. tertanggal 30
Desember 1996, dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun perumbangan
yang melandasinya antara lain sesuai dengan surat Bupati Badung Neomor
660 1/1358/8¢kret, tanggal 20 Februari 2004, Perihal permohonan

pensertifikatan tanah laba pura , angka 4 {lihat angka 7 di atas)

h.Komentar

Dan kronologis pemaparan kasus tersebut, ditinjau dar prinsip asas —asas

umumy pemerintshaa yang baik dan juga prinsip — prinsip good governance maka

tampak jelas bahwa Bupati tidak bertindak cermat di dalam memberikan

perseryjuan prinsip kepada Kelompok Petzni Rumpwt Laut “Arta Segara Mura™

Sawangan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, karena lokasi ity sejak tahun

1993 telah memiiiki sertifikat HGB atas nama PT Baliprada Segara dengan Nomor

1229 Tahun 1993, Ral sepert: ini seharusnya tidak akan tefadi bilamana Bupati dan

Jajarannya bekena dengan cermat Pencabutan persetujuan prinsip ini juga

mengakibatkan tidak adanys jaminan kepastian hokum bagi masyarakat dalar hal

int Kelompok Tani Rumput Eaut Arta Segara Murti untuk melakukan kegiatan yang
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pada pringipnya telah didasarkan atas keputisan Bupati sebagai penguasa di daerah

dimana lokasi bangunan dan kegiatan iy dilakukan.

3. Kasus Pembanguaan Jalan Tevkn Umar - Batu Belig Kelurahan Kerobokan
Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Eadung

Kasus ini ditampilkan untuk mewakili proses penégakan hukum di daerah
yang sesudl dengan pninsip — prinsip "good governance”

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yalan Terusan Teuku Umar -
Batu Belig pelaksanaannya dimulai tahun 1996 dengan sistem L.C. (fand
Consofidaeion), berdasarkan SK. Bupati Kepala Daerah Tk.1I Badunp Ne. 1652 Tahun
1996.di dalam pelaksanaannyva tecdapat 7 (tujuh} pemilik tanzh dan bangunan yang
terkena ruas jalan dimaksud, dan berdasarkan ketentuan yang berlaka terhadap tanah
masyarakat yang terkena program LC dikenakan peran serta LC masing — masing 20
persen. Salzh satu dari 7 {tjuh) pemilik tapah dan banguran dimaksud adalah an.

Sdr. Ni Luh Sutarsik vang sampai batas akhir tdak membongkar bangunannya,

4. Kronologis.

1. Pada tatiggal 17 September 1996 yang bersangkutan (Ni Luoh Sutarsih)
mendaftar 1L.C. Subak Kedampang paket Jalan Teuku Umar — Batu Belig di
Kantor Pertanahan Kab Badung dan pada saat it juga Ni Luh Sutarsih telah
membuat Surat Pernyataan/ Persetwjuan terhadap rencana konsolidasi tanah

perkotaan dimaksud,
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2. Pada tangeal 6 Pebroari 1997 yvang bersangkutan (N1 Lub Sutarsilt menenima
ganti tun bangunan di Kantor Camat Kota schesar Rp 206 585 970~ (dua
ratus enam jula ima ratus delapan puluh litma ribu sembilan ratus twjubh puluh
rupiah) Benta acarz Nomor 32T Pem, tanggal 4 Pebruan 1997,

Pada tangpal 8 dan 9 Pebruan [998 vang bersangKutan (N Luh Sugarsih)

1-2

dipanggil untuk musyawarah persetujuan pra desain penataant LAC. Subak
Kedampang di Banjar Penpubengan Kangn, Kelurahan Kerobokan | akan
tetape vany bersanpkutan tdak hadir karena ada kesihokan,

4. Pada bulan Desember 1998 pemenntah menunjukkan tanzsh pengganti Ni Lub
Sutarsth, akan tetapi vang bersanghutan tedak hadir hanva didiketahur olch
seorang surihannya;

5. Pada bulan april 1999 yang bersangkutan (Ni Loh Sutarsih), datang ke kantar
Pertanahan Kah Badung meogajukan keberatan atas lokasi tanah pengganti
yang dialokasikan oleh Tim terkait

6. Bahwa pada tangeal 22 Juni 1999 1"m wrkat mengadakan rapat dergan Ni
Luh Suearsih, di Bagmsn Tata Pemenntahan Setda Kabupatcn Badunp pada
pericmuan tersebut yang bersangkutan menyatakan keberatan tanah mitliknya
dipotong untuk peran serta L.C. dan tanah milikoya dikembalikan utuh sefoas
1500 m 2

7 Bahwa pada tanggal 22 Jum 1999 tersebut anpeota’Iim memberikan salusi
antara larn:

a. menetapkan 1okasi tanah penggant di Jalan Utama seluas 1200 m2 di

Hak [3 kaphing Mo 1 L.O Subak Kedampang
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h. membenkan vang bersangkutan tanah seluas 300 M2 ditempat terpisah
namun tlidak di jalan uwtama denpan membcebaskan kepada vang
hersangkutan dan pembavaran kompensasi

Pada akhir perfemugn yang bersangkutan sementarm  dapst  menenma
keputusan rapat hanva saja secara pasti masih berkoordinast dengan sang
SUATL
#  Bahwa kurang lebih 2 (duaj minggu sctelah rapat tersebut di atas, kembal
vange bersanphkutan datang ke kantor Penanahan Kab Badung vang pada
intinya menolak keputusan rapat tanpgal 22 Jum 1999 dan t¢ap menontut
tanah penggantt seluruhnya memanang ke jalan utama (tidak (erpisah)
9 Berdasarkan perntah Sekda Kab.Badung pada tanggal T8 Juni 2002 Kabag
Hukum Setda Kab Badung mengadakan keordinasi kepada vang bersangkutan
(NI Luh Swarsih}, yang hasilnya vang bersangkutan dapat menenma iokast
tanah penggant di Jalan Utama (sebeiah barat mumahtiya semula) seluas 1200
m2 lokasinya dipinggir jalan.
k. Komentar
Dan kronolops tersebut terlihat bahwa Pemenmah Kab Badung, berusaha
untuk mendengarkan keberatan warganva sehingga program pembuatan jalan Teuku
Umar - Batu Belig Kelurahan Kerohokan Kelod, Kecamatan Kuta, Kahupaten
Badung dapat terlaksana tanpa menyisikan penderitaan bagi warranya. Drithat dan
SISt a5as -- asas umum pemenmtahan vang haik dan poad povernonce pemerintah Kab

Baduny telah bertindak cermal. khususnya dalam mendengarkan keluhan masvarakal
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4. Kasus Penataan Pantai Sahuar

Pemaparan program penatzan Pantar Sanur oleh Pemenntah Kota Denpasar,
sebagai salah satu conteh kasus, scbagai penycimbang bahwa tindakan pemenntah
tidak sclalu dalam areal moledmimisrast. Walaupun sebenarmya kurang tepat
dikategorikan sebapa) suatu kasus karetta dalam pelaksanannya tidak menimbulkan
gejolak, totapr karcna program ini termasuk program yang menyangkui masyarakat
luas denpgan panjang hamparan sekitar & Km bentangan panta: dan 90 buah bangunan
yang harus dibongkar kiranya Jayak untuk ditampiikan.

a. Kronofogis

. Pemerintah Kota Denpasar merencanakan penataan Fantai Sanur, karena
banyak bangunan tanpa izin yang meppganggu keindahan dan peruntukan
pantai untuk publik dengan bentangan sepanjang 6 Km.

2 Langkah awal yang dilakukan olch Pemerintah Kotz mengadakan rapat
dengan scluruh komponen masyarakat Sanur yang dihadin oleh Yavasan
Pembangunan Sanur, L SM, Bendesa Adat, dan instans terkait.

3. Rapat tersebut menghasilkan kritenia berdasarkan kesepakatan bersama
sehagai benkut:

a Dan (rotoar ke arah pantai tidak boleh ada bangunan
b Dari trotoar ke daratan dengan ketentuan:
= Bangunan wrbuka tidak berfingkat + § meter
* Bangunan tertutup tidak bertingkat + 15 — 25 meter

= Bangunan dua iartai + 30 meter
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= Bapgmnan di atas dua {antai = 100 meter
4. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan kedalam SK Walikota Denpasar yaitu
1 Keputusan Walikota Denpasar, No.317 Tahun 2003 tentang Penataan
Kawasan Paniai Sanur Kota Denpasar
* Keputusan Walikota Denpasar No 188.45/243/HK/2003  temtang
Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pantai Sanur Kota Denpasar
5. Tim mengadakan sosialisasi kepada seiuwrsh masyarakat baik melalw tatap
muka di Banjar - Banjar se-wilayah Desa Sanur dan juga interaktif di TV dan
RRI serta Radic Pemkot dengan memberikan kesempatan kepada warga
masyarakat untyk mengemukakan pendapat dan samn serta kritk terhadap
program yang dicanangkan dan sosialisasi tersebut dilakukan berkali — kali
6. Dari hasil sostalisasi tersebut didapat kesimpulan bahwa selunih masyarakat
setuju terhadap program penataan pantai Sanur.
7. Jumlah bangunan yang dibongkar sebanyak 90 buah denpan biaya bongkar
sebesar Rp.70.000.000 (wjuh pudub juta rupiah).
a. Analisa
Dart kromologis perencanaan sampai dengan pelaksanaan program yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar terlihat jelas partisipasi masyaraiat di
dalam merencanakan, pelaksanaan program penataan Pantai Sanur, sehingga program
menddapat dukungan penvh oleh masyarakat. Program penataan Pantai Sanur ini dapat

dipakai sebagai contoh pelaksanaan program pemenintah yang sesuai dengan prinsip
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asas — asas umum pemenntzhan yang batk dan juga prinsip - ponsip good
BUvErnanee

Dan pemaparan keempat kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesua:
tidaknya proses pencgakan hukum di deerah, sangat terpantung pada  kebijakan
pejabat yang berwenang untuk itu. Maka dari ity perlu drbentuk suatu aturan hukum
dalam bentuk Perda atau Peraturan Kepala Dacrah vang mengatur sccara Khusus
tentang prosedur penegakan hukum terthadap produk hukum dagrab yang isinya
memual ketentuan tentang prosedur yang hanis dilzkukan oleh Dinas terkait dalam
penegakan hukum. Substanst poraturan terscbut hendaknya sesuat dengan prinsip —
prinsip good governance seperti Asas Kecermatan {principle of carefuiness) yang
terdiri atas persiapan vang cennat, [nvestigasi (carefulness investigation), dengar
pendapal {carifuiness hearing), publikas) (carefiiness publicanon). Asas Alasan
yang rasional (principle of reasoning) dan asas kepastian hukum (the principle of
fegal ceriginty). Dengan diaturiyz prosedur penegakan hukum dalam peraturan
dagerah, maka masyarakat umum dapat menpetahui secara past teatang prosedur
terscbut, dan langsung dapar mengawasi pelaksanaannya, sehingga proses penegzkan
hukum di daerah berlangsung secara transparan dan konsisten, serta dapat menjamin
kepashan hukum bagi masyarakat yang terkena pembongkaran mengenai apa hak
dan kewajiban yang rmercka dapat dan harus lakukan Hal i penting untuk
menghindarkan tenadinya tindakan - tindakan maladministrasi oleh petugas yang

melakukan penegakan hukum
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4.3.3. Kontrol terhadap pelaksanaan penegakat hukum,

[n dalam anak sub bab it dikap tentane kontral terhadap pelaksanaan
pencprakan hukum yang dilakukan olch aparatur pemerintah daerah dalam rangka
peneyakan produk hukwm dasrah Wuojed penepakan hukem vang dilakukan oleh
aparatur pemerintah dalam kaitannya dengan pembzhasan sub bab int adalah dalam
bentuk paksaan pemenntah atau pencabutan 1zin yang felah diberikan sebelumnya.

3 dalam pembahasan anak sub bab. 431, telah divraikan tentang prosedur
penerakan hukumn dan kemudian o dalam anak sub bab 4.3 2 diuraikan tentang
aspek substansi dari penggakan hukum yaite dari sisi asas kepastian hukum. B dalam
pelaksanaan pencgakan hukwm terscbul kemunpkinan bisa terjadi suatu tindakan
yang tidak patut atau yang diszbut jupa dengan istilah moladmimsieas: baik itu
diwwyudkan dalam bentuk keputusan {heschikking) maupun dalam tindakan nyata
yang ditakukan olch petugas dilapangan pada saat melakukan pembongkaran. Untuk
menghindzn tenadinya praktek mofadministrasi tersebut perlu dilakukan kontrol
terhadap pelaksanaan penegakan hukum vang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

Untuk maksud ters¢ebut pembahasan di dalam  anak sub bab ini dibag atas
dua atiak anak sub hab yaitu: 1} kontral intern ofch pejabat atasan langsung dan 23,

kontrol eksternal yang terdin atas kontrol vudistal dan kontrol non yudisial.

4.3.3.1. Kontral iotern oleh pejabat atasan
Istriah kontrol disini adatah padanan kata contredimg dalam bahasa Ingpris
yvang merupakan salah saty fungs dasar managemen, vang dalam hahasa Indonesia

dikenal dengan istilah pengpawasan™ Konual tpengawasan) schagai salah saty
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fungsi dasar manajemen hampir selalu ditampilkan eleh para sarjana managemen
dalam mengemukakan fungsi — fungsi dasar managemen, sepertt: Henry Favol
dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Managemernt mengintrodusir
fungsi — fungsi manajemen “POCCC™ (plamming, organizing, comntanding,
coordinaeing dan controlling), Harold Koontz dan Cyriil O Donnel dalam
bukunya yang berjudui Principles of management, mengintrodusir fungsi - fungst
manaiemen POSDC { planning, orpanizing, staffing, directing, controliing). John F
Mee, mengintrodusir fungsi - fungsi manajemen POMC (pfanming, organizing,
motivating dan confrolffing). Sondang P Siagian, mengittrodusir fungs — fungsi
manajemen 5 P (perencanaan (penning), pengorganisesian {organizing), pemberian
motivasi (motivating), pengawasan (controlling) dan penijiaian (evafuating). George
R, Terry dalam bulunys yang bequdel Principles of Management,
mengklasifikasikan fungsi — fungsi managemen dengan akionim POAC ( planning,
srganizing, actuating, controllingy™

Dajam kaitannya dengan pengertian konatroling (pengawasan) masing —
masing sarjana memberikan pengertiantiya sendini — sendin yang pada prinsipnya ads
persamasn unsur — unsur yang dikemukakan Di dalam bukunya terscbut di atas
George R Terry mengartikan pengawasan {corirsifing) sebagal “mendeterminasi
apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kegja dan apabila
periu , menerapkan tindakan — tindskan korektif sehingga hasi! peketjaan sesuai
dengan rencana- rencana’ . Sondang P Siagian, mengartikan pengawasan sebagai

proses pengamatan daripada pelaksanaan selurub kegiatan organisasi untuk menjamin
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agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesua dengan réhcana
vang telah ditentukan scbelutnnya’™,

Dan pengertian yang dibenikan oleh dua sapana tersebut dapat disimpulkan
bahwa pengawasan {confrofiing) adalah aktivitas, untuk menemuokan, mengoreksi
penyimpangat — penvimpangan dani akuvitas yang telab direncanakan Dari sini pula
terlihat adanya hubungan yang erat antara perencanaan dengan pengawasan,

Pengertian yang cukup menarik dikemukakan oleh Sujamto dikatakannya:
fungsi comtraffing  dalam  babasa Indonesia mempunvai dua padanan  yaru
“pengawasan” dan “pengendalian”. Pengawasan diartikan dalam arti sempit sebagai
“segala usaha ataw kematan umtuk mengetabwi dan menilal kenyataan yang
schenamya tentang pelaksanaan tugas atzu pekerjazn, apakah sesuai dengan yang
semestinya atau tidak™. adapun pengendalian ity pengeriiannya lebih forcefud dan
pada pengawasan, yaitu scbagai “sepala uwsaha atauw kepnatan untuk menjamin dan
mengarahkan agar pelaksanaan fugas atau pekerjaan begalan sesuai dengan vang
semestinya™" selanjutnya dikatakan bahwa sebenamya di dalam pen gendalian sudah
termasuk pengawasan dalam arfi sempit, karema tidak mungkin  melakukan
pengendalian  tanpa  mengawasinya. Kelebthan pengendalian  adalah  adanva
kewenangan tindakan korektif . Undang — Undang No.32 mempergunakan istilah
pembinaan dan pengawasan suanyg istilah yanyg kabur

Pengertian kontrol {pengawasan} intern pejabat atasan di dalam seb bab ini
dimaksudkan sebagai pengawssan atasan langsung.  Secara  normatif  istilah

pengawasan atzsan [angsung dapat ditemukan di dalam lnstruks Presiden Repunlik
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Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanzan Pengawasan. Di
dalam Pasal 2 ayat (1) Instruksi Presiden tersebut ditentukan:
{1) Pengawasan terdiri;
a Pengawasan yang dilakukan oleh pimptnan/atasan langsung ,
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
b Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat
pengawasan
Penpawasan yang diatur i dalam huruf a tersebut di atas kemudian diatur di
dalam Bab ¥ sebagai judul bab yain: Pengawasan Atasan Langsung, namun demikian
tidak diberikan pengertian secara normatif apa yang dimaksud dengan pengawasan
atasan langsunp tersebut, anehnya lag istuah pengawasan atasan langsung i serta
mesta hilang di dalam bab [ tersebut, dengan kata lain iatilah pengawasan atasan
langsung ttu hanya dipergunakan sebagai judul bab. Untuk lebih jelasnya pemahaman
tentang hal ini penulis kutp secara keselusuhan ketentuan Bab 11 Instruksi Presiden
Notmor 15 Tahun 1983
Bab Il
Pengawasan Atasan Langsung
Pasal 3

{17 Pimpinan semuoa satuan organisasi pemenintahan, iermasuk proyek
pembangunan di lingkungan Departemnen/Lembaga /Instansi
lainya, menciptakan pengawasan melekst dan meninpghkarkan
mutu dalam lingkvngan tugasnya masing — masing

{2} Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:

a Melalui penggansan struktur orpamisesi yang jelas dengan
pembagian tugas dan fungsi beserta uraignnys yang jelas pula;

b Melalui perincian kebijaksasan pelaksanzan yang dituangkan
secara  tertulis yang dapat menjadi  pegangan  datam
pelaksanaanhya oleh bawahan yang menerima pelimpahan
wewenang dan atasan;
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¢ Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yatg
harus dilaksanakan, bentok hubungan kerfa antar kegiatan
tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran
yang harus dicapainya;

d  Melalu prosedur kerja vang mempakan perunjuk pelaksanaan
vang jelas dan atasan kepada bawahan;

¢ Melalui pencatatan hasil kera serta pelaporznnya yang
mnerupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informast yang
diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan
pertangpungjawaban |, baik mengenai  pelaksanaan  tupas
maupun mengenai pengelolaan keuangan ;

{ Melalui pembinaan persaml yang terus menemis agar para
pelaksana memjadi unstr yang mampu melaksanakan dengan
baik tugas yang menjadi tangung jawabnya dan tidak
melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud seria
kepentingan tugasnys

{(3) Adanya aparat pengawasan fungsional dalam  suatu  satuan
orgarusasi pemenntahan tdak mengurangi pelaksanzan dan
peningkatan pengawasan melekat yang harus dilakukan oleh
atasan terhadap bawahan.

Dart substanst ketenman Bab II Pasal 3 Iopres Nomor 15 Tahun 1983
terscbut, istilah pengawasan atasan lanpsung hanya dijumpai di dalam judul bab,
sedangkan dalam wraian selanjutnya dipergunakan istiiah pengawasan melekat,
schingga dapat disimpulkan bahwa pengewasan atasan langsung tidak lain adalah
pengawasan melekat, yaitu pengawasan vyang dilekukan oleh atasan terhadap
bawahan Kesimpuian ini ditank dan ketentuan pasat 3 ayat (1) pada bagian kalimat:
...” Pimpinan semua satuan organisasi pemerinizhan, termasuk proyek pembangunan
di lngkungan departemen/iembaga/instansi lainnya, menciptakan pengawasan
melekat ..."  dan ketentuan pasal 3 ayat {3} pada bagian kalimat : ... " gdanya
pengawasan fungsional tidak mengurangi pelaksanaan dan peningkatan pengawasan

meiekat yang harus dilakukan olch atasan terhadap bawahan™. Dan formulas



DISERTASI "GOOD GOVERNANCE" (KEPEMERINTAHAN ... I. GUSTI NGURAH WAIROCANA
RIR

kalimat tersebut, maka akan sangat mudah disimpulkan bahwa pengawasan atasan
langsung 1tu tdak lain adalah pengawasan melckat.

Terhadap kedua istilah tersebul (pengawasan atasan langsung dan pengawasan
melekat) Sujamro bempendapal tidak persis sama, dikatakannya bahwa ketentuan
pasal 3 ayat (2) memang merupakan jalur - falur pengawasan melekat, etzp
schenarnya belum mencakup semua jalur. Keenam jalur tersebut olch Sujamto
disebut sebagai “"Sistem Peneendalian Manajemen”. D samping stu semus, masih ada
satu jalur pokok latn yang jugs termasuk ke dalam pengertian pengawasan meickat
yaitll berupa findokan atal kegiotan atau wiohe untuk mengawas dan mengendalikan
anak buah sccam langsung, yang harus dilakukan sendini oleh setiap pimpinan
organisasi yang bagaimanapun juga yany discbutnya sebapal penguwasan atasan
langsung, Jadi menurut Sefamio pengeriian pengawasan melekat lebih luas dani pada

pengawasan atasan langsung, Uniuk memudahkan mengingat dituangkan dalam suatu

rmus -
i
WASEAT — PAL + SPM
Keterangan:
WASKAT = pengawasan melckat
BAL = penpawasan alasan kangsung
Y B! = system pengendalian manajemen

Dxalam kastannva dengan pendapat Sujamto tersebut, penalis mendekaty dan
sisi normatil, dengan jalan penafSiran sistematis, yaiw dengan cara mengkaitkan
ketentuan pasal | sampal dengan pasal 3, penulis berpendapal bahwa pengawasan

atasan Jangsung sama dengan pengawasan melekat.



DISERTASI "GOOD GOVERNANCE" (KEPEMERINTAHAN ... I. GUSTI NGURAH WAIROCANA
RIE!

Seperti  halnya pengertian  pengawasan  atasan  langsung,  pengertian
pengawasan melekat pun tidak dirumuskan di dalam Inpres Nomor 13 tahun 1983,
Hadari Nawawi , dalam bukunya yang beqgudul © Pengawasan Melekat Di
Lingkungan Aparatur Pemerintah™ memberikan duza pengertian pengawasan melekat
sebagai berfkut: Pengawasan melekat scbagai pefaksanaan fungsi Komrol dalam
manajemen fadministrasi dapat diartikan sebagai benkut:

|. pengawasan melekat {(WASKAT) adalah proses pemantauan ,
pernenksaan dan ¢valuasi yang dilakukan secara berdava dan
berhasil guna oleh pimpinan unit/organtsast kerja techadap
fungsi semua komponen untuk mewujudkan kera di lingkungan
masing — masing, agar secara terns menems berfungsi secara
maksimal dalain melaksanakan tugas pokok yang terarah pada
pencaparan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. pengawasan melekat (WASKAT) adalah proses pemantauan |
pemeniksaandan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan
berhasi? puna oich pimpinan unit/organisasi kerja terhadap

sumber — sumber kena untuk mengeiznol  kelemahan —
kclemahan atan kekurangan — kekurangannya agar dapat

diperbailc oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang vang
{ebih tnpgi demi tercapainya hujusn yang telah dirumuskan
sebelumnya.

Dan kedua pengertian yang diberikan tersebut pengertian pertama lehih luas
dibandrngkan dengan pengertian yang kedua Pengertian kedua sifatnya lebth Khusus
dan operasional yang dapat dipadankan dengan pengertian pengendalian menurut
Sujamis,

Pengertian pengawasan dermikian loas, oleh karemanva jemisnya pun {entu
sangat bervanasi dan tentunya iebth banyak didekati dati sisi manajemen, karena
masaiah pengawasan ini memang lerletak dalam bidang mangjemen. Sondang P

Siugiam, melihat pengawasan dan sudut prosesnya membagt pengawasan atas dua
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“ yang

macam vaitu: Pengawasan langsunp dan pengawasan tidak langsung.
dimaksud dengan pengawasan langsung adalab apabifa pimpinan  orgamsas
mengadakan sendin pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dyalankan, dapat
betbentuk: inspeksi langsung. on- the- spol observation; on- the spof repart.
Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini
dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, dapat berbentuk
tertulis atau lisan.”®” Bagir Manan, dalarm bukunya yang begudul “Hubungan Antara
Pusat dan Daerah Menurt Undang — Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia
Tahur 1943 membedakan pengawasan atas: Pengawasan preventif ;, represtf, dan
pengawasan posiif.  Pengawasan positf dapat dalam bentuk pembuatan petunjuk
atzun pedomandisecbut pengawasan positif, karena pemenintabh tingkat lebih atas
berimsiauf melakukan tindakan menghalang (regen) kelalaian (nafaren). dengan
adanya bentuk pengawasan positif ini menimbulkan cara penggolongan lain yaituo
pengawasan positit dan negatif. Disebut penpawasen neganf karena hanys
menghalangt suatu tindakan yang sudah dilekukan beik tindakan yang belum
mempunyai akibat hzkum maupun yang sudah memilikz akibat hukum. Pengawasan
preventif dan represif digolongkan ke dalam bentuk pengawasan negatif’™ Dalam
kaitannyz dengan jenis pengawasan, maka jenis pengawasan yang dikemukakan oleh
Paulus Effendie Lotulung lebih relevan dikemukakan, karena mendekati
pengawasan dari sisi hukum. Dalam bukunya yang benudul * Beberapa Sistem
Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah” mengartikan pengawasan
sebagal upaya unituk menghindari terjadinya kekeliruan — kekeliruan baik disengaja

maupun lidak disengaja sebagai usaha preventif, atau juga uniuk memperbaikinya
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apabila sudah terjadi kekeliman itu, sehagai usaha represif | Selanjutnya Paulus
Effendie Lotulung membag: kontrol darl tiga aspek yaitu - {1} kelembagaan (yang
dikontrol dan yang melaksanakan kontrol}, (2) waktu pelaksanaan pengawasan | (3)
aspek vang diawasi’” Dipandang dari kelembagaan, pengawasan dapat dibedakan
alas; kontrol intem {muernad controfy dan kontrol eksiern fexternal control). Koatrol
intern adalzh pengawasan yang dilakukan oleh suatu badanforgan yang secara
struklural masih termasuk orgawsasi dalam  lingkupgan pemerintah. Misalnya
peiigawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya sccara
hierarkis. Bentuk kontrol semacam ) dapat digolongkan daiam jents kontrol teknis -
administratif atau bwilt-in conmfro/. Kontrol ekstern adalah pengawasan yang
dilakukan badan/organ secara struktur berada di luar pemernntah (eksekutif) misalnva
kewired  kewanpan yang dilakukan oleh BPK; komfrol sosial melalui Lembaga
Swadaya Masyarakat, komteal pofitis yang dilakukan oleh MFPR, DPR, DPRD
terhadap pemerintah, kontrol reaktif yang dilakukan secarm tidzk langsung melalui
badan peradilan (fudicial coniral) antara lain peradilan umum dan peradilan
administrasi maupun badan Lain seperti Komisi Ombudsman Nasional *™ Dipandang
dari waktu pelaksanaan pengawasan, pengawasan dapat dibedakan menjadi kontrol a-
priort dan kontrol a-posteriori, Kontrol a-priori adalzh pengawasan yvang dilakukan
sehelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan
pemerintah atau peraturan lainnya vang menjadi wewenang pemerintah,”™ Kontrol
a-posteriori, adalah pengawzsan vyanp dilakukan sesudah  dikeluarkan suam
keputusan alau ketetapan pemerintah atau sesudah tejadinya tindakan pemenntah.’™

[pandang dan aspek yang diawast, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan
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dari sepi hukum dan pengawasan scpl kemanfaatan. Pengawasan sefi hukum
{legalitas) vaine pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi — seg hukunnya
saja frechimatigheid), contoh pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan
ffudicial control) sedangkan Pengawasan segi kemanfaatan, yartu pengawasan yang
ditujukan untuk memlal seg kemanfaatannya tdoetmangherdy ™
Kontrol s-priori makmanya sama dengan pengawasan preventif yang
thkemukakan oleh Bagir Manan'”", Penpawasan preventit juga diatur di datam UU
No.32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Dacrah yang divraikan di dalam penjelasan
umum angka 9 vang berjudul Pembinaan darn Pengawasan. Pengawasan yang
dilakukan pemenmtah teckait dengan penyelenggaraaan orusan pemerintahan dan titik
sentralnya pada peraturan daerah dan peraturan kepaia daerah. Dalam  hal
pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilakukan dengan
duga cara yaiu
1) Pengzwasan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) yang mengatur:
pajak daerah; retribusi dacrah; APBD; dan RUTR sebelum disahkan oleh
kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menten Dalam Negen uittuk
Raperda Provinsi, dan oleh Gubernur terbadap Ranperda KabupatenXota
2) Pengawasan tcrhadap semua peraturan dacrabh di luar angka I, wajib
disampaikan kepada Menten Dalam Neperi untuk Raperda Provinsi, dan
oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten®ota untuk memperoleh
klanfikasi. Terhadap peraturan  daerah  yang  bertentangan  dengan
kepentingan umum dan paraturan yang [ebik unggr dapat dibatalkan sesuai

menkanisme yang berlaku
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Penpawiasatt a-posteriori ini sepadan dengan pengawasan represif yang
disampaikan oleh Bagir Manan, dalam bukunya yang sama mengadikan pengawasan
represif scbagai pengawasan yang dilakukan setelah suatu keputusan mempunya
akibat hukum {rechtsgevnlgen)’™ dan dikena! juga di dalam UU No.32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Dacrah dalam penjelasan wmum angka 9 yang berjudul
Pembinaan dan Pengawasan ' ... Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada
penyelenggar pemerintahan dzerah apabila diketewukan adapya penyimpangan
dan pelanggaren oleh penyelenggara pemerintahan daetah tersebut... ™

Kontral segi  hukum  (rechrmatigheid)  dan  kontrol  segi  manfaat
{doefmatigherd) dapat disepadankan dengan pengawasan melekat, karena dalam
pengawasan melekat tidak saja pengawasan dan aspek hukum semata tetapi juga dan
3151 maniaat.

Dalam kaitannys dengan kontrol intern pengawasan langsung dari atasan
dalam pelaksanaan penegakan hukum di daerah sebagaimana yang dikaji dalam anak
sub bab ini, yang dimakspd dengan atasan langsung dari petugas penegak hukum di
lapangan adalah kepala dinas. Dailam kasus pembongkaran bangunan misalnya, ada
dua dinas vang terlibat langsung dan bertanggung jawah techadap pelaksanaan
pembongkaran vaitn Dinas Tata Kotz dan Bangunan serta Dinas Ketentraman
Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas Tata Kota dan Bangunan
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembongkaran banpunan, sedangkan Dinas
Ketentraman Ketertiban dan satuan Pelisi Pameng Praja bertangeung jawab terhadap
masalah teknis administrasi, seperti pencatatan dan penyimpanan barang — barang

yang ada dr dalam bangunan yang akan dibengkar. Dengan demikian bilamana terjad
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kesalahan i dalam pelaksanaannya tinggal melihat dalam hal ape kesalahan mu
dilakukan, apakah dalam hal tekins pembongkaran bangunan, atau dalam hal teknis
administrasi. Bila kesalahan terjadi dalam pekerjaan pembongkaran bangunan, maka
Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan yang bertanggung jawab, sedangkan kalau
kesalahan vang terjadi dalam pekerjaan yang bersifat tekms administrasi, maka
kepale Dinas Tramiib dan satpol PP vang bertanggung jawab.

Ketentuan mengenai tanggung jawab atasan langsung terhadap pelaksanaan
tugas bawahan, diatur di dalam peraturan daerah atau keputusan kepala dagrah, yang
mengatur tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi} masing — masing dinas. Untuk
kota Denpasar diatur di dalam Kepotusaan Walikota Denpasar Nomeor 350 Tahun
2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Crganisasi Dinas Dacrah Kota Denpasar,
Untuk Dinas Tata Kota dan Bangunan dapat distmnpulkan dars ketentuan Pasal 20 ayat
{1y huruf & f g h dan i yang menentukan sehagai berikut;

Pasal 26 ayat (1) Kepala Dhinas mempunyai tugas:

¢. mengatur mendistribusikan dan mepgkoordinasikan tugas — tuges

bawahan sesuai dengan bidangnya masing — masing;

f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serfa pengawsasan kepada

bawahan

g2 memeriksa hasil kerja bawahan

b, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan

i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota

i dalam Pasat 235 ayat {1} huruf de fgh, dengan formulasi yang sama
dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) tersebut di atas diatur temtang tugas Kepala Dinas
Ketentraman Ketettiban dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dan uraiap tugas tersebut tampak jelas bahwa pengawasan langsting tethadap

kinerga bawahan dilakukan oleh kepala dinas, vang sekaligus beranggung jawab
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terhadap hasi) kerja bawzhan dan basilnya dipertanggungjawabkan kepada atasan
dalam hal ini Walikota. Dengan demikian logikanya bilamana bawahan melakukan
kesalahan dalam pelaksanaan tugas, yang bertanggung jawab adalah kepala dinas.
Sebagai kensekuensi beban tanggung jaweb yang ada dipundak kepala dinas, maka
kepala dinzs memertksa hasil kerja bawahan dan dapat melakukan tindakan korektif

dan bahkan sanksi kepada bawahan yang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan

tugas.

Penjatuban sanksi terhadap bawahan mengacu pada ketentuan Peranran
Pemerintah Nomeor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawal Negeri Sipit
Pasal 6 yang mengatur hal ~ hal sebagai berikut:

Avat (1} Tingkat hukuman disiphin terdin atas:
a.  hukuman disiplin ringan
b. hukuman disiplin sedang
¢. hukuman disiplin berat
Avat {2} Jenis huloemas disiplin ringan terdini atas:
a  tegoran lisan
b. teporan tertulis
¢ pemnyataan tidak puas secara termulis
Ayat (3) Jems hukuman distplin sedang terdin atas:
a. penundazn kenaikan gaji berkala untuk paling lama ! (satu) tahus
b. pehuninan gaji sebessr satu kali kenaikan gaji berkala unmuk paling
lama 1 (satu) tahun can;
c. penundaan kenzikan pangkal untuk pahng lamta 1 (sat) tahon
Ayat (4) Jenis hukuman disiplin berat terdir atas:
a penurunan panpkat pada pangkat vang stingkat lebih rendah untuk
paling lama 1 (satu} tahun
b. pembebaszan dar jabatan;
c. pemberhentian denigan hormat tdak atas permintazn  sendiri
sebagar Pegawal Negen Sipilidan
d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagal Pegawai Negeri Sipil
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Dan ketentuan tentang hukuman disiplin tersebut, dapat disimputikan bahwa
jenmis sanksi yang dapat dijatubkan dalam koenurol imtern (pengawasan atasan
Jangsung) adalah sanksi admimstratif

Dari kajian yang telah divraikan di atas dapat disimpulkan bahwa perngawasan
intern gleh atasan langsung adalah sama dengan pengawasan melekat yang dimaksud
dalam Inpres Nomor 15 Tahon 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawsan
Atasan langsung adalah pimpinan unit organisasi, dalam kaitan dengan kajian ini
adalah Kepala Dinas. Jems hukuman yang dijatuhkan adalah mengacu pada ketentuan

dalam Peraturan Pemenntah Momor 30 Tahun 1980

5.3.3.2. Kaontrol eksternal

Dalam mengartikan pengawasan eksternal penulis mempergunakan pengertian
pengawasan ekstemnal yang diberikan oleh  Paolus Effepdie Lotulung yailu
pengawasan yang dilakukan oleh badanforgan secam struktur organisasi berada di
lzar pemenintahen delam arti eksekutf, vang depat berbentuk kontrol fungsional
datam bidang keuangon vang dilakukan oleh BPK (Badan Pemenksa Keuangan);
kontrel sosial yang dilakukan oleh masvarakat melalui LSM (Lembaga  Sosial
Masyarakat ) termasuk media massa atan kelompok masvarakat yang berminat dalam
bidang erentu ; kontrol palitis yang dilakukan oleh MPR, DPR dan [3PRD terhadap
pernénntah, kontral reaktit  yang dilakukan secara ndak langsung melalui badan
peradilan (fudicioal comrod) antara lam peradiltan umum dan peradilan admimstras.

Mengingat demikian hervariasinya bemuk kontrol vang tenmasuk di dalam

kontral ekslermn ni, maka penulis mengelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kontrol
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yang dilakukan oleh badanforganisast di tuar badan peradilan yang penulis sebut
sebagai kontrol non yudisial, dan kontrol yang dilakukan melalui badan peradilan
vang penulis sebut dengan kontrol yudisial.

Ditinjau dari tindak pemeriniahan, tindakan penegakan hukum tcrmasuk
dalamm tindak pemerintahan berdasarkan atas hukum publik, karena kegiatan
penegakan hukum dalam bentuk paksaan pemerintah (bestuursdwang) dilakukan
berdasarkan atas keputusan tata usaha negara. Namun demikian di dalam pelaksanasn
pembongkaran mungkin saja terjadi suatu perbuatan yang dapat dikatagorikan
sebagai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Dengan demikian ada dua
kemmungkinan obvek kontrol vudisial, yaitu kentrol terhadap keputusan tata usaha
negara (ktuni) yang memgikan, dan terkadap tindakan faktual yang merugikan dalam
pelaksanaan penegakan hukum, Dengan demikian jenis kontral yudisiat yang dibahas
di dalem anak sub bab ini adaiah kontral yudisial melalni peradilan tata usaha negara
dan kontrol yudisial melalui badan peradilan wnum untuk perbuatan melanggar

hukum aleh penguasa {onrechtmatig overheidsdaad).

a) Kontrol yudisiak
a. 1. Peradilan Tala Usaha Megara.

Di dalam pembahasan mengenal prosedur penegakan hukum di daergh 4.3,
khususnya di dalam analisa kasus, dijelaskan bahwa pembongkaran bangunan
dilakukan berdasarkan atas surat keputusan kepala daerah {ktun). Terhadap keputusan
tersebut kemungkinan terjadi ketidakpuasan dan pihak yang dikenai keputusan, untuk

itu sarana kontrol yang dapat diternpuh oleh pikak yang terkena keputusan adalzh
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melalus sarana adminestranl’ vaitu dalam bentuk pengajuan keberatan atan kontrol
atasan lanpsung,  dalam hukum  admimstras: dikenal dengan ssnlah banding
adminestralil {admrmistraiief deroen akan dibahas kemudian) atan kontrol dengan
bantuan badan peradilan.

Pertamyaan vang muncul adalah apakah keputusan kepala daerah tersebul
dapat dikatagorikan sebapal keputusan tata usaha negara sebagaimana dialur dalam
ketenban pasal | oangka 3 Undang — Undanpg Nomor 5 whun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, vang kemudian diubah dengan Uindang — undang Nomor 9 i'zhun
2004 tentang  Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 3 Tabun 980 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

Konsep keputusan tata usaha nepara dirumuskan di dalam Pasal 1.3 UU No.s
Tahun 1986 functo UL Na. % Tahun 204, keputusan 1ata usaha negara adalah:

' Penetapan teriulis

& Yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat (sla usaha nepara

*  Yang berisi tindakan hukwm tata usaha nepara yvang berdasarkan peraturan
perundartg  undangan vang berlaku

*  Yang bersitat kongknt, individual

»  [Jan ltnai

*  Yang menimbulkan akibat  hukum bagl seseorang atau badan  hukum
perdata’””

[ dalam penjelasan Pasal |3 dijelaskan hal  hal sebagai berikut: Isiilah
peneiapen foriulis tidak menurjuk pada bermuk keputusan, misalmya keputusan
pengangkatan, melmnkan pada s keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat wata usaha negara. Persyaratan teriulis oleh pembuat undane — undang

hanvalah untuk mempermudah dalam hal pembuktian. Oleh karenanys sebuah memo

atau now dinas dapat dikateporikar schaga keputusan Badan 2tau Pejabal tata usaha
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negara apabila jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang
mengeluarkannya, b. maksud serta hal mengenai apa isi tulisan 1u; ¢, kepada siapa
tulisan itu ditmakan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara adalah Badan atau Pejabal di pusat dan dacrah yang melakukat
kematan yang bersifat cksekutif findakan hukum Tata {/saha Negara adalah
perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara vang dapat menimbulkan
hak dan kewajiban pada arang lam, bisa dicoatohkan misalnya pemberian atau
pencabutan izin Bersifat kongirer arlinya obyek vang diputuskan dalam keputusan
tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud terientu atau dapat ditentukan misalnya izin
usaha bagi si A, pemberhentian s1 B sebagai pegawal negeri. Contoh i menurut
hemat penulis kuranp tepat atau berlebihan, seharusnya cukup tentang izin usaha,
pemberhentian pepawai, $anpa harus menunjuk sescorang, karena yang disasar ad=lah
wujud tindakan yvang dilakukan Penambahan nama sesecrang itw nantinya pada
penpertian individual, seperti dijelaskan bersifat individual artinya Keputusan Tata
Usaha Negara itu tidak ditgjukan untuk wnum, tetaps tertentu baik alamat maupun
vang dituju. Kalau yzhg dituu ttu lebib dan sets, fiap - tiap nama orang yang terkena
keputusan itu disehutkan . Umpamanya keputusan tentang pembustan atau pelebaran
jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama - nama orang vang terkena
keputusan tersebut. Dengan penjelasan tentang makna individual ini meyakinkan
pendapat penulis bahwa contoh yany diberikan wntuk pengertian kongkrit Hidak tepat,
karena menyangkut obyek atau wujud tindakan Badan atau Pejahat tata usaba negara,
sedangkan pengertian individuat menyangkut subyek {orang } yang terkena keputusan

tata usaha negara. Bersyfar final artinya sudah difinitif dan karenanya dapat
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menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi
atasant atau mstansi lain belum bersifat finzl karenanya belum dapat menimbulkan
suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan Misalnya pengangkatan
pegawai negerl, masih memerlukan persetujtian dan  Badan  Admingstrasi
Kepegawaian Negara, Terhadap penpertian keputusan tata usaha negara sebagaimana
diatur di dalam Pasal 1.3 UlJ No.5 Talun 1986 yang diperbeharui dengan U No.9
Tahun 2604 tentang Perubghan Atas Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usahz Negara, Philipus M Hadjon™, dalam wulisannya yang berjudul
Mdiciol Review of Administrative Actions and Governmental  Liabifity in
{ndanesia” yang dimuat dalam “Comparative Stidies on Covernmiental Liabidy
Last and Sowutheast Asia” mengungkapkan berbagai permasalahan yang timbul dari
pengeriian keputusan tgta usaha negara {ersebut yait tidak lengkapnya hakam
administrasi Indenesia dan karena ketentuan itu sendin kabur, Kekaburan ini dengan
Jelas tampak pada bartyaknya perkecualian berdasarkan Pasal 2 dan 3 sebagaimana
dibatasi oleh Pasal 49 Undang - Undang No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan
Undang - Undang No.9 Tahun 2004,

Kembali kepada persoalan apakah keputusan kepala dacrah yang memuat
ketentuan tentang pakszan pemerintah dalam bentuk pembongkaran bangunan atau
pencabutan izin dapat dikatsgorikan sebagai keputusan tata usaha negera, sehinggs
dapat digugat ke Peratun. Untuk itw penulis mengkaji Sorat Keputusan Walikota
Denpasar  Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembongkaran $ {delapan) Bangunan
Pertokoan [ Sebelah Selatan Pura Desa Denpasar Atau Di Sebelah Utara Pasar

Badung Izian Gajah Mada Denpasar. Dilihat dar unsur bentuk tertuiis, bentuknya
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adalah keputusan walikota, dari unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pgjabar Tata
Usaha Negara, kiranya jelas Walikota adalah Pejabat Tata Usaha Mepara, dapat
dilihat pada ketentuan Undang - undang Nomor 32 lahun 2004 temang
Pemermtahan Diaerah khususnya Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2} Di dalam ayat (1)
ditentukan: © Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemenntah daerah yang disebug
kepala dacrah™ sedangkan ayat (2) “Kepala daerah sebagaimana diunaksud pada ayat
(1) untuk provins: disebut Gubernur untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk koa
disebut walikota. Dilihat dari unsur tindakan hukum tata usaha negara, di dalam Surat
Keputusan Walikota tersebut adatah pembongkaran serhadap £ (delapan) bangunan
pertokoan {pasal | ayat (1)). Unsur berdasarkan peraturan perundang — undangan
vang berlaku, dapat dilihat pada dasar mengingat keputusan tersebut antara lain yang
paling kongknt adalsh Keputusan Walikota Denpasar Nomor 376 A Tahun 200]
tentang Master Plan Pasar Badung di Kota Denpasar. Unsur kengkrit, di dalam
keputusan tersebut jelas disebutkan pembongkaran serhadap 8 {delapan) bangunan
pertokoan di sebelah selatan Pura Desa Denpasar atau di sebelah utara Pasar Badung
jalan Gajah Mada Denpasar (pasal 1 ayat (1)). Unsur individuai dapat dilihat dalam
ketentuan Pasal 1 ayat {2) yang menentukan: § {delapan) bangunan pertokoan
dimaksud ayat (1} Pasal ini berada atas penguasaan den atau kepemilikan yaitu: (1).
Edy Harliyanto (Toko Sumber Indah) jalan Gajah Mada Nomor 971 Dengasar; (2).
Sulaiman (Toko Alam Baru) Jalan Gajah Mada Nomor 85 denpasar, (3). Subamia
(Toko Pulau Mas) Jalan Gajah Mada Nomor 93 Denpasar, (4) Made Puder {Toko
Boma) Jalan Gajah Mada Nomor 91 Dengpasar ; (5) A.A.Raka Hartini {Toko Cerdas)

Jalan Gajzh Mada Nomr 80 Denpasar; (6} Alsyah {Toke Ratna} Jalan Gajah Mada
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Nomor 87 13enpasar, {7) A A Kompvang Pradnva (Toko Sada} Jalan Gajah Mauda
Nomr 85 Denpasar, (£ Gede Buchada (Toko erhatian) Jalan Gajah Mada Nomor 91
[eapasae. tlnsor final dapat dibihat pada konsiderans mepimbang, hurut d - sebagai
benkut
“hahwa untuk kepetuingan penataan ruangan kota dan pertuasan areal
parkit Pasar Badung schagaimana dimaksud  hurul a dan b di atas
Walikota Denpasar telah mengeluarkan Surat Penngatan | {Pettama)
taneral & Tanuari 2002 Nomor 93 50UHK2002, Sural Peringatan 1
(kedua} Tanpral 18 fanuari 202 dan Surat Peringatan NI (kenga)
Tanggal 2% Januari 2002 Nomor 593.506/HK/2002  Perihal
Penposongan Tanah dan atan  Bangunan Pertokoan vang berada di
schelah selatan Pura Desa Denpasar atao sebelah utara Pasar Badung
Jalan Gajah Mada Denpasar™
Cran penelusuran terhadap unsur  wnsur keputusan tata usaha negara terhadap
Keputusan walikota tersebut, maka jelas bahwa keputusan Walikota Denpasar No 20
Tahun 20072 tentang Pembongkaran 8 (delapan) Bangunan Pertokoan En Sebelah
Selatan Pura Desa Denpasar Atay i Sebelah Litara Pasar Badung Jalan Gajah Mada
Denpasar memenutu knteria sebagai keputusan tata vsaha negara sebagaimana diatur
di dalamm Pasal 1 aneka 3 TI] No3 Tahun 1986 do UL Ne 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang  Umndang Nomor 3§ Tahun 1986 entang Peradilan Tata
{!saha Mecgara
Dengan diubabinya Undang Undang Nomor 3 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Lisaha Negara dengan undang - undang Nomor % Tahun 2004 tentang
Perubzhan atas lindang — Lindang Nomor 3 Tahun 1986 ientang Perazdilan Tata
Usaha Megara terdapat perubahan ketentuan pasal 53 awat (27 sebapar alasan

menggugat. Untuk jelasnya perubahan yang terjadi penulis kutip seluruh bunvi pasal

53 avat (2} LTI WMo 5 Tahun 1986 dan Pasal 53 avat (23 UL No % Tahun 2004
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Undang - Undang No.5 Tabun 1988,

Pasal 53 avat {2)

Alasan — alasan yang dapat digunakan dalam gugatan scbagaimana

dimaksud dalam ayat { 1} adalah:

a. Keputusan Tata Usaha MNegara yeng digugat itu bertemtangan
dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku,

h. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada wakte: mengeluarkan
keputusan scbagaimana dimaksud dalam  ayat (1) telah
menggunakan wewenangnya untuk tujuan lam dani maksud
diberikannya wewenang tersebut;

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada wakiu mengeluarkan
keputusan sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1} setelah
mempertimbangkan semua kepenlingan yang tersangkut dengan
keputusan itu scharusnya tidak sampai pada pengambilan atau
tidak pengambitan keputusan tersebut.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa bertentangan dengan
wndang — undany diartikan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan
perundang — undangan yang bersifat proseduralfformal, peraturai perundangan yang
bersifat material/substansial dan dikeluarkan olech Badan atau Pejabat Tata Usaha
Megara yang tidak berwenang.

Dari penjelasan tersebut, pembentuk wndang — undang mengartikan peraturan
perundang - undangan bukan dan sedut bentuk melainkan dan sudut sifat substansi
dan undang — undang tersebut yaitu peraturan perundang — undangan yang besifat
prosedural dan yang bersifat matenal. Namun denukian dengan divndangkannya UL
No.10 Tabun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — undangan mau tidak
mau pengertian peraturan perundang — undangan dalam ketentuan Pasat 33 ayat (2)
huruf a harus mengacu kepada pengertian peraturan perudangan - undangan
berdasarkan undang - undang im. Dh dalam Pasal 7 ditentukan: Jenss dan hierarkht

Peraturan Perundang - undangan adalah sebagal benkut: {a) Undang - Uindang Dasar
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 {b) Undang — undang Peraturatt Pemerintah

penggangt undanp - undang: {e) Peraturan Pemeristab; {d) Peraturan Presiden; {e)

Peraturan Taerab. Penpelasan terhadap Pasal 53 aval (2) huruf b | dasar pembatalan

im scring disebul  penyalahgunaan wewenang {detournement de pearvorr (the

improper wve of the power) dan penjelasan burut ¢ dasar pembatalan im seting

disebut larangan berbuat sewenanp  wenang (witfckewr, unreasorablc)

[ dalam UL No, % Tahun 2004 tentang Peruhahan atas U7 No.5 Tahun 1956
tentang Peradilan Tata Usaha Neyara, ketenwaan pasal 53 avat (2 diubah meniach:
Pazal 53 ayat {2) Alasan — alasan yang dapat digunakan dalam pugatan sehagaimana
dimaksud pade ayat (1) adalah:

a Keputusan Tata Usaha Negara yang dipueat itu bertentangan dengan
peraturan perundang — undangan vang berlaku ;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digupeal ity berentanpan dengan

asas — asas umum pemerintahan yang baik

Dengan adanya perubahan iniunsur penyalahgunaan wewenang (detourmenet
d¢ pavarr, the improper use of the power) yanp, sehelumnyva diatur di dalam Pasal 53
ayat (2) hurut b dan unsur willekeur atan wnreasonable vang sebelumnva diatur
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf ¢ tidak ada lapgi. Menurul penafsiran penulis materd
vang diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dan ¢ ditampung di dalam Pasal 53
ayat (2] huruf b UL No. 9 Tahun 2004 Dengan demikian alasan untuk menggugat

suatu keputusan tata usaha negara menjadi jelas, vaitu bertentangan dengan peraturan

perundang - undangan baik tertulis maupen tidak tertudis dalam wujud asas — asas

umurm pemerintahas yang baik.
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Dengan perubahan ini kedudukan asas - asas umum pemeriniahan vang baik
menjads jelas, artinya secara nomallf dapat dipunakan scbagal alasan menggugal
suatu keputusan iata usaha negara Dengan demikian im berar: tidak perlu lag
mengjuk JUKLAK Mahkamah Apung Nomor O527d TUNATA 992 1angeal 24 Masct
(992 butir ¥ tentang Diktum yang menyatakan,

* di dalam hal hakim mempentimbangkan adanva asas - asas umum
pemenniahan vang baik sebagai alas an pembatalan penetapan, maka hal
tersebut tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusannya, melainkan
cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebul asas — asus umum
pemerintahan yang baik yang ditanggar dan akhimya hamus mengacu
Paszal 33 avat {2} 52

Dalam kailan dicantumkannva asas — asas umum pemerintahan vang baik di
dalam Pasal 53 avat (2) b, I} No% Tahun 2004, Philipus M Hadjor, dalam
tulisannya yang begudu] © Implikasi UU Nomor 9 Tahun 2004 Terhadap Hukum

Acara Peradilan Tata Usaha Negara '™

berpendapat hahwa: pencrapan kelentuan
Pasal 53 ayat (2) huruf b (AAUPB) hendaknya tetap berpedoman pada hakekat dan
karakter vindis AAUFB sebagai norma pemerintahan yvang tidak tertulis yang tidak
hanya lahir atas tuntutan discreifonary power tetapi karena pendekatan hak asasi
daiam hukum administrasi (rights  based approach) vang meletakkan  asas
pemenntahan atas principles of due admmnisiration. Lebnh lamut dikatakan bahwa
penjelasan Pasal 33 ayat (2) hurf b yang menumuk ketentuan dalam UU Neo 28
Tahun 1999 sebapai landasan rincian AAUPB adalah tidak tepat. Bilamana hakim
menerapkan Pasal 53 ayat (2) huruf b dengan menunjuk UL Nomor 28 Tahun 1999,

maka sangatlah kontradiktif karena penunjukkan it berani masuk ke dalam katagor

Loetsingsgronden Pasal 33 ayat (2) huref a vaitu perateran perundang  undangan.
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Denga kata lain ketentwan Pasal 53 avat (2) hurof b menjadi kehilangan makna
tarena penjelasan 1w sendire.

Matern tuntwan vang dapat diapukan o dalam koniral vudisial metalus
peradilan laty wsaha negara adalah putesan vang menyatakan tidak sah keputusan
vang disengkectakan dengan atae tanpa disertai tuntutan gand tugi dan atae
rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (17 UL No. % Tahun 20047

Mari uraian sersebut i atas dapat disimpulkan babhwa konral vudisial
terhadap pencgakan hukemn di daerah melalu badan peradifan tata usaha nepara
obyek pugatannya adalah keputusan tata usaha nepara, dapat dilakukan oleh orang
atau hadan hukum perdata yang merasa dirugikan oich keputusan tata usaha negara
tersebut dengan alas an bertentangan dengan peraturan perundang - undanpan yang
berlaku atau bertentangan dengan asas — asas umtum pemerintahan yang baik, dengan

ISi tunfutan berypa pernyatzan tidak sah atau batalnya keputusan tata usaha negara

tersebut, baik dengan atau tidak tunitutan ganti rugi dandatau rehabilitasi

a.2 Peradilan vmum

Koatrol yudisiat di samping dapat disalurkan melalui badan peradilan tata
usaha negara, dapat juga melalui peradilan umum, karena sejak diundangkannya 1)U
Nomar 5 Tahun 1986 vang kemudian diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004
sistem tanggung gugat pemenntah di indonesia dibedakan atas dua macam | Perramie
anggung gugat atas tindakan berbentuk kepulusan tata ussha ncmara yang
memmbulkan kerugan dan kechie tanggung gupat atas hndakan lain vang bukan

keputusan @ia usaha negara, vang dalam prakiek dikens) dengan estilab tangoung
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gugat atas “perbuatan melangpar hukum “oleh penguasa (emrechtmatie overheds
cercecd y
Merhicara tentane perbuatan melangeear bukum oleh penguasa tomreclifmans
averheds duadd) kiranyz Gdak dapat lepas dan sejarah perkembangan yurisprudenst
1cntang tindak pemerintahan yang rechimatig. Di dalam perkembangan yunsprudensi
HR di Nederdand, ukuran rechrmanehend dikembangkan sejak whun 18637 ukuran
satu — salunya pada waktu itu adalah wer (undang — wndang) sejak Arrest
Lindembaum Cohan Tahun 1919 gkuran rechmaipherd diperluas memgadi 1)
impebrenk op een endere recii (melangear hak orang lamh 2) o sirgdd met eigent
rechtspirch (bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendin}, 3). stryd met de
weode ceden (benentangan dengan kepatutan yang berlaku & masyarakat) Ukuran
rechtmatigheid 1ersebut di ztas berdasarkan pada pasal 1365 BW, sehmgga tdak
dapat diterapkan untuk tindak pemerintahan, bard tahun 1924 dalam Qstermann —
Arrest ukuran rechtmarnigherd diterapkan terhadap tindakan pemenntahan. Sgjak saat
ity mulai dikenal onrechimutice overheidvdoad™ di dalam putusan i ditentukan
hahwa apabila pejabal pemenntah melanppear suatu undang - undang, maki 1a
melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, sekaiipun undang - endang tersebut
hukum publik, dan atau sekalipun dengan pelanggaran undang — undang i1tu sama
sekat tidak ada hak perscorangan (subpective rechr} vang dilanggar. ™ Kemudian di
dalam Sireeppot — Arrest pada tahun 1928 memutuskan bahwa pemerintah wajib
mengpant kerugian kepada pihak yang dimgikan, apabila kerugian ity disebabkan
oleh keialaian pemenntah, tetapi hanya datam hal pemenintah ikut serta dalam

pergaulan hukum, schagai seorang partikelir ™ Untuk di Indonesia Yurisprudensi
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Mahkamah Agung dikenal dengan kasus W.esopandoyo. dengan surat Keputusan
Nomor BI8K/Sip/ 1970, Dari putusan tersebut disimpulkan ukuran rechemang schaga
benkut: 1) undang — undang dan peratumn fosmil Tainnya yvang berlaku; 2} kepatutan
dalam masvarakal vanp harus  dipawshi  oleh  penpuase  Dalam SEMA
No MAPembi0 156777 dinvatakan  bahwa  yunsprudensi  terschuet masih  harus
disempumakan, dan juga perbuatan kebijaksanaan tidak termasek kempetenst
pengadilan untuk mengadilinya. Dalam Lokakarva “Pembangunan Hukum Melal
Peradilan™ tanggal 30 Mei - | Jund 1977 di Lembang Bandung, disimpuikan bahwa
perbuatan melanggar hukum mengandung tiga ukuran yaite: 1) pelanggaran terhadap
undang — undang dzn peraturan peraturan formil {peraturan perundang undangan). 29
kepattan yang harus diperhatkan oleh penguasa; 3) kebijakan tidak dapat dinilai
oleh hakim perdata. ™™

Pertanyaan vang muncul kemudian adalah apakah dasar hukum kompetensi
peradilan umum mengadih gugatan perbuatan melanggar hukum olch penguasa ?
Untuk hal 1 kivanya dapat dilibat pada ketentuan Undang - undang Nomer 5 Tahun
1936 jo Undang - undang WNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 1) No 3
Tahun 1986 rentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan UU Nomor 2
Tahun (%3¢ jo UL Nomar & Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang  undang
No.2 ‘Tahun 1986 1entang Peradilan umum.

Di dalam penielasan umam U1 Ne. 5 Tahun 1986 dinyatakan antara lain;

.. sengketa Tata Usaha Negara laionya vang menurut Undang

undang ini tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara |
disetesaikan olch Peradilan umum™
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Dani penjclasan tersebul maka wewenang Peradilan umum adalah mengaditi
gugatan terhadap pemerimah yang berhubungan dengan tindakan - tindakan
permerimah di luar keputusan tata usaha negara. Mengingat tindakan pemerintah
dapat bersifat hiukum publik dan hukum perdata, maka itu berarti Peradilan umum
berwenang mengadili gugatan terhadap pemenntah yang berhubungan dengan
tindakan pemenniah dalam hukum publik, asalkan di luar keputusan tata usaha
nepara. Hal ini sejalan dengan pendapat Rochmat Soemitro, dalam bukunya yang
berjudul “Peradiian tata Usaha Negara™, dinvatakan bahwa perbuatan matenial pejabat
tata usaha negara walaupun individual karena tidak tertulis ndak termasuk keputusan
tata usaha nepara. Jika tepgadi sengketa tentang perbuatan material 1ty maka
penyelesaian sengketa ity masuk wewenang Pengaditan Umum®”?

Permasalahan yang timbul adalah di dalam penjelasan wmum UL No 9 Tahun
2004 peajelasan tersebut tidak ada lagi. Pertantyazn timbul apakah penjelasan dalam
UU No.3 Tahun 1986 masih berlaku? Di dalam UU No.9 Tahuo 2004 nomor 38 vyaitu
Pasal 143 A ditentukan;

Pada gaat Lindang — undzng ini mulai berlaku peraturan perundang -

undangan pelaksanaan undang — undang No.5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha MNegara masih tetap berlaku sepapjang tidak

bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang — undang ini.

[ dalam angka 39 ditentukan bahwa Penjelasan umum vang menyebut
"Pemerintah™ dan “Departemen Kehakiman” diganti menjadi “Ketua
Mahkamah Agung”

Dengan dua ketentuan tersebut maka penjelasan umum UL No.5 Tahun 1986 masih

tet2p berlaku, karena yang berubah hanyalah duz kata seperti tersebut di dalam
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perubahan angka 38 Bila dar sisi U No S Tabun 1986 jo LJU No.% Tahur 2004
lelah menyerahkan masalah perbuatan badan atau pejabal tala usaha negara diluar
keputusan tata vsaha negara kepada peradilan umum, idak demikian dengan LU Ne.
2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum vang telah diuhah dengan ULF No # Tahun
2004 tentang Perubahan Atas UL No 2 Tahun 1986 tentang Peradiiap umum, kareta
kompetenst peradilan umom sehagaimana diatur & dalam ketentuan Pasal 50 U
Mo 2 Tahun 1986 vang tulak divbah dalem UL No.® Tahun 2004 menentukan bahwa
“Pengadilan  Mepen beripas dan berwenang memertksa, memwius, dan
menvelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama™ Dan ketentuan pasal
tersebut jelas bahwa kKompetens: peradilan umum hanvalah untuk menyelesaikan
porkara pidana dan perdata dan tidak ditentukan berwenang untuk menyelesaikan
senpketa tata usaha negara yang dilimpahkan oleh UU No. 3 Tahun 1986 jo UL No 9
Tahun 20:04.

Dan ketentuan dua undang - undang tersebut (undang  undang tentang
peradilass umum dan undang — undang peradilan tata usaha negara) tdak sinkron
dalam pengaturan masalab kompetensi. Ini berarti badan permbontuk undang
undang kurang cermat di dalam pembentukan undang — undang, artinya tidak
memperhatikan keterkaitan secara komprehensif undang - undang vang baru dibuat
dengan undang — undang lain yang herkaitan. dengan kata lain pembennik undang —
undang hanya memperhatikan substansi undang- undany secara parsial hdak secara
sistemik, padahal scmua peraturan perundang  undangan yang ada diharapkan
menciplakan suatu taanan hukum vang sistematik, artinya undang - undanp vang

saty berkaitan dengan undang - undang vang lain.
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Pertanyaan kemudian timbul pugatan terhadap nndakan melangpgar hukum
oleh penguasa melalwi peradilan umum bagaimana? i dalam prakwk gugatan
terhadap pemerinab melalu peradilan ymom dirumuskan sebagar perkara perdata. ™

Sebagal konsekuensi gugatan terhadap perbuatan melawan hubum olch
penguasa ditumuskan sebagai perkara perdaa, maka petitym utama dalam gugatan
selaly pann rugn, berbeda denyan petitum gugatan dalam sengkela tata usaha negara
berupe pembatalan atau pernyataan tidak sah keputusan tata usaba nepara yvang
digugal dan dapat jeya permohonan ganti rugi.

Satun perscalan lagi vang penting untuk dicermatl dalam masalah gugatan
terhadap pemerintah karena tindakan melangpar hukum oleh penguasa adalah siapa
vang digupat? Untuk menjawab permasalaban ini kiranya pendapal Philipus B
Hadjon, sanpat tepat dipakai acean. D dalarmn tulisannyza yang berjudul “Keterbukaan
Pemerintahan dan Tanggung Gugat Pemerimtah™ yang telah beberapa kali penulis
kutip dinyatakan, formulasi sigpa tergugat harus dilandaskan pada asas vang
melandasi hukum perdata di sata pihak dan hukum admimstrasi di pihak lain. Dalam
hukun perdata subyek hukum adalah orang atau badan hukum. Bagi pemerintah tidak
mungkin ovang sebagai subjek hukum, melainkan badan hukum, oleh karcna it
gugatan harusnya ditujukan kepada badan hokum, dalam hal ini pemenntah
Indonesia, atau pemenntahan daerah di tingkat dacrah, bukan pejabatnya misalnya
Presiden atau Gubernur untuk tingkat daerab, ™™

Dari uraian vang telah diursikan didepan dapat disimpulkan bahwa kontrol
cksternal melalu badan peradiian yang disebut juga denzan konatrol reakuf terhadap

tindakan fakiual dalam rangka penceakan hukwmn d; dacrah, dapat disalurkan melaluz



DISERTASI "GOOD GOVERNANCE" (KEPEMERINTAHAN ... I. GUSTI NGURAH WAIROCANA
37

peradilan umum, pihak yang digugat adalah pemermtah daerah, pentumn utama
gugalan adalah ganti rugi. Dengan kata lain peradilan umum herwenang mengadihi

pugatan tethadap pemerimah untuk tindakan di luar keputusan tata usaha negara.

b. Kontrol Non Yudisial
Berkaran dengan kontrol non vudisial dalam anak sub bab in dikaji 3 (tiga)
saratia kontrol vaitu: pertama upava administraul’ kedua kontrol melalei Lembaga

Swadava Masvyarakat dan ketiga kemtral melalu lembaga Ombudsman.

b.l Upaya Adminestratif

Undang - undang MNo.3 Tabur 1986 jo. UU No 9 Tahun 2004, membatast
ruang lingkup sengketa tata usaha nepara, baik dan seg obyek gugatan maupun
prosedur menggugat. Obyek gugatan di dalam peradilan admunistras: hanyalah
dibatas pada keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan di dalam ketentpan
pasal 1 anpka 3, denpan sepala pengecnaliannya yang diaur di dalam Pasal 2, Pasal 3
dan Pasal 49, Dilihat dani sisi prosedur gugatat terhadap keputusan tata usaha negara
yang merugikan tidak serta merta dapat diajukan kehadapan peradilan tala usaha
negara, karena peradilan tata vsaha negara baru berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika selurch upaya administratif yang
bersangkutan telah digunakan (Pasal 48 ayat (23, Dengan demikian sebelum gugatan
diajukan ke peradilan tala usaba negara, harus terlebih dahufu melalui upaya
administratif yang tersedha (Pasal 48 ayat {1)). Di dalam penjelasan Undang - Undang

No. 5 1ahun 1936 dinyatakan bahwa upaya admimstratil adalah suatu prosedur yang
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dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hokum perdata apabila ia tidak puas
terhadap suatu keputusan tata usaha negara. I'roscdur tersebut dilaksanakan di
lingkungan pemerintahan sendin, sepintas sama dengan kontrel intemal, akan wiapi
di dalam upaya administratif ini kedudukan antara yang mengontro! dan yang
dikontrol tidak sama, pihak yang mengontrol adalah masyarakat yanp dikenai
keputusan tata usaha negara, dan vang dikontrot adalah badan atau pejabat tata usaha
nepgara, sedangkan di dalam kontrol internal, bawk vang dikontral maupun vang
mengomrol berada dalam satu jajaran yaitu aparatur pemenntah. Upaya administratit
ditentukan adz dua bentuk, yaitu: “keberatan” dalam hal penyelesaian itu harus
diakukan sendin oleh Badan atau Peiabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan
keputusan 1tu, dan “banding admimstratif * dalam hal penyelesaiannya 1tu harus
dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan
i,

Dalam kaitan dengan penegakan hukum di daerah, meka keputusan yeng
dapat diajuksn upaya administratif adalah keputusan — keputusan yang dikeluarkan
oleh dinas terkait, misalnya Dinas Tata Kota untuk masalzh lzin Mendirikan
Bangunan {IMB) vang sifativa belym final, misalnya penolakan pemberian iMB
karena persyamatan yvang diperlukan belum dipenuhi. Kepuotusan semacam ini sifatnya
belum final, karena dengan dipenuhinya persyaratan vang diperlukan, maka
keputusan yang dimehonkan akan diberikan. Namun demikian bilamang masvarakat
pemohon merasa tidak puas tethgdap penolakan tersebut, dapat langsung mengajukan
keberdtan lepech Dines Tain Kotz Bilamars wmyata yang bersanglagan tidek mierasa  puas

terhadap keputusan Dinas Tata Kota ierhadap keberatan varg diajukar, maka yang
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hersangketan dapat mengajukan banding kepada Kepala Dacrah dalam hal ing Bupati
atau Walikota. Kepulusan yang dapal diberikan oleh pejabat atau badan tata usaha
negara yang mengeloarkan kepulusan adalah menerima alau menolak keberatan atau
banding administrasi yang diasjukan. Saruna upaya administratif dalam bentuk
“keberatan” dan “banding administeatit™ olch para sarjana disebut denpan berbagai
istilah, misalnva A.M. Donner menyebut dengan istilah “Admimstraisy beroep”
M.M. van Praag menvebutnya dengan istlah “enewgeniifke  administratief
rechiypraak” sedangkan  Sjachran Basah menyebutnya dengan istilah “peradilan

b

gemu” atau peradilan administrasi “tak mumi” yang menipakan bagian dari

ELT R - L -
. Dimungkinkannya sarana upaya administrasi

pengertian peradilan dalam arti luas
di dalam proses peradiian administrasi menurut Beoyamin Manghkoedilaga, adalah
untuk mempermudah bay mereka vang berkepentingan, karena upaya administrasi
ini relatif lebih lunak (spef - fexible), dapat dipertimbangkan masalah — masalsh vang
mayangke  kebijaksaraan  (helegdsvrapen) abw masalash - masalah | manfaat
(doelmutipheidnragen) dan juga permiasalahan — permasalzhan okt (rechitsvragen),
dan penyelesaian sengketa berdasarkan sifal  kekeluarpaan, oleh karena itu
penyelesaian semacam ini tidak dapat digolongkan dalam peradilan administrasi.’””®
Rochmat Seemitro, memberikan ciri - cin kepada “banding administratif” dan
updya “keberatan™ sebagai berikut.

a. Yang memutuskan perkara dalam Aeroep adalah instansi, biasanya yang
herarkhis lebih tinggi atau lain ~ lain dan pada vang memberikan putusan
peTiama;

b. Thdak saja mengliti doelmarighesd, tetapi berwenang juga meneliti
rechimatigheidnya |

€. Dapat menpggant, mengubah, atau meniadakan keputusan administrasi
yang pertama;
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d. Juga dapat memperhatikan petubahan - perubahan keadaan scjak
diambilnya kepulusan , hahkan juxga dapat memperhatikan perubahan yanp
terjadi selama prosedur berjalan™™

Sejalan dengan citi — ciri “administrasi beroep” dan “keberatan” yang

diberikanr oleh Rochmat Seemitro, Sjachran Basah memperjelas perbedaan antara
unsur  ensur peradilan admintstrasi semu dengan peradhian administrasi mumi

sebagai berikut.™’

Tabel. 4.4 Perbedaan Peradilan Aministrasi Murni dan Semu

"~ " Peradilan Administrasi Murni |_ Peradilan Administrasi Semu ]
| —
1. yamg memutuskan adalah hakim i b yang memotuskan perkarz biasanya jl
2. penclitian terbatas pada instansi yang hierarkhis lchib Gngai
rechematigheid keputusan {dalam satu jenjang secara vertikal} |
adminisirasi aiaet lain dari pada yang memberikan ]

3. hanya dapat menisdakan keputusan " At ) .

1. menclii rechmmatizheid dan
eloefmiciigheid dan keputusan
administrasi

3. dapal mengeanti, mengubah atzo

putusan lain yang mengegntikan p L .
[ : adaican keputusan administrasi
kepuiusan adminifrasi yan e
oot yang pertania .

4. 1enkat pada mempertimbangkan falia 4,  dapal memperhatikan perubehan —

ademjrigieasi alzl bilarang
perhumemberi hukuman berupa vang
{panti rugi} tetap tdak membial

— Eadcta dan keadaan pada saat : i
diambilnya keputusan adminisirasi dan E:;"um ﬂfﬂ;ﬂ;{m
. djpﬂ"mbmﬂ']‘m memperhatikan perubahan yang terjadi
rechtmatigheid” nya selama prosedur beqalan
5 badan yang menentukan it tidak 5. badan yang memutus dapal di bawah
lerganiung , atav bebas dan pengaruh pengaruhbadan lain walzupun
| badan - badan lain spapun juga _merupakan bedan di luar hierarkhi i'

[ar apa vang dizmikan di depan dapat ditank suate kesimputan bahwa upaya
admimistrasi dalam bentuk upaya “keberatan™ dan “banding administratif”” merupakan
prosedur yang harus ditempuh sebetum sengketa administras: yang ada diajukan ke
badan peradilan tata usaha negara. Kepuiusan dan upaya administrasi terschut dapat
berupa penolakan, atau diterima dengan bentuk menpgant, mengubah atau

meniadakan keputusan tala usaha negara yang disengketakan.



DISERTASI "GOOD GOVERNANCE" (KEPEMERINTAHAN ... I. GUSTI NGURAH WAIROCANA
341

h.2 Lemhaga swadaya masyarakat

Cint dari suaty pemerintahan yang demokratis adalgh terbukanya partisipasi
warganya di dalam menentukan arah pembangunan ke masa depan. Parhisipasi dapat
dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat baik itu individu maupun organisasi
non pemerintah dalam segala bentuknya, vang dikenal juga dengan isitilah Lembaga
Swadaya Masyarakat {LSM) Lembaga Swadaya Masyarakat yang umum dikenal
dengan Orpanisasi non Pemerintah (Non Covernment (rganizairon) mernpakan
orgattisasi vang dibentuk sleh kalangan vang bersifat mandiri®”. Organisasi seperti
ini tidak mengganiuagkan diri pada pemerimab, pada negara, terutama dalam
dukungan finansial dan sarana/prasarana. Sekaiipun mendapat dukungan dana dar
lembaga - lembaga intermasional tidak berarti kalangan NGO/ASM sama sekali
terlepas dari pemerintah, karena tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas
penopang misalnys dengan adanya pembebasan pajak untuk aktivitas dan aset yang
dimiliki oleh NGO, di dalam hukum lingkungan dikenal dengan istiah inseniif.
Insentif misalnya dalam bentuk pembebasan bea masuk peralatan dari luar negen
yang dipergunakan untuk kegiatan konservast atau pencegahan dampak lingkungan.

Masalah peran serta masyarakat dalam hukum positif Indonesia terutama
umdang - undang yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat, telah diatur
secara jelas, misalnyz di dalam Undang - Undang Nomotr 24 Tahun 1992 tentang
Tata Ruang diatur di dalam ketentuan Pasa! 4 ayat {2) huruf b, “Setiap orang berhak
usituk berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendailan pemanfaatan ruang”. 11 dalam Undang Undang No 23 Tahun 1997
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tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur di dalam Bab 111, Hak Kewajiban dan
Peran Serta Masyarakat, khususnya Pasal 3 ayat (3) “setiap orang mempunyal hak
untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesnai dengan peraturan
perundang — undangan yang berlaku. Peran serta masyarakat diatur di datam Paszal 7
ayat (1) “Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas — luasnya sntuk
berperan dalam pengelelaan lingkungan hicep™*”. Masalah peran serta masyarakat
ini juga diatur di dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kelusi dan Nepotisme (KkN} Peran serta
masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

a.  hak mencari, memperaleh dan memberikan  informasi  tentang

penyelenggaraan negara ; \ .
b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dan penyelenggara

negara;
¢. hak menyampaikan saran dan pendapat secars bertanggung jawab

terhadap kebijakan Penyelengpara Negara dan
d. hak untuk memperoleh perlindungan hukum {Fasal 9 ayat (1)

Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyvelenggarman
negara tersebut kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerimtah Nomor
6% Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara Di dalam penjetasan mmumnya dijelaskan bahwa maksud
peran serta masyarakat tersebut adalah untuk menunjukkan hak dan tanggung jawab
masyarakat dalam penyelenggaraan negara vang bersih. Di samping itu diharapkan
pada peran seria tersebut lebih mengpairahken masyarakat untuk melaksanakan
kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Dari ketentuan U No.28 Tehun 1999

dan Peraturan Pemernmntah Nomor 68 Tahun 1999 tersebut tidak dijelaskan siapa yang
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berhak berperan seria, artinya apakah masyarakat sepagai individu atau boleh dalam
bentuk organisasi non pemerntah { Omop/LSM),

Di dalam Undang — Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup hak dari LSM diatur dengan jeias, antara lain di dalam ketentuan
Pasal 38 avat{I):

“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab  pengelolaan

lingkungan lndup”

Sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan
gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hak organisasi lingkungan untuk mengajukan pugatan harus memenuhi

persyaratan sebagai bertkut

a.  berbentuk badan hukum atau yavasan;

b. dalam anpgaran dasar organisasi  lingkungan  hidup  yang
bersangkutan  menyebutkan  dengan  tepas  bahwa  tupuan
didirikannya orpganisasi tersebut adalah untuk kepentingan
pelestanian fungsi lingkungan hidup;

¢, telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya
(Pasal 38 ayar (3))

Berdasarkan kriteria sebagainana diatur di dalam ketentuan pasal 38 ayai (3)
tersebut di atas, maka tidak setiap LSM <apat berperan serta dalam setiap bidang
kematan, melainkan harus sesuar dengan wjuan didinkannva LSM tersecbut vang
secara tegas dicantumkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganva,
dengan demmkian harus berbentui badan hukum. Hal ini pennng untuk menghindari
kontrel yang tidak bertangungiawab. Dengan identitas yang jelas, maka bilamana

terjadi hal - hal yang menyangkut masalah hukum, dalam melaksanakan kegiatannya

dapat disclesakan dengan pasti
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Menyangkut masalah identitas dan kegiatan NGO/LSM sangat banyak dan
tidak bersifat homogen, Menurut Ryker vang dikutip oleh Afan Gafar dalam
bukunya yang berjudul “Politik Indenesia Transisi Menuju Demokrasi™ NGO/LSM
dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) besar, yaitu:

a. Croverament Organced NCOs or GUNGEs, yaitu MGOYLEM yvang
mendapat dukungzn pemerintah baik berupa danz  maupun
fasilitas. Biasanya N({) semacam ini berperan menvukscskan
program — program pemenntah. D1 Indonesia NGO semacam i
disebut sebapai NGO plar merah.

b, Donor Orgonized NGOs or DONGOs yantu NGO/LSM yang
dibentuk oleh kalangan lembapga — lembaga donor, baik yang
bersifat multilateral maupun uniateral. NGO/LSM seperti ini
biasanya dibentuk untuk mewwjudkan program lembaga donor
tersebut;

c. Aidonomous or Independent MNOHs, yatu NGOLSM yang
dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. NGOTLSM
sernacarn imi sifatnya independen secara finansial dan memiliki
kepedulian yang sangat luas tentang berbapai hal dalam kehidupan
sehan-han;

d. Foretgn N(it)s NGO seperti im muncul sebagat perwakilan dart
NGO yang ada di luar negeri. Kehadicannya tento saja harus
setahu atau mendapat Tz dan negara tempat NGO/LSM itu

beroperasi. **
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Sebagai konsekuensi beragamnya jenis MGO/LSM. maka beragam pula jenis
kegiatan dan tujuan vang hendak dicapai. Andea L.Corrothers dan Estie W
Suryatna®”’ mengdentifikasi empatl peranan yang dapat dimainkan oleh kalangan
NGO/LSM dalam sebuah nevara arara lmne (1) Kevafasasi perubahan sosten, Hal im
dilakukan dengan jalan mengangkat scjumlah masalah yang penting dalam
masvarakal, membentuk sebuah kesadaran global. melakukan advokasi demi
perubahan kebijakan negara, mengembangkan kemauan pelitik rakyat, dan
mengadakan ekseperimen vang mendarong parlisipasi masvarakal, (2} AMemonitor
pelaksanzan sistem dan cara penvelengearaan nepard | bahkan bila perly melakukan
protes. Fungsi mi kiranya relevan dalam kaitannya pelaksanaan kontrol terhadap
pelaksanaan penegakan hukum di daerah; {3) Memfoaxificasd rekonsiliast warga negara
dengan Lembaga Peradilan. Hal ini dijakukan karena tidak jarang warga masyarakat
menjadi kekerasan 1tu. Kalangan AGOYL.SM muncul secara aknf untuk melakukan
pembelaan bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan. (4) [mplemreniasi
program pelayangn. NOGOALSM dapat menempatkan din sebagai lembaga yang
mewujudkan sejumlah propram dalam masyarakat.

Afan Gafar*? setelah menganalisa pendapat para sarjana mengenat fungsi
NGWLEM menyimpulkan bahwa peranan NO(YLSM dapat digolongkan ke dalam
dua kelompok, yaitu: Ferroma peranan dalam bidang non - politk, vaitu
memberdayakan masyarakat dalam bidang sosial ckonomi, dan kedwa peranan daiam
bidang politik , vaitu sebagai wahana untuk menjembatani warga masyarakatl dengan

negara atau pemenntah
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Dari apa vang diuraikan di atas dapat diambi] kesimipulan bahwa NOOILSM
dapat melakukan konirol terhadap pelaksanaan penyelenggaragan pemerintahan
termasuk dalam penegakan hukum di daerah. Kontro! dapat dilakukan secara mandin
atau atas perminlaan masyarakat, oleh karenanya sifat kontro] adalah akiif, berbeda

dengan kontral yudisial yang bersitat pasit,

b.3 Lembaga Ombudsman Nasional

Lembaga Ombudsman merupakan bagian akhir dari pembahasan terhadap
kontrol ekstern pencgakan hukum di daerah. Kiranya hal im sesual dengan apa yang
dinyatakan oleh J.G.Brouwer dan A.E.Schilder dalam mlisannya vang berjudul A
Survey of futch Administrative Low sebepat benkuet. “The final piece of legal
protection against the authorities is the National Ombudsman.”™ 0

l.embaga Ombudsman berasal dan negama Skandmawia, dalam hal 1m Swedia
di dalam Konstitusi barunya pada tahun 180% didinkan suatu badan yang disebut
“Sustitieombudsman” untuk nengawasi penampilan dari pelaksanaan tugas pejabat
publik dan menuntut pelaku yars melakukan tindakan melanggar hukum (The affice
of embudsman is of Scondipavian orfgin In 1809 a pew Swedish Constitution created
of Jusimeambudsman to oversee the performance aof the duties of pubite officials and
to prosecute the perpetrators of any wnlawfull acts ' | Lembaga ini kemudian
diadopsi di negara - segara lain sepertl di Denmark (UL Ombudsman th 1954),
Norwegia (ULl Ombudsman 1962, efektif | Januan 1963) telah menank perhatian
berbagai negara lain seperti i Ingeris dengan  Parfiamentary (omissioner dan tidak

ketinggalan Belanda dengan ( Wer Nationale Owbudsman, Sth 1981,35) ™ Indonesia
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dr bentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 20000 1h dalam
ketentuan Pasal 2 ditentuksn
Umbudsman Nasional adalah lembapa pengawasan masyarakal yang
herasashan Pancasla dae bersifat mandice, serta beraenang medakukan
ktanfkasi momteripg ate pemenksaan atas laporan masyarakat
mengenai  penvelengearasn  nevara khususnya pelaksanaan  oleh
aparalur pemetintahan termasuk lembaga peradilan teratama dalam
membenkan pelavanan hepada masyarikit
Dari pengentian Ombudsman Nasiomal sepert terschut di atas, dapat ditarik
suatu karakleristik lembapa Ombudsman MNasional sdatab {a) merupakan lembaga
vang independen. (h] merupakan badan nun vudssial: tc) udak memilike wewenang
vang bersitat formal untuk menetapkan sesuatu. Fungst Ombudsman pada prinsipnya
adalah mencrima dan memndakianjuti keluhan masyarakat teehadap undakan -
tindakan apatatur petmerintah vang masuk dalam katapori maidamimstras: seperti
dikaiakan oleh P.P.Craig * Parfioment {ompusswoner for Administration s
vmpewerd to amvestigate cliims of iapueitice resudting from matadrunisteatum’

sejalan denpan aps yany dikatakan oleh Sk}'ﬂ”?

bahwa fungs pokok dan
Ombudsman adalahk melakukan investigasi terhadap tindakan pemenntall vang ada di
seliap depariemen pernerintah atau badan hukum publik. (The principle funceon of
the  Chbudsman shafi be o rvesiizate  cdmonstrafive detiem taken w any
Government Hepartmenl ar prbite stariorny begy, Fungs: Ombudsman sepertt vang
disampaikan Skves sesuai dengan fungsi vtama Chmbudsman Belanda vang
tnelakukan mvestigast tndakan aparatur pemenntah apakah ondakannva batk atau

tidak batk (The Nevorad Ombudiman main Lask as (o aveshigoele the aeinons of

CETRURIREP VG Gt apTies, to deciche whietlor the cetuns e envisipranes ave " proper”
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or 'no pmper."}m Fungsi ombudsman Helanda tersebut kiranya scjalan dengan
fungsi Ombudsman Nasional vaitu untuk menjamin perlindungan hak - hak
masyarakat serta memindaklanjuti informasi mengenai terjadinya penyimpangan olch
penyelengpara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pelayanan wnum
Namun dernikian Ormbudsman tidak berwenang melakukan rechrmanghedwoetsmg” . Ada
perbedaan fungsi antera embudsman denigan badan peradilan. Badan peradilan
mengkonsentrasikan  dirinya dengan menentukan apakah kewenangan tclsh
dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan vang telah ditentikan atzu apakah kekuasaan
itu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukurm yang dipersyaratkan, sedangkan
fungsi ombudsman adalah berkenaan dengan kualitas dan keputusan dan sarana yang
dipergunakan untuk membnat keputusan (whife couris concern themselves with
determining wheter awthorities have acled within their allotted powers or have
exercised those power in accordance with legat procedural requirement, the function
of ombudsman’s function is concerned with the quality of admmistrative decisions
and of the means adopied to reach those decivion).

Dan fungsi Ombudsman sebagarmana disebutkan di atas, maka pada
prinsipnya pekerjasn Ombudsman berhubungan dengan menginvestipasi kasus -
kasus yvang tergolong tindakan meladmmistras: Mengenai pengertian mafadminisiras:
dijelaskan di dalam hab 5.

Dan uraian tentany fungst ombudsman sepert tersebut di atas, dalam
kaitannya dengan kentrol pengakan hukum di dzerah, ombudsman dapat berperan
sebagai kontrel ckstern terhadap prakeek penegakan hukum di dacrah, Masyarakat

dapal memanfaatkan ombudsman untuk masalah yvang berkaitan demgan tindakan
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moladmistrast yang dilakukan olch penguasa. Dan tugas yang dilakukan oleh
ombudsman nasional maka sifat kontrol yang dilakukan adalah pasif, karena
menunggu pengaduan dari masyarakal. Mengingal petingnya peranan ombudsman
dalam rangka melakukan kontrol terhadap penvelengparaan pemenintahan, maka
perlu kiranya dibentuk komisi ombudsman daerah, sehingga pelayanan kepada
masyarakat dapat lebih luas, dan dapat mempercepat terciptanya masyarakat yang
madani dalam rangka penciptaan suatu penyelenggaraaan pemerintahan yang baik
{good gevernance).

Dari uraian anak sub bab 4.3.3 dapat disimpulkan bahwa kontrol terhadap
pelaksaniaan penegakan hukum di daerah dapat dilakukan melalui kontrol intern yang
sening dissbut juga dengan kontrol atasan langsung atau pengawasan melekat
{waskat) dan melalw kontrol cktemn, yaite kontra! yang dilakukan oleh pihak — pihak
di Juar pemenntah baik melalui badan peradilan dalam bentuk kontrol yudisial
maupun melalui jalur di luar badan peradilan yang disebul dengan “upava
administasi” yaitu untuk keputusan tala usaha negara yang belum final, sedangkan
keputusan tata usaha negara yang telah final dapat digjukan ke peradilan 1ata usaha
negara. [h samping melalui badan peradilan tata ysaha nepara, untuk tindakan faktual
dari aparatur pemerintah yang termasuk perbuatan melanggar hukum oleh penguasa
{onrechmutipoverheididead) i ajukan melalui badan peradilan uwmum. Kontrol
eksternal lain dapat juga dilakukan oleh NCOFLSM vang di datam anggaran dasar
dan anggran romah tangganya dengan jelas diatur tentang jenis kegiatan yang
ditakukan. LSM dapat melakukan kontrol baik berdasarkan inisianf sendin (aktf)

maupun berdasarkan pengaduan masvarakat. Lembaga teraklur vang dapai
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telakukan komrel adalah Komisi Ombudsman MNasional untuk tindakan penguasa

vang tergolone dafam undakan “maladmimistras, ™.

P RCratg, Admraistradioe Lo, Eandon Sweet and Maxwell, 1994 hal 247,
M Gir Williain Wade, Admiristrednw foaw, Ularendaon Press, (xford, 1988, hal #55
! | og.cit.
2 ibid
" ilid, hal 27-28
“* Rali Past, Tanpgal 2% Januard 2004, hal ¥
1;: Philipus M. Hadjon dan Tatick S Djatmiat, {ioced CGevermance 1oc on
=™ ibid
T awm Bijloos, th.j.m Lindner, Mo dipemere Wet hextuursee ok, Fersie franche, W51
freeos Bk Swofiy, hal 105
g Dijlos; th jom, lindner de Afgemens besiunrsrochi .op.cit hal 105-106
L Siman, Fouedefene Awd prokegk (welfeksl, wieTEe s el fl 5 vt nitrey, Sely
Surdtich -:t' Foseale Lrigewverdl, S-{rravenfunge. 1908 hal fi
UL, Simon, Hamthoek besiurs frrecessf reche vedgeres de Awh, fwelge vieng, Bexgnne
m;h.r.:.prmk; Aeda Ulripevers Surrelrsedt & Flsoad, O- Crraverfgre 1997 hal, 112
! ibid hal 20
“iAfan Gafar, Potnk Indanesia Tramsisi Momsgte Demeokras Pustaka Pelajar, Jogmakarta,
202 hal 4.
il ihid
™ Hatifah 51 Sumarte, ftovaa Parsisipass dan Good Govermmee, 20 Prakavsa Iarrwsirf
£azn Faﬂr.rrwpczt;fdr faekoneeng, Yavasan Obor Indongsia, Jakarta, 2003, hal 31
™ Arimbi Horgepoetri dan Mas Achmad Santosa, Hferan Seria AMdasvrakor Dolam
Fengelotasn [ nglogan, tipfwaw Yahoo com 2003 hai 3
** Philipus M.Hadjon dan Tatick Sri L b e, Casend Crovernemace O cil hal 26
m !arunl:u Horoepoetri dan Max Achmad Santosa, Porasr Serw Magaraser, ha
™ Philipus M. Hadjon , Merfindura: Hukum Maps Rakyar, Bina N, Swabaya, 1987, hai
75
¥ Sudargo Gautama, Pengertion Teriary Negara Hukum Alumni, Bandung, 1973, hal 9
WIR.J.M ten Berge dan A ). Bok, Cecficanon of ddmpmstraine Law fn The ,-"'-.-e-rhen'umi-s
{paper} disampaikan datam v Mecing of the "(sierreichische Gesellschaft fur Gexetzgebungsivhre "
Veena 1997, hal 2 4
il e Bl Addink, Civmeral Frovecspnfes of oo Cienvermanee §mger CALA . Limvversidedt §livecis
flirech, 2001 hal 51
*'Philip M Lanpebroek, Cemerad Frivciples of Proper Adminisirarim e Dhick
Admremsiranve Lo dalam GULAddink, General Principles of Cood Gevermance Dider GALA,
{ivversutess Llireche, Clirechs, 2001 haf 67,
“1.M_(Hte, dalam Tatick S D] Jacrmigii. Proeags e {af fiduestns D Dnddoere s, Digenasi
Mntversilas Ajrlangga, Surzbaya, 202, him. 1%
"Philipus M Hadjon, Pengantor HNukum  Admumsirgs; wdonesia,  (Teireduction o
J:Mrrm*umi  Admemeadrative faw ), Gajahmada Universicy Press, Jogjakana, 1993 hat |47,
" Philipus M Hadjon, Feriange Wi cwermny {'merintalian fhestuur shevoeghend), Pro
pusinma, Tahun X% 1 Mo 1 Janoari 1998 hal G40
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"M indraharte, §sbe Memeabamty { okmg Do forapg Perachioer e safus Neyare
. Pustaka Sinar Hlarapan | Jakara, 1991 hal 68

7 Philipus M Wadjon, Yievang Wewensg, op ol hal 91

* ibid. hat 94

™ i, hal %5

A Suwaln Mulyosudarma, Tarrorfrhener Kook iirrscicm _F;,'.;J_'l,'.l.-_.r_rr Forseifes doare Yurrcin terhacion
Focderier Wonw ephosgrr, Crramedia lakana, 1997 hat 38

"'! Ibid. hal 42.

Y2 verbedaan amaia sub-delepasi denpua sub-mandar sapat dijelaskan sebawai berikut )
deieuetans,  dapat memberikan sub delegasi ataw melmpahkan  kuasa kepada phak lain
{mandaatverieming] pembertan kekuasaan dalam bentuk sub delegasi menycbabkan hilsngnya
kekuaszan ¢baca kekuasaan dan tanggung jawah eksteraal) delepetans. sedangkan peiimpahan kuasa
oleh delesant tidak menychabkan hilagaya tanggung jawab, 2} Mandatans dapat memberikan sub-
mandal kupada pehak  lainMandataris tidak  diperkenankan memberikan sub-delegasi,  karena
mandataris tidak memiliki kewenanpan eksternal, karena yaoeh dimiliki adalah tanueung jawab
internal Mandataris hanva dapat melakokan sub-mandat vertening. 3) secara admunistrative bortindak
atas nama dan ranpeung @wab eksiernal senditi, sedang pemegang sub-deicpasi benanggungawab
secara intermal kupada s pemberi wewenang {amandani] dan secara eksternal bertanggungiawab
kepada prohak ketiga . sedang pemegsng sub mandat tidak memiliki tanpgrang jawed cksternal kepada
pihak keiza, sebab tangoung jaweb eksternal masih 1e1ap berada pada st pemberi keass (ibid hal 48-
49)

' |ndreharto, Pemberian mandat kepada bukan bawsahan sangml jarang terjzdi Dalam
banyak hal mandat kepada bawahan wu memerlokan adanya  ketentuan dalam  peraturan
dasarnya.apabiiz kerentuan o tidak ada, maka suatu mandat kepada bukan bawahan it hanya dapat
bertaku sah kalau tiga macam svarat dipenuhi vaitu: 1) mandatans mau menenma pemberian inandat,
2} wewenang yang dimandaikan ity merupakan wewenang sehan  han sang mandalans; ) kcléntuan
perundangan vang bersangkutan tidak menentang terbadap bentuk pemberianmandat rersebut. Delegasi
dan mandal weowenang legislative sehegel contoh dapat dilihat dalam pasal 34 ayat (4) UL Moo 2 tahun
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3 hid

™ ibid

¥ ibid 280

" ibid 282

¥ Ibid 283

Y Philipus M. Hadjon, Analisa loc cit.

2 pasal 5 Perpres No. 36 Tahun 2005 menentukan kriteriz pembangunan demi kepentingan
urnum {a) jalar umum, jalan tel, rel kereta api (di atas tanah, di ruang bawah tanah, alaupun di ruang
bawal tanah ), saluran air minupvadr bersi, salurgn pembuangan air dan sanilasi ; (B waduk,
bendungan, bendung, iigasi, dan bangunan pergairan lainnya); {c) rumah sakit umum dan pusal
kemehatan rmasyarakat; [d) petabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal; {e} penbadatan; ()
perdidikan atau sekolzh, (g) pasar umem; (h) fasilitas pemakaman wmam, (1) fagileas keselamatan
umwm;, (ipas dar lelckomtnikasi (k) serana clah gara; {I) stasiun penyiaran radiac, televisi dan stasiun
pendukungnya; (m) kantor pemenntah, pemerintah daerah, perwakilan negara acin g, perserikatan
bangsa — bangsa dan catau lembaga — lembags intermasional di bawah naungawn perserikatan bangss
—bangsa: {n) fasilitas Tentars Masionzl Indonesie dan Keplotsian Megara Bl sesuail dengan tugas
pokok dan fungsinya; (0) lembaga permasyarakalan dan rumah tshanan, (p} rumueah susun sedechana,
{q) tempal persbuangan sampah; {r) cagar alaom dan capae budava; (s) perlamenan; (1) panti sosial Ju)
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TUN.M. Spelt, JBIM Tem Berpe, Penganiar Hultrm Perizman, disunting cleh Philipus
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aclmuciiraiive decision, i shali give the gppficarn the opporiuity o Siare Ris visws of fa) fhe refecran
15 based on information abowt face and interesrs relating ta the gpplicant and (b this information
cliffers from inforsuation Suyntied by ihe applicam himse (i the marier. 2 Subseciion | shalf mor apply
1f the difference from the gpplication can be qf only aitnar imporiance 16 the applicani,

A8 1 Before making an administrative decision ahout which an inierested party wheo
hos por applied for e adminitrative decision may be expected lo have reservtion, on
axdmienstrainee  authonily shall gree that inferesfed pariy the opportunily 16 siate ks views, i fa) the
administraimve decision i based on information about facts and imterests relating to the interested
e and (B 1his information was ped supphed i e motler by the imterested parry himself 2.
Subsection | yhall mrt appiy if the interested party has not complred with a stawutory obligation to
stppdy infermation.
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Epp NIy T SKIE s views im conpeciion WHR O pereviows adminisiraive decision, or o another
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elecrgens, One of these is the duty In grwe reasons.
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it snaitve firne
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" ibid, hal avii

0 sbid, hal ovi dan xvn

*' Bagir Manan. Mubwagen, . opcit. kal 108 Bagir Manzn membedakan pengawasan
prevantif  menjadi dua macamyamu:Pertama pertimbanzan atau pengawasan dijalankzn sebelum
pemermaah lebih vendal  meogamhbil aae menetapkan soaty keputusan Kedua perrimbangan atau
pengawasan diakukan scislah pemerintzh tingkat yame Ichih rendabh mengambialb keputusan letapi |
Ltapi sebelum keputusan itu berlaky dan mempunyai akibar huloem

V™" ibid, hai.110

Philipos M.1ladjon, Keferbukesnr  gp.cthal 12

®philipps M. Hadjon, “fudcral Review of Administrative Actions and Govermmenta!
Loabitiy mi dndoresia™ yang dinuat dalarm “ empeeradoie Stickes on Coversmenioal Lrabitine in East
arnd Bemrhweast Asin” KlowerLaw International The Hague/LondonBeston, hal 118 - 1240

¥ pasal 2 menenkan: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
menurut Undang — Undang imd: 2 Keputusan Tata Vsaha Megara yang memipakan perbuatan hubum
perdata; b Kepitesan Tata Llsgha MNegzra yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, o
Keputusan Tma Usaha Megara yang masth memerlukan persetujean, d Kepulusan Tate Usaba Negara
yang dikeluarkan berdasarkan kerenivan Kuab undansg -- Usdang Hukum Pidana dan Kiab undanp
Undang Hukum Acara Pidana atae pergturan perundang  undanean lain vang bersifat hukum pidana.
e. Kepotusan Tata Usahe Megars yang dikeluarkan atas dasar hasi| pemeriksaan badan peradilan
herdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan vane berlaku; § Keputusan Tata Lisaha
Megara mengena lala usahy Tentara Mesicnal Indonesia | g Kepuwsan komisi Pemiliban umum baik
di pusar meaupun di dacrah mengenai hasil pemiliban umum Keteniwan Pasal 3 ayat (1) Apabila
Badan atau Pejabat Tata lisaha Negara nidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itw menjadi
kewajibannya . maka hal tersebut disamakan dengan keputuszan tata osaha neeara (24 jika sualu Badan
atay Pejahar Taa Usaha Megara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalaw peraturan perundany  undangan dimaksud telzh Jewar, maka
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menyelosaikan senuheta Tata Usaba Newara rerlendu dalam hal heputusin tats wsaha negara yang
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disengketakan 1o dikeluarkan: a Dalam wakw perang. keadaan bahaya, keadaan bencana alam,atau
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** Sumaryat: Hartono, Apakah The Rude of Law i ™, alumri Bandung, 1978, kal 59,

= ibid

¥ philipus M.Hadjon, Pengertion  Peegreriran Pevar, op ¢it hal 15

 Behmat Soemiten, Peradifon Tava {fsafa Negara . Eresco, Bandung, 1987, hal &

2 Phitipus M.Hadjon, Kererbukaan. .., op.cithal |8

* ibid hal. 17

MSinchran Basah, Fhsistensi dan Tolok wkir Badan Peradifan Adminisirast of fedcse sia,
Alumni, Bandung, 1985 | hal 60

*'Beayamin Manpkoedilaga, Lembaga Peradiar: Tota (faha Nepura Suaty Prospek
fimasx Deavang, Angkasa, Bandoeng, 1988, hal 537,

Y Rochaat Soemitvo, Naskah Sughat featang Peradilan administrasi Di lndowesia,
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